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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. LatarBelakang 

Dalamhirarkhiadministrasipemerintahan, 

Desamerupakanorganisasipemerintahanterendahdalamstruktur dan 

sistempemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. 

DesadiaturdalamUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

dan PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomr 6 Tahun 2014 

tentangDesasebagaimanadiubahbeberapa kali 

terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2016 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 

2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomr 6 Tahun 

2014 tentangDesa.  

Pembangunan 

DesabertujuanmeningkatkankesejahteraanmasyarakatDesa dan 

kualitashidupmanusiasertapenanggulangankemiskinanmelaluipenye

diaanpemenuhankebutuhandasar, pembangunansarana dan 

prasarana, pengembanganpotensiekonomilokal, 

sertapemanfaatansumberdayaalam dan 

lingkungansecaraberkelanjutan.  

Dalamrangkamewujudkandampakekonomi pada skaladesa 

yang terkaitdengansektorpariwisata, 

perluadapemberdayaanseluruhpotensiwisata yang ada di 

Desadenganmembentuk dan mengembangkanDesaWisata. 

PembentukanDesaWisatainidifokuskan pada 

pemberdayaanmasyarakatdesawisata yang 

menjadibagiandarigugusan (cluster) pariwisatatertentu. 
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Pendekatangugusan (cluster) menggambarkankonsentrasigeografis 

dan integrasifungsionaldarikomponenmatarantaiusaha yang 

salingterkaitdalamsuatubidangpengembangantertentu. 

Aspekutamadarikonseppengembanganberbasisgugusan(cluster)adal

ahkedekatangeografisdarisektor-sektorusahaterkait yang 

secarasinergissalingbekerjasamadalammeningkatkandayasaingprod

uk dan usaha. Dalamkontekspengembanganpariwisata, 

konseppengembanganberbasisgugusan(cluster)dapatdiadopsiuntuk

mendukung dan meningkatkandayasaing dan 

distribusimanfaatpengembangansuatudayatarikwisataataukantong-

kantongpariwisataterhadapwilayahterkaitataupenyangganya.  

Desaataukomunitasmasyarakat di 

sekitarpusatkegiatanpariwisatamerupakanbagian yang 

takterpisahkandariperkembangankegiatanpariwisata yang terjadi di 

suatuwilayah. Desadenganpotensi yang dimilikinya, 

baikberupakeunikan, lingkunganalam, budaya, potensiekonomi dan 

pertaniandapatmemperkuatpengembangankegiatanpariwisata yang 

sudahberlangsung. 

Desatersebutdapatberperansebagaipendukungdayatarikwisata dan 

sebagaisumberpasokankomponen-komponentertentu yang 

diperlukanuntukkegiatanpariwisata. 

DalampengembanganDesaWisatadikenalada 2 pendekatan 

dan strategi yang dilakukan. 

Pertamaadalahpendekatanfisikmerupakanmetodeumumdalammeng

embangkansektorpariwisatadenganmenggunakanstandar- 

standarkhusussepertimeningkatkanakses dan 

keterkaitanantarpusatpengembangan. Kedua, 

pendekatannonfisikmerupakanmetodekhususdenganmengembangk

anbudayadaerah dan kearifanlokal.  

Pendekatanfisikdilakukanmelalui:  
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1. mengembangkansarana dan 

prasaranapendukunguntukmeningkatkanakses dan 

jaringanketerkaitanantaradesapenyanggadenganpusatkegiatanpar

iwisatasepertidayatarikwisata, hotel/ resort;  

2. mengonservasisejumlahbangunan yang memilikinilaiseni, budaya, 

sejarah dan arsitekturlokal yang 

tinggidengantetapmempertahankannilaikeasliannya;  

3. mengubahfungsibangunanmenjadisesuatu yang berkontribusi 

pada pengembangankegiatankepariwisataan;  

4. mengembangkanbentuk-bentukpenginapan di 

dalamwilayahdesawisata yang dioperasikan oleh pendudukdesa; 

dan  

5. mengembangkanusaha-usahaterkaitdenganjasakepariwisataan.  

Sedangkanpendekatannonfisikdilakukanmelalui:  1) 

pelestariankearifanlokal, budaya dan kekhasandaerah; dan  2) 

pelatihan-pelatihanmanajemenpariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa 

dan sebagainya.  

KehadiranDesaWisatadiharapkanmampumemberikandampakgan

da(multiplier effect) dan 

sekaligusmembukalapanganpekerjaanbagimasyarakatDesaWisataters

ebut. Pada sisi yang lain, keberadaanDesaWisatamerupakan salah 

satujawabandariperkembangankecenderungan pasar wisata, 

dimanaorientasipilihanwisatawantelahmengalamipergeseran pada 

pilihan-pilihanwisata yang menyajikankeasrianwilayahpedesaan, 

polahidupmasyarakatpedesaan, wisatakembalikealam(back to 

nature), akomodasi yang 

mampumemberikaninteraksidenganpenduduksetempat(homestay) 

dan produk yang berskalakecilnamununik. 

DenganDesaWisatainiprodukwisataakanlebihbernuansa natural 

(alami) sesuaidengannilai-nilaikebudayaan, 
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sehinggadapatmengembangkanpariwisataberdampingandengankebud

ayaantanpamerusakkebudayaan yang ada. Disisi lain 

pranatasosialkepariwisataan dan pengelolaan juga menjadisangat 

vital, 

dimanadesawisatadiharapkandapatmenjadialatuntukmeningkatkantar

afhidupmasyarakat dan 

menjadiagenperubahbagikemajuanpengembangansuatuwilayah/daera

h.  

PascaberlakunyaUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

tentangDesa, Desasudahmulaidiperhatikan oleh 

Pemerintahmelaluipengguliran dana desa yang 

bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang 

diaturdalamPeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 

tentangAlokasi Dana Desa yang BersumberdariAnggaranPendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor16Tahun 

2018tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPemerintahNomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

BersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Negara. Dengan 

dana desa yang ada dan cukupbesarmelebihi 1 

milyartersebut,penyeleggarapemerintahanDesadapatmemanfaatkans

esuaidengankebutuhanpemerintahandesa dan masyarakat yang 

disusunmelalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa 

yang dituangkan dan 

ditetapkandenganPeraturanDesatentangRencana Pembangunan 

JangkaMenengahDesa (RPJMDes) dan RencanaKerjaPemerintahDesa 

(RKPDes).  

Meskipundesasudahmulaimenerima dana yang cukupbesar, 

namunperanPemerintah dan Pemerintah Daerah 

dalampercepatanpembangunandesa dan 
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peningkatankesejahteranmasyarakattidaksepenuhnyadiserahkankepa

dadesa, tetapiperanPemerintah dan Pemerintah Daerah 

terusdilakukan. Salah satu yang dapatdikembangkan oleh Pemerintah 

Daerah untukdesaadalahpembangunan di bidangkepariwistaan. 

Pembangunan 

kepariwisataansebagaibagiandaripembangunanbidangekonomi, 

membawabeberapadampakbagipemerintahdaerah dan 

masyarakatantara lain:  

1. mendorongpercepatanpertumbuhanperekonomiandaerah dan 

masyarakat;  

2. meningkatkanpendapatandaerah dan masyarakat;  

3. membukalapangankerja;  

4. dapatmenumbuhkankreativitasmasyarakatdalammengembangkan

dan menampilkanpotensibudaya yang dimiliki oleh 

suatukomunitasataudaerah; dan  

5. menumbuhkan rasa cintakepadabudaya dan daerahmasing-

masing.  

DukunganterhadappembangunandesatidakhanyadilakukanmelaluiAlok

asi Dana DesadariAnggaranPendapatanBelanja Negara, tetapidesa 

juga melaluiperencanaanpembangunandariberbagaisektor dan 

bidangsesuaidengankondisidapatmenggalisumber dana 

berdasatkanpotensi yang dimiliki dan yang dapatdikembangkan oleh 

desa, salah 

satunyaadalahperencanaanpembangunandesamelaluipenetapanDesa

Wisata.  

DesaWisataadalahsuatubentukintegrasiantaraatraksi, akomodasi 

dan fasilitaspendukung yang 

disajikandalamsuatustrukturkehidupanmasyarakat yang 

menyatudengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensidesa 

yang 
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dapatdikembangkandenganadanyaperencanaantentangDesaWisata

meliputi:  

a. potensialamseperti; pantai, air terjun, potensialampegunungan, 

dan potensiwisataalamlainnya;  

b. potensibudayaseperti; adatistiadat, keseniantradisional, 

atraksibudaya; dan  

c. peninggalanbersejarah yang 

dapatdikembangkansebagaibagiandayatarikwisata yang 

bisamendatangkanwisatawannusantara dan 

mancanegara.Potensi-

potensitersebutdapatdikembangkansebagaisumberdayatarik 

yang bisamendatangkanwisatawannusantara dan mancanegara 

yang pada 

akhirnyaakanmenghasilkanpemasukanbagipemerintahdesa dan 

masyarakatdesa.  

Selainitu, potensiwisatabudaya dan atraksibudayaantara lain 

keseniantradisional, perayaanmaulidsecaraadat dan lain-lain. 

Denganpotensitersebut, 

makadesaberhakmengembangkannyasebagaisuatuaset yang 

dapatdijadikandayatarikpengunjunguntukdatangkedesabaikpengunj

ungwisatawannusantaraataudomestikmaupunwisatawanmancanneg

ara.  

Desamemilikikewenangan yang dimiliki Desa. 

Kewenangantersebutmeliputikewenangandi bidang:  

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  

2. pelaksanaan Pembangunan Desa,  

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan  

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat 

Desa. 
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Fenomena yang ada pada saatsekarang, banyakdesa yang 

mengklaimdesanyasebagaidesawisata,namunapaindikator, kriteria 

dan persyaratanbagisuatudesasehinggadapatdikatergorikan dan 

ditetapkansebagaidesawisata, belumadaregulasi yang 

mengaturnya. Oleh karenaitu, agar tidakadalagidesa yang 

denganmudahmengklaimdesanyasebagaidesawisata, 

makaperludiaturtentangkriteria, indicator 

ataupersyaratansebuahdesauntukditetapkanmenjadidesawisata 

yang dijadikanpedomandalampenentuan dan 

penetapansuatudesasebagaidesawisatadenganmembentukperatura

ndaerah yang mengaturtentangpenetapandesawisata.  

Saat ini di KabupatenRembangbelum ada 

peraturanperundang-undangandi tingkat Daerah yang mengatur 

mengenaiDesaWisata secara komprehensif yang 

meliputipengaturanhal-halseperti:strategi dan basis 

pemberdayaan; penetapanDesaWisata; pengelolaDesaWisata; 

pengembanganDesaWisata; pemberdayaanmasyarakat; 

pengembangandayatarikDesaWisata; usahapariwisata pada 

DesaWisata; kewajibanPemerintahDaerah; peransertamasyarakat; 

kerjasama; danpembiayaannya. 

Disadaribahwadesawisatamempunyaiperananpentinguntukme

majukankesejahteraanmasyarakat, 

memeratakankesempatanberusaha dan lapangankerja, 

optimalisasipotensiekonomi dan karakteristikdaerah, 

sertamengangkat dan melindunginilai-nilaibudaya, agama, 

adatistiadat, dan 

menjagakelestarianalam.Selanjutnyadalamrangkapemberdayaande

sawisatadiperlukankemandirian dan 

kesejahteraanmelaluipeningkatanpengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
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sertapemanfaatansumberdayamelaluipenetapankebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuaidenganprioritaskebutuhanmasyarakat.Secarayuridisbaikberd

asarkanUndang-UndangNomor 10 Tahun 2009 

tentangKepariwisataan dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNomor 2 Tahun 2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-

Undang, 

PemerintahKabupatenmempunyaikewenangandalampengelolaanke

pariwisataan di DaerahKabupaten. 

TermasuktentunyaterkaitpengaturanDesaWisata. 

Berdasarkanpemikirantersebut, makaDewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten 

Rembangsebagaipenyelenggarapemerintahandaerahmerasaberkepe

ntinganuntukmenginisiasi pembentukanRancanganPeraturanDaerah  

KabupatenRembangtentangPemberdayaanDesaWisata. Selanjutnya 

untukmewujudkansebuah Peraturan Daerah 

sesuaidengankaidahdalampembentukanperaturanperundang-

undangan termasuk Peraturan Daerah berdasarkan UU No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangansebagaimanadiubahbeberapa kali terakhirdengan UU No 

13Tahun 2022 tentangPerubahanKeduaAtasUU No 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan 

Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

DaerahsebagaimanadiubahdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri 
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No 120 Tahun 2018, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang 

baik diperlukan adanya Naskah Akademik. 

 

 

B. IdentifikasiMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangtersebutdapatdirumuskanmasalahsebagaiberi

kut. 

1. ApakahPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisatamemiliki kelayakan 

akademik? 

2. BagaimanaPokok-pokokpengaturan yang perludirumuskandalamdraft 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisatayang komprehensif dan 

dapatdipertanggungjawabkansecarailmiah, filosofis, yuridis dan 

sosiologissehinggaperaturandaerahdapatdiberlakukansecaraefektifdandap

atditerimamasyarakat. 

 
 
 

C. Maksud, Tujuan dan TargetPenelitian 

1. MaksudKegiatan 

Kegiataninidimaksudkanuntukmengidentifikasi dan 

menginventarisasibeberapapermasalahan yang 

adaterkaitdenganPemberdayaanDesaWisata. 

2. TujuanKegiatan 

Tujuan yang diharapkandarikegiatanPenyusunan Naskah Akademis 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KabupatenRembangtentang 

PemberdayaanDesaWisataadalahsebagaiberikut. 

a. UntukmenyiapkanrumusankonsepRancanganPeraturan Daerah 

(Raperda) yang komprehensif dan 
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dapatdipertanggungjawabkansecarafilosofis, yuridis dan sosiologis, 

sehinggaperaturandaerah yang akandiberlakukandapatefektif dan 

efisiensertadapatditerimamasyarakat. 

b. MenghasilkandokumenRancanganPeraturanDaerah (Raperda) 

tentangPemberdayaanDesaWisatadi KabupatenRembangyang 

aspiratif dan partisipatif. 

3. Target Kegiatan 

Target 

darikegiatanPenyusunanNaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah 

tentangInovasiDaerahadalahsebagaiberikut. 

a. tersusunnyanaskahakademikRaperdaKabupatenRembangtentangPemberd

ayaanDesaWisata; 

b. tindaklanjutdariProgrampembentukanperaturandaerah yang 

telahditetapkan. 

 

D. Kegunaan 

SedangkankegunaandarikegiatanPenyusunanNaskahAkademisRancan

ganPeraturan Daerah tentangPemberdayaanDesaWisatadi 

KabupatenRembangadalahsebagaidokumenresmi yang 

menyatudengankonsepRancanganPeraturan Daerah terkait. 

 
 
E. MetodePenulisan 
 

1. MetodePendekatan 

Pendekatan yang 

digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif. 

YuridisnormatifdimaksudkanbahwauntukmelihatpermasalahanterkaitIno

vasi Daerahdi 

KabupatenRembangdigunakanpendekatannormatifyaitupengkajianstudid

okumenterhadapperaturanperundang-undangan dan berbagaikebijakan-

kebijakan yang berkaitandenganpokokpermasalahanyaitu yang 
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berhubungandenganPemberdayaanDesaWisatadi 

KabupatenRembangdan laporanhasildariberbagaipertemuan. Di samping 

juga dilakukandiskusikelompokterpumpun (Focus Group 

Discussion/FGD)denganpihak-pihakterkait yang 

memahamiperihalpengelolaaninovasidaerah. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah 

yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi 

data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut 

Soerjono Soekanto (1986)  data sekunder digunakan dalam penelitian 

meliputi tiga bahan hukum yaitu :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar 

pedoman penelitian. Adapun yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-UndangNomor 13Tahun 1950 

tentangPembentukan Daerah-

DaerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 

Nomor20, TambahanLembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor10); 

3) Undang-UndangNomor10 Tahun 2009 ttg Kepariwisataan; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun 2023 

tentangPenetapan PERPU Nomor 2 Tahun 
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2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

4) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 13 Tahun 2022 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 12 

Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

7) PeraturanPemerintahNomor 67 Tahun 1996 

tentangPenyelenggaraanKepariwisataan; 

8) PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2011 

tentangRencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5265); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 

2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539.)sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhirdenganPeraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahanKeduaAtas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 

2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

10) PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2021 

tentangKemudahan, Pelindungan, dan 

PemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2021 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6619); 

11) Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor 

PM.26/UM.001/MKP/2010 ttgPedomanUmum PNPM 

MadiriPariwisataMelaluiDesaWisata; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorNo 80 Tahun 2015 

tentang PembentukanProdukHukum Daerah; 

13) Peraturan Menteri PariwisataNomor 10 Tahun 2016 ttg 

PedomanPenyusunanRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanProvinsi dan Kabupaten/Kota; 

14) Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2019tentangPemberdayaanDesaWisata di ProvinsiJawa 

Tengah; 

15) Peraturan Daerah Kabupaten RembangNomor5 Tahun 

2016Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah 

KabupatenRembangnsebagaimanatelahdiubahbeberapa 

kali terakhirdenganPeraturanDaerah Kabupaten 

RembangNomor6Tahun 

2021tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan 

DaerahNomor5Tahun 2016tentangPembentukandan 

SusunanPerangkat DaerahKabupatenRembang; 

16) Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 

2019 tentangRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangTahun 2019 – 2025; 

17) Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 

2021 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah 

Daerah Tahun 2021-2026. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Adapun yang  digunakan dalam penelitian ini 
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adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan 

sebagainya berkaitan dengan Pemberdayaan Desa Wisata. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

(Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. 

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat 

kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan pengaturan 

Pemberdayaan Desa Wisata. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

DalamPenelitianinidigunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data 

Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data 

dilakukandenganmetodeFocus Group Discussion (FGD) 

dilakukandenganpakar dan pajabatdariberbagai SKPD 

terkaitdenganpengaturanPemberdayaan Desa Wisatadi 

KabupatenRembang. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan 

menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara 

stakeholder  yang ada. 

Konsultasipublikdilakukandenganmengadakanpertemuandenganberbaga

itokoh dan elemenmasyarakat di KabupatenRembang yang 

memilikikepedulian dan keterkaitandenganpengelolaan 

danPemberdayaan Desa Wisata di KabupatenRembang. Dengan konsultasi 

publik ini akan terserap banyak masukan dan pendapat dari masyarakat. 

Sedangkanuntukmemperoleh data sekunder yang 

dibutuhkandalampenelitianinidigunakanteknikpengumpulanbahanhukumde

nganstudidokumenataubahanpustaka, baikdari media 
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cetakmaupunelektronik (internet) bahanhukum yang 

dikumpulkanberkaitaneratdenganmasalah. 

Kegiataninidilakukandengancaramengunjungimembaca, mengkaji dan 

mempelajaribahanhukum dan pustaka yang 

mempunyaikaitaneratdenganpokokpermasalahan. 

4.  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis 

data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti 

berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

analisis kualitatif.  

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu 

model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, 

sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan 

proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis 

kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan 

merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran 

sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, 

yaitu: 

a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. 

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data 

dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, 

ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola. 

b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah 

memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan. 

c. Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti 

harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara 

pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan 
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dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan 

kesimpulan. 

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses 

pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB Sutopo, 1998:37).  

BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
 
A. Kajian Teoritis 

1. KonsepPariwisata 

a. PengertianPariwisata 

Secaraetimologis, 

pariwisataberasaldaribahasasansekerta, yaitu “pari” berarti 

‘banyak, berkali-kali, berputar-putar’, dan “wisata” berarti 

‘perjalanan’ atau ‘bepergian’. Berdasarkanarti kata ini, 

pariwisatadidefinisikansebagaiperjalanan yang 

dilakukanberkali-kali atauberputar-putar, 

darisatutempatketempat lain denganmaksud dan 

tujuantertentu (Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk,  2017, 

hal: 1). Pariwisatadapatditerjemahkansebagaisistem yang 

mengaitkanantaralingkunganfisik, ekonomi, dan 

sosialbudaya, dan 

industridalamupayaunntukmemenuhikebutuhanperjalananses

eorang yang 

dilakukankeluarlingkungantempattinggalatautempatkerjanyad

enganmotivasiselainmencarinafkah di tempattujuannya dan 

sekaligusmempertimbangkandampak yang 

ditimbulkanterhadapalam dan budayaIsmayanti, dkk, 2015,  

hal: 3).  

Beberapaahlimendefinisikanpariwisatasebagaiberik

ut:  

1) Menurut E. Guyer Freuler, pariwisatadalamartian modern 

merupakan phenomena darijamansekarang yang 
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didasarkanataskebutuhanakankesehatan dan pergantianhawa, 

penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) 

terhadapkeindahanalam. 

2) MenurutHunzieker dan K. Krapt, tourism is totally of the 

relationship and phenomena arising from the travel and stay of 

strangers (ortsfremde), provide the stay does not imply the 

establishment of a permanent resident 

(pariwisataadalahhubungan dan fenomena yang 

timbuldariperjalanan dan menetapnya orang asing, 

menyediakantempattinggalbukanberartipenduduktetap). 

Dalammencobamenganalisapariwisatauntukmerumuskansuatuk

onsepdarikerangkakepariwisataan. 

Pariwisatadapatdilihatsebagaisesuatu yang relatif (abstrak), 

dapatdikatakansebagaisuatugejala yang mencakuppemindahan 

orang-orang dalamnegaranyasendiri (domestic tourism) 

ataumelewatiperbatasan negara lain (internasional tourism)17. 

Pariwisatamerupakansebuahkegiatan yang mana 

dalamkegiatantersebutmanusiamelakukansebuahperjalananunt

uksekedarbersenang-

senangataumencarihiburanbukanuntukmencarinafkah (Oka A. 

Yoeti. 1983.hal. 114.).  

b. Jenisataumacam-macamPariwisata 

Pariwisatadapatdibedakanmenurut motif 

wisatawanuntukmengunjungisuatutempat. Jenis-

jenispariwisatatersebutsebagaiberikut: 

1) WisataBudayaWisatabudaya, yaituperjalanan yang 

dilakukanatasdasarkeinginanuntukmemperluaspandanganhidu

pseseorangdenganjalanmengadakankunjunganataupeninjauan

ketempat lain ataukeluar negeri, mempelajarikeadaanrakyat, 

kebiasaanadatistiadatmereka, carahidupmereka, budaya dan 

senimereka. 

2) WisataMaritimatauBahariJeniswisatainibanyakdikaitkandengan

kegiatanolah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, 
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ataulautsepertimemancing, berlayar, 

menyelamsambilmelakukanpemotretan, 

kompetisiberselancar, balapanmendayung, melihat-

lihattamanlautdenganpemandanganindah di bawahpermukaan 

air sertaberbagairekreasiperairan yang banyakdilakukan di 

daerah-daerahatau negara-negara maritim. Di Indonesia 

banyaktempat dan daerah yang 

memilikipotensiwisatamaritimini, seperticontohnyaDanau 

Toba, pantaiKuta di Pulau Bali, dan sebagainya. 

Jenisinidisebut pula wisatatirta. 

3) WisataCagarAlamJeniswisatainibiasanyadiselenggarakan oleh 

agenatau biro perjalanan yang mengkhususkanusaha-

usahadenganjalanmengaturwisataketempatataudaerahcagaral

am, tamanlindung, hutandaerahpegunungan, dan sebagainya 

yang kelestariannyadilindungi oleh undang-undang. 

4) WisataKonvensi MICE diartikansebagaiwisatakonvensi, 

denganbatasan: usahajasakonvensi, perjalananinsentif, dan 

pameranmerupakanusahadengankegiatanmemberijasapelaya

nanbagisuatupertemuansekelompok orang (negarawan, 

usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) 

untukmembahasmasalah-masalah yang 

berkaitandengankepentinganbersama.  

5) WisataPertanian (Agrowisata) 

Agrowisatabagiwisatawanadalahmendidikkanwisatawanuntuk

memahamikehidupannyatatentangpertanian dan 

memberikanpemahamankepadawisatawanbahwakehidupanber

taniadalahpekerjaan yang 

amatmuliakarenakehidupanmanusialainnyasangattergantung 

pada pertanian. Keuntungan lain 

bagiwisatawanadalahmerekadapatmenikmatialam yang sehat 

dan alamiahbebasdaripolusikota, 

mendapatkanprodukpertanian yang benar-benarsegar dan 

bahkanorganikatau green product, 
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agrowisatamemberikanpengalamanperjalananwisata yang 

unik dan merupakanperjalananwisata yang 

relatifmurahjikadibandingkandenganwisatalainnya.  

6) Wisata Buru Jeniswisatainibanyakdilakukan di negeri-negeri 

yang memangmemilikidaerahatauhutantempatberburu yang 

dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh 

berbagaiagenatau biro perjalanan.  

7) WisataZiarahJeniswisatainisedikitbanyakdikaitkandengan 

agama, sejarah, adatistiadat, dan kepercayaan. 

Wisataziarahbanyakdilakukan oleh 

peroranganataurombonganketempat-tempatsuci, kemakam-

makam orang besarataupemimpin yang diagungkan, 

tempatpemakamantokohataupemimpinsebagaimanusiaajaibpe

nuhlegenda (I GustiBagus Rai Utama, 2016, hal: 144-159).  

c. Sarana dan PrasaranaPariwisata 

Saranakepariwisatanadalahperusahaan-perusahaan 

yang memberikanpelayanankepadawisatawan, 

baiksecaralangsungatautidaklangsung, dan 

hidupsertakehidupannyabanyaktergantung pada 

kedatanganwisawatan. 

Saranakepariwistaaandibagiatastigabagianpenting, yaitu:  

1) SaranapokokkepariwisataanSaranapokokkepariwisataanadalahp

erusahaan yang hidup dan 

kehidupannyasangattergantungkepadaaruskedatangan orang 

yang melakukanperjalananwisata 

2) SaranapelengkapkepariwisataanSaranapelengkapkepariwistaaa

nadalahperusahaan-perusahaanatautempat-tempat yang 

menyediakanfasilitasuntukrekreasi yang 

fungsinyatidakhanyamelengkapisaranapokokkepariwisataan, 

tetapi yang terpentingadalahuntukmembuatwisatawanlebih 

lama tinggal pada suatudaerahtujuanwisata.  

3) SaranapenunjangkepariwisataanSaranapenunjangkepariwisataa

nadalahperusahaan yang menunjangsaranapelengkap dan 
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saranapokok dan berfungsitidakhanyamembuatwisatawanlebih 

lama tinggal pada suatudaerahtujuanwisata, tetapifungsi yang 

lebihpentingadalah agar 

wisatawanlebihbanyakmengeluarkanataumembelanjakanuangn

ya di tempat yang dikunjunginya (Oka A. Yoeti. 1983, hal 197-

203). 

Saranakepariwisataaninimunculketikaadawisatawan 

yang berkunjungkesuatudestinasiwisata dan 

tujuandariadanyasaranakepariwisataaniniselainuntukmembe

rikanpelayananterhadapwisatawan juga merupakancara 

agar wisatawanbetahuntuktinggallebih lama di 

tempatpariwisatatersebut. 

Sedangkanprasaranakepariwisataanadalahsemuafasilitas 

yang dapatmemungkinkan proses 

perekonomianberjalandenganlancarsedemikianrupa, 

sehinggadapatmemudahkanmanusiauntukdapatmemenuhike

butuhannya (Ibid, hal:186). 

MenurutSuwantorodalambukukaryaShofwanHanief 

yang berjudulPengembanganBisnisPariwisataDengan Media 

SistemInformasimengatakanbahwaprasaranakepariwisataan

adalahsumberdayaalam dan sumberdayamanusia yang 

mutlkakdibutuhkan oleh wisatawandalamperjalanannya di 

daerahtujuanwisata, sepertijalan, listrik, air, telekomunikasi 

dan lain sebagainya. Prasaranakepariwisataanadalah:  

a) Prasaranaperhubungan, meliputijalanraya, jembatan, 

relkeretaapi, stasiun, terminal bus, bandarudara, dan 

pelabuhanlaut. 

b) Instalasipembangkitlistrik dan instalasi air bersih.  

c) Instalasipenyulinganbahanbakarminyak.  

d) Sistempengairanatauirigasiuntukkepentinganpertanian, 

peternakan, dan perkebunan.  

e) Sistemperbankan dan moneter.  
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f) Sistemtelekomunikasisepertitelepon, pos, faksimili, email, dan 

lain-lain.  

g) Prasaranakesehatansepertirumahsakit dan 

pusatkesehatanmasyarakat.  

h) Prasaranakeamanan, pendidikan, dan hiburanShofwanHanief 

dan Dian Pramana, 2018, hal: 56-57).  

 

d. PengembanganPariwisata 

MenurutKamusUmum Bahasa Indonesia, 

definisipengembanganadalah proses, cara, 

perbuatanmengembangkan (KamusBesar Bahasa Indonesia, 

2014: 201). LebihdijelaskanlagidalamKamusUmum Bahasa 

Indonesia karya WJS Poerwadarminta, 

bahwapengembanganadalahperbuatanmenjadikanbertambah, 

berubahsempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya 

(Sukiman, 2012: hal. 53). 

Pengembanganpariwisatabertujuanmemberikankeuntun

ganbagiwisatawanmaupunwargasetempat. Basis 

pengembanganpariwisataadalahpotensisumberdayakeragama

nbudaya, seni, dan alam (pesonaalam). 

Pengembangansumberdayatersebutdikelolamelaluipendekata

npeningkatannilaitambahsumberdayasecaraterpaduantarapen

gembanganprodukpariwisata dan 

pengembanganpemasaranpariwisatamelaluipendekatanpemb

erdayaanmasyarakatlokaldalamrangkapengembanganpariwis

ata.  

Ada hal yang 

dapatditawarkankepadawisatawanuntukberkunjungkesuatuda

erahtujuanwisata. Hal tersebutdapatberupa:  

1) Sumberdayaalam, meliputi:  
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a) Iklim, yaituudara yang lembut, bersinarmatahari, kering, 

dan bersih.  

b) Tata letaktanah dan pemandanganalamyaitudataran, 

pegunungan yang berpanoramaindah, danau, sungai, 

pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang 

indah, air terjun, daerah (gunungberapi, gua, dan 

lainlain).  

c) Unsurrimbayaituhutan-hutanlebat, pohon-pohonlangka, 

dan sebagainya.  

d) Flora dan fauna yaitutumbuhananeh, barang-

barangberagamjenis dan warna, 

kemungkinanmemancing, berburu, dan 

bersafarifotobinatangbuas, tamannasional dan 

tamansuakabinatangbuas dan sebagainya.  

e) Pusat-pusatkesehatanyaitusumber air mineral alami, 

kolamlumpurberkhasiatuntuk mandi, sumber air 

panasuntukpenyembuhanpenyakit, terapiikan, dan 

sebagainya.  

2) Hasil karyabuatanmanusia yang terdirisejarah, budaya, dan 

agama:  

a) Monumen-monumen dan peninggalanbersejarahdari masa 

lalu. 

b) Tempat-tempatbudayaseperti museum, gedungkesenian, 

tuguperingatan, perpustakaan, pentas-

pentasbudayarakyat, industrisenikerajinantangan dan 

lain-lain. 

c) Perayaan-perayaantradisional, pameran-pameran, 

karnavalupacaraadat, ziarah-ziarah, dan sebagainya.  

d) Bangunan-bangunantempatperibadatan 

dan/atauupacarakeagamaan.  

3) Prasarana-prasarana, meliputi: 
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a) Sistempenyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-

jalurlalulintas, sistempembuanganlimbah, 

sistemtelekomunikasi, dan lain-lain.  

b) Rumahsakit, apotek, bank, pusat-pusatperbelanjaan, 

rumahpenatarambut, toko-tokobahanmakanan, 

kantorpemerintah, dan sebagainya.  

4) Prasaranawisata, seperti: 

a) Tempatpenginapanwisatawan; 

b) Tempatmenemuiwisatawan; 

c) Tempat-tempatrekreasi dan sport;  

5) Saranapencapaian dan alattransportasipenunjang: 

meliputipelabuhanudara, lautbagi negara-negara yang 

berbatasandenganlaut, keretaapi, dan 

alattransportasidaratlainnya.  

6) Saranapelengkap: meliputigedung-gedung yang 

menjadisumberproduksijasa-jasa yang 

cukuppentingtetapitidakmutlakdiperlukan oleh wisatawan. 

Umumnyasaranapelengkapinibersifatrekreasi dan 

hiburansepertigedung-gedung, bioskop, kedai-kedaiminum, 

warung-warung kopi, dan lain-lain.  

7) Pola hidupmasyarakat yang sudahmenjadi salah 

satukhasanahwisata yang 

sangatpentingseperticarahidupbangsa, sikap, makanan, dan 

sikappandanganhidupkebiasaan, tradisi, 

adatistiadatsemuaitumenjadikekayaanbudaya yang 

menarikwisatawanke negara mereka (Wahab, 2003, hal: 

110). 

Pengembanganpariwisatamemilikibeberapamanfaat. 

Manfaatpengembanganpariwisatatersebutantara lain: 

a) Bidangekonomi; untukmeningkatkankesempatankerja dan 

berusaha, meningkatkan dan meratakanpendapatanrakyat, 

sertamenunjangpembangunandaerah. 
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b) Bidangsosialbudaya; 

dengankeanekaragamansosialbudayamerupakan modal 

dasarbagipengembanganpariwisata. 

c) Bidanglingkunganhidup; 

karenapemanfaatanpotensisumberdayaalamuntukpariwisata 

pada dasarnyaadalahlingkungan yang menarik, 

makapengembanganwisata dan 

lingkungansenantiasamenghindaridampakkerusakanlingkunga

nhidupmelaluiperencanaan yang teratur dan terarah (Ibid, 

hal: 113). 

 
 

2. PengelolaanPariwisataBerkelanjutan 

Pembangunan 

kepariwisataandikembangkandenganpendekatanpertumbuhan, 

pemerataanekonomiuntukkesejahteraanrakyat dan 

pembangunan yang berorientasi pada pengembanganwilayah, 

yang bertumpukepadamasyarakat dan 

bersifatmemberdayakanmasyarakat yang 

mencakupiberbagaiaspek, sepertisumberdayamanusia, 

pemasaran, destinasi, ilmupengetahuan dan teknologi, 

keterkaitanlintassektor, kerjasamaantar negara, 

pemberdayaanusahakecil, 

sertatanggungjawabdalampemanfaatansumberkekayaanalam 

dan budaya. 

Budayabangsasebagai salah satudayatarikwisata, 

memilikinilai-nilailuhur yang 

harusdilestarikangunameningkatkankualitashidup, 

memperkuatkepribadianbangsa, kebanggaannasional, 

memperkukuhpersatuanbangsa, 

sertameningkatkankesejahteraanmasyarakatsebagaiarahkehidu

panbangsa. 
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Keanekaragamanhayati dan sumberdayaalamperludijaga 

dan dikeloladalamsuatusistemperlindungan dan pengelolaan 

yang terpadu dan terintegrasi. Sehinggaperlindungan dan 

pengelolaanharusdapatmemberikanmanfaatekonomi, sosial, 

dan budaya yang dilakukanberdasarkanprinsipkehati-hatian. 

Pembangunan kepariwisataannasionaltercermin pada Undang-

UndangNomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan, yang 

menyatakanbahwapembangunankepariwisataandiwujudkanmela

luipelaksanaanrencanapembangunankepariwisataandenganmem

perhatikankeanekaragaman, keunikan dan kekhasanbudaya 

dan alamsertakebutuhanmanusiauntukberwisata. 

Denganmenempatkan pada tataranpemahamantersebut, salah 

saturencanapembangunankepariwisataanditerjemahkandalamke

bijakandestinasipariwisataberkelanjutan yang 

mampumewujudkanpembangunanpariwisatanasional yang 

layakmenurutbudayasetempat, dapatditerimasecarasosial, 

memprioritaskanmasyarakatsetempat, tidakdiskriminatif, dan 

ramahlingkungan. 

PariwisataBerkelanjutandenganstandar Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) dan telahmendapatpengakuandari 

United Nation World Tourism Organization (UNWTO), 

dalammenjawabtantanganpengembangan di 

sektorpariwisatasaatini, khususnyapenekananisukearifanlokal di 

Indonesia sertaisuKebersihan (Cleanliness), Kesehatan 

(Health), Keamanan (Safety) dan KeberlanjutanLingkungan 

(Environment Sustainability) yang 

menjaditindakanantisipatifbagipenyebaran virus COVID-19. 

Pedomaninidiharapkandapatmemperkuattradisi dan 

kearifanlokalmasyarakat yang 
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multikulturdalammengeloladayatariklingkunganalam dan 

budaya di destinasipariwisatasecaraterpadu dan berkelanjutan. 

Standar pada bagian A 

yakniPengelolaanBerkelanjutanterdiriatas 3 Sub Bagiandengan 

11 Kriteriasebagaiberikut: 

Pertamamenyangkut. Struktur dan 

kerangkapengelolaanterdiridari 3 Kriteria, yaitu: 

a. Tanggungjawabpengelolaandestinasi. indikator dan 

buktipendukungtanggungjawabpengelolaanDestinasi, 

dapatdilihatdari:  

1) Adanyaorganisasimanajemen yang efektif, terkoordinasi, 

denganpendanaan dan pembagiantugas yang jelas; dan  

2) Melibatkansektorswasta dan publik yang berada di 

bawahlandasanhukum yang ada. 

b. Strategi dan rencanaaksipengelolaandestinasi. Indikator dan 

buktipendukungstrategi dan rencanaaksipengelolaanDestinasi, 

dapatdilihatdenganadanyastrategipariwisatatahunjamak 

(jangkapendek, menengah dan panjang) yang 

mencakuppengembanganaksesibilitaskedestinasi, 

amenitaskepariwisataan di dalam dan sekitardestinasi, 

aktivitaskepariwisataan di dalam dan 

sekitardestinasidengantetapmemperhatikandayatampung dan 

dayadukunglingkungan, pertumbuhanekonomi, isusosial, 

warisanbudaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. 

Penyusunanstrategitersebutdilaksanakandenganpartisipasimasyar

akat dan komitmenpolitikdaripemangkukepentingan yang relevan. 

c. Monitoring dan pelaporan. Indikator dan buktipendukung 

monitoring dan pelaporan, dapatdilihatdenganadanyasistem 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan 

dilaporkansecaraberkala. Sistemtersebutmencakupisulingkungan, 

ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hakasasimanusia, 

sertaprosedurmitigasidampakpariwisata yang 

berfungsidenganbaik dan jelaspendanaannya. 
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Kedua, 

menyangkutKeterlibatanPemangkuKepentingan.Terdiridari 4 

Kriteria, yaitu: 

a. Pelibatan badan usaha dan standarkeberlanjutan. indikator dan 

buktipendukungpelibatan badan usaha dan standarkeberlanjutan, 

dapatdilihatdenganAdanyasistemstandarpariwisata yang 

mengaturaspek-

aspekpentingdalamkegiatanpariwisataberkelanjutanbagiPelakuPar

iwisata, sepertipengelolakawasanwisata, hotel, homestay, tour 

operator dan lainnya. 

Sisteminidiharapkanberjalansecarakonsistendalammenerapkankrit

eriapariwisataberkelanjutan. Pelakuusaha yang 

telahmendapatsertifikasidipublikasikankepadapublik. 

b. Pelibatan dan umpan-balikdaripenduduksetempat. Indikator dan 

buktipendukungandalampelibatan dan umpan- 

balikdaripenduduksetempat, 

dapatdilihatdenganadanyapartisipasipublikdalamperencanaan dan 

pengelolaandestinasiberkelanjutan. Aspirasi, kekhawatiran dan 

kepuasanmasyarakatsetempatdengankeberlanjutanpariwisata dan 

pengelolaandestinasidimonitorsecarateratur dan 

dilaporkansecaraterbukakepadapublik. 

Destinasimemilikisistemuntukmeningkatkanpemahamanmasyarak

atsetempatterhadappeluang dan 

tantanganpariwisataberkelanjutan dan 

untukmembangunkapasitasmasyarakat. 

c. Pelibatan dan umpan-balikdaripengunjungindikator dan 

buktipendukungdalampelibatan dan umpan-

balikdaripengunjungdapatdilihatdenganadanyasistemuntukmemon

itor dan melaporkanmengenaikepuasan, 

sepertiwawancaraatausurveidenganpengunjung (exit survey) 

ataupenangananterhadapkeluhan. Hasil yang 

diperolehdigunakanuntukmenyusunrencanaaksidalamrangkameni

ngkatkantingkatkepuasanpengunjung. 
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d. Promosi dan Informasi. indikator dan 

buktipendukungberupapromosidestinasi, produk dan 

layananpariwisatadilakukansecaraakurat, 

otentikbertanggungjawab dan 

menghormatimasyarakatlokalsertawisatawan. 

Ketiga, menyangkut. Mengelolatekanan dan 

perubahanTerdiridari 4 Kriteria, yaitu: 

a. Mengelolajumlah dan kegiatanpengunjung. indikator dan 

buktipendukungdalammengelolajumlah dan 

kegiatanpengunjungdapatdilihatdenganadanyasistempengelolaan

pengunjung yang ditinjausecarateratur. 

Tindakaninidiambiluntukmemonitor dan mengelolajumlah dan 

kegiatanpengunjung, dan 

untukmengurangiataumeningkatkanpengunjungsesuaikebutuhan 

pada waktu dan tempattertentu, 

destinasimengupayakanuntukmenyeimbangkankebutuhanekonom

i, masyarakat, warisanbudaya dan lingkungansetempat. 

b. Perencanaanperaturan dan pengendalianpembangunan. Indikator 

dan buktipendukungdalamperencanaanperaturandan 

pengendalianpembangunan, 

dapatdilihatdenganperluadanyapedoman, peraturan, 

kebijakanmengenaiperencanaan yang 

mencakuppenilaiandampaklingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, 

penggunaanlahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang 

disusunbersamadenganmasyarakatlokaldalamrangkamelindungisu

mberdayaalam dan budaya. Pedoman, peraturan, 

kebijakaninidikomunikasikansecaraterbuka dan 

penegakanhukumnyaditerapkan. 

c. AdaptasiPerubahanIklim. Indikator dan 

buktipendukungdalamadaptasiperubahaniklimdapatdilihatdengana

danyasistem, peraturan, kebijakan yang lebihbaik, dan program 

adaptasiperubahaniklim, penguranganrisiko dan 

peningkatankesadaranbagimasyarakat, dan usahapariwisata. 
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d. Pengelolaanrisiko dan krisis. indikator dan 

buktipendukungdalampengelolaanrisiko dan 

krisisdapatdilihatdenganadanyasistempengelolaantanggapgawatd

arurattermasukrencanaaksi yang 

disusundenganmempertimbangkanmasukandarisektorswasta, 

menjelaskansumberdayamanusia dan finansial, 

sertaprosedurkomunikasiselama dan 

setelahsituasikrisis/daruratberlangsung. 

 

 

3. DestinasiPariwisataBerkelanjutan 

Daerah TujuanPariwisataatau yang 

lazimdisebutDestinasiPariwisataadalahkawasangeografis yang 

beradadalamsatuataulebihwilayahadministratif yang 

didalamnyaterdapatdayatarikwisata, fasilitasumum, 

fasilitaspariwisata, aksesibilitas, sertamasyarakat yang 

salingterkait dan melengkapiterwujudnyakepariwisataan. 

Kriteriadestinasipariwisataberkelanjutandapatditerapkan 

di berbagaitipe/jenisdestinasi pada berbagailokasi, yaitu:  

a. Perkotaan; 

b. Pedesaan; 

c. Pegunungan; 

d. Pesisir; atau 

e. kombinasidarikeempatjenisini.  

Kriteriaditerapkan pada destinasiberskalabesar dan skalakecil. 

Untukskalabesardapatditerapkan pada destinasisebagaiberikut:  

a. Kota atauwilayah yang cukupbesar;  

b. Kabupaten;  

c. Resor;  

d. dsb.  

Dalamskalakecildapatditerapkan pada 

destinasisebagaiberikut:  
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a. Taman Nasional; 

b. Kelompok; 

c. DesaWisata;  

d. KomunitasLokal;  

e. dll. 

Kriteriadestinasipariwisataberkelanjutandapatditerapkantermasuk 

juga pada museum, festival, bangunanumum dan monumen, 

tidakhanyabisniskomersialseperti hotel atauatraksi yang berbayar.  

Penerapanstandardestinasipariwisataberkelanjutanberkai

tandengantempat (destinasi), dan 

berlakubagibukanbadan/perorangan, dan 

dapatditerapkanmelaluiorganisasimanajemendestinasi yang 

bertanggungjawabataskoordinasi yang 

pendekatannyaberhubungandenganpariwisataberkelanjutan. 

Keberadaanorganisasi (pengelola yang bertanggungjawab) 

merupakanpersyaratanutamadalampenerapanstandardestinasi

pariwisataberkelanjutan, sebagaimanadiaturdalamKriteria AI. 

Perludigarisbawahibahwakeberadaanorganisasi yang 

dimaksudtidakhanyamerupakansebuah badan otoritaslokalatau 

badan sektorpubliksaja, 

namundalampenerapanstandarinidibutuhkanketerlibatandaribe

rbagaipihakpemangkukepentinganyakniPemerintah, 

SektorPublik dan Swastauntukdapatmencapaitujuan. 

Kriteriadestinasipariwisataberkelanjutansecaragarisbesar

terbagimenjadiempatbagian, masing-

masingdenganduaatautiga sub-bagian, seperti yang 

ditunjukkandalamtabel di bawahini: 

TabelKriteriaDestinasi 

Bagian A. 
Pengelolaan Berkelanjutan 

Bagian C. 
Keberkelanjutan Budaya 

I. Struktur dan kerangka 
pengelolaan; 
II. Keterlibatan Pemangku 

I. Melindungi warisan budaya; 
dan  
II. Mengunjungi situs budaya. 
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Kepentingan; dan 
III. Mengelola tekanan dan 
perubahan. 

Bagian B. 
Keberkelanjutan Sosial dan 

Ekonomi 

Bagian D. 
Keberkelanjutan Lingkungan 

I. Memberikan manfaat ekonomi 
lokal; dan 
II. Kesejahteraan dan dampak 
social. 

I. Konservasi warisan alam; 
II. Pengelolaan sumberdaya; 
dan 
III. Pengelolaan limbah dan 
emisi. 

 
Keempatbagiankriteriadestinasipariwisataberkelanjutante

rsebutdiperjelasmelalui: 

a. Kriteria; yaituukuran yang menjadidasarpenilaianataupenetapan 

pada standardestinasipariwisataberkelanjutan. 

b. Sub kriteria;  merupakanbutirturunandarikriteria yang 

memberikan detail pengelompokandariindikator. 

c. Indikator, merupakansesuatu yang memperjelas dan 

dapatmemberikanpetunjukatauketerangandarikriteria. 

d. Buktipendukung, adalahsesuatu yang 

menyatakansuatukebenaranperistiwa, 

keterangannyataatautanda, baikberbentuk softcopy atau 

hardcopy yang tersedia dan dapatdibuktikan oleh di 

destinasipariwisata yang menerapkanpariwisataberkelanjutan. 

SeluruhKriteriatelahdipetakanmerujuk pada 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang 

dibentukPerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) 

sebagaikesepakatanpembangunan global, 

sehinggapenerapanKriteriadiharapkandapatselaras dan 

mendukungdestinasiuntukberkontribusidalam Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan 2030. 

Pariwisataberkelanjutanadalahpariwisata yang 

memperhitungkandampakekonomi, sosial dan 

lingkungansaatini dan masa depan, 

memenuhikebutuhanpengunjung, industri, lingkungan dan 
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masyarakatsetempatsertadapatdiaplikasikankesemuabentuka

ktifitaswisata di semuajenisdestinasiwisata, 

termasukwisatamasal dan 

berbagaijeniskegiatanwisatalainnya 

 

4. KewenaganPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di 

bidangPariwisata 

Pariwisata di daerahmerupakanpembangunan yang 

dilaksanakandenganmaksuduntukmempercepatpertumbuhanpere

konomiandaerah, membukalapangankerja, 

menampilkanpotensikekayaanalam dan budayadaerahkepada 

para pendatang, yang pada 

akhirnyameningkatkankesejahteraanmasyarakat yang ada di 

daerah dan desa, melaluipenjualanprodukwisata yang diproduksi 

oleh masyarakat.  

Pariwisataadalahberbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakanolehmasyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah.Sedangkanwisata ialah kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara.Pariwisata merupakan salah  satu kebutuhan dasar 

manusia. 

Dalamprakteknyapariwisatamempunyaikaitaneratdengan

waktusenggang dan rekreasi,yang mana pariwisatatermasuk 

salah 

satubagianaktifitasrekreasi.Rekreasidiartikansebagaisuatuaktifita

ssecarasadardilakukandalamwaktusenggang yang 

memberipengaruhbagikondisiataudayakreatifsertadilakukandeng
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ankeinginansendiritidakkarenapaksaandaripihak lain 

(Santoso,2002:1).  

Dari Batasan 

tersebutdapatdiketahuibahwaterdapatbeberapa factor 

yangterkandungdalamkepariwisataan, yaitu: 

a. perjalanandilakukanuntuksementarawaktu; 

b. perjalanandilakukandarisatutempatketempatlainnya; 

c. perjalanannyaharusdikaitkandenganpertamasyaanataurekreasi; 

d. orangyangmelakukanperjalanantersebuttidakmencarinafkahditemp

atyangdikunjungisemata-matahanyasebagaikonsumen. 

BeberapakonsepkepariwisataandalamUUNo 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataansebagaimanadiubahdengan UU No 11 Tahun 

2021 tentangCiptaKerjaantaral lain: 

 Kepariwisataanadalahkeseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha; 

 Bidangusahapariwisataadalahusaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata, meliputi:  

a. daya tarik wisata;    

b. kawasan pariwisata; 

c. jasa transportasi wisata; 

d. jasa perjalanan wisata; 

e. jasa makanan dan minuman; 

f. penyediaan akomodasi; 

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran; 

i. jasa informasi pariwisata; 

j. jasa konsultan pariwisata; 

k. jasa pramuwisata; 
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l. wisata tirta; dan 

m. SPA. 

- KewenanganPemerintahKabupaten di bidangPariwisata: 

a. Menurut UU UUNo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

1) menyusun dan menetapkan RIPP Kabupaten; 

2) menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten; 

3) menetapkan daya tarik wisata Kabupaten; 

4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan 

pendaftaran usaha pariwisata; 

5) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan 

kepariwisataan di wilayahnya; 

6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata 

dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 

7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; 

8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan 

dlm lingkup Kabupaten; 

9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yg berada 

di wilayahnya; 

10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; 

dan 

11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 

 

b. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentangPemerintahandaerah. 

1) DestinasiPariwisata, meliputi: 

a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; 

b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; 

c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; 

d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. 

2) PemasaranPariwisataadalahPemasaranpariwisata 

dalamdanluarnegeridayatarik, 

destinasidankawasanstrategispariwisatakabupaten. 

3) Pengembangan Ekonomi 

KreatifmelaluiPemanfaatandanPerlindunganHakKekayaanIntel
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ektualberupaPenyediaan prasarana (zona kreatif/ruang 

kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi 

dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten. 

4) PengembanganSumberDayaPariwisata dan 

EkonomiKreatifberupaPelaksanaan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat 

dasar. 

 

 
5. TinjauantentangKelompokSadarWisata (Pokdarwis) 

a. Pengertian 

Pokdarwis, adalahkelembagaan di tingkatmasyarakat 

yang anggotanyaterdiridari para pelakukepariwisataan yang 

memilikikepedulian dan 

tanggungjawabsertaberperansebagaipenggerakdalammendu

kungterciptanyaiklimkondusifbagitumbuh dan 

berkembangnyakepariwisataan dan 

memanfaatkannyabagikesejahteraanmasyarakatsekitar 

(DirekturJenderalPengembanganDestinasiPariwisataKementr

ianPariwisata dan EkonomiKreatif, 2012. hal: 16). 

DenganadanyaPokdarwis di 

setiapdaerahdiharapkanakandapatmeningkatkanpemahama

nmasyarakatmengenaikepariwisataan dan 

mengembangkanpotensipariwisata di daerahitu. Selainitu, 

masyarakat juga 

dapatberperansertadalampengembangandaerahwisatanya. 

SehinggabukanhanyaPokdarwis yang 

akanmendapatmanfaatnamun juga masyarakat di 

sekitardaerahitusendiri.  

b. Maksud dan Tujuan 

1) MaksudPembentukanPokdarwis 
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MaksuddaripembentukanPokdarwisyaitumengemban

gkankelompokmasyarakat yang dapatberperansebagai 

motivator, penggerak, 

sertakomunikatordalamupayameningkatkankesiapan dan 

kepedulianmasyarakat di 

sekitardestinasipariwisataataulokasidayatarikwisata agar 

dapatberperansebagaituanrumah yang 

baikbagiberkembangnyakepariwisataan, 

sertamemilikikesadaranakanpeluang dan nilaimanfaat 

yang 

dapatdikembangkandarikegiatanpariwisatauntukmeningk

atkankesejahteraanekonomimasyarakat (Ibid, hal:17).  

2) TujuanPembentukanPokdarwis 

TujuanPembentukanPokdarwisadalahsebagaiberikut:  

a) Meningkatkanposisi dan 

peranmasyarakatsebagaisubjekataupelakupentingdalampe

mbangunankepariwisataan, sertadapatbersinergi dan 

bermitradenganpemangkukepentinganterkaitdalammening

katkankualitasperkembagankepariwisataan di daerah; 

b) Membangun dan menumbuhkansikap dan 

dukunganpositifmasyarakatsebagaituanrumahmelaluiperw

ujudannilai-nilaiSaptaPesonabagitumbuh dan 

berkembangnyakepariwisatan di daerah dan 

manfaatnyabagipembangunandaerahmaupunkesejahteraa

nmasyarakat; dan 

c) Memperkenalkan, melestarikan dan 

memanfaatkanpotensidayatarikwisata yang ada di 

masing-masingdaerah (Ibid, hal:18).  

c. FungsiPokdarwis 

Secaraumum, 

fungsiPokdarwisdalamkegiatankepariwisataanadalah: 1) 

SebagaipenggerakSadarWisata dan SaptaPesona di 
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lingkunganwilayah di destinasiwisata2) 

Sebagaimitrapemerintah dan pemerintahdaerah 

(kabupaten/kota) dalamupayaperwujudan dan 

pengembanganSadarWisata di daerah.7  

d. KegiatanPokdarwis 

LingkupkegiatanPokdarwisadalahberbagaikegiatan 

yang dapatdiprogramkan dan 

dilaksanakanuntukmewujudkanfungsi dan 

tujuanpembentukanorganisasiPokdarwis. 

Lingkupkegiatantersebutmeliputiantara lain:  

1) mengembangkan dan 

melaksanakankegiatandalamrangkapeningkatanpengetahuan 

dan wawasan para 

anggotaPokdarwisdalambidangkepariwisataan;  

2) mengembangkan dan 

melaksanakankegiatandalamrangkapeningkatankemampuan 

dan keterampilan para 

anggotadalammengelolabidangusahapariwisata dan 

usahaterkaitlainnya; 

3) mengembangkan dan melaksanakankegiatanuntukmendorong 

dan memotivasimasyarakat agar menjadituanrumah yang 

baikdalammendukungkegiatankepariwisataan di daerahnya; 

4) mengembangkan dan melaksanakankegiatanuntukmendorong 

dan 

memotivasimasyarakatuntukmeningkatkankualitaslingkungan 

dan dayatarikpariwisatasetempatmelaluiupaya-

upayaperwujudanSaptaPesona; 

5) mengumpulkan, mengolah dan 

memberikanpelayananinformasikepariwisataankepadawisataw

an dan masyarakatsetempat dan 
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6) memberikanmasukan-

masukankepadaaparatpemerintahdalammengembangkankepa

riwisataan di daerahsetempat. 

Dari penjelasan-

penjelasantersebutdapatdisimpulkanbahwakegiatanPokdarwi

smeliputimengembangkan dan 

melaksanakankegiatangunameningkatkanpengetahuanserta

wawasankepariwisataan, meningkatkankemampuan dan 

juga keterampilandalammengelolasebuahusaha, mengelola 

dan 

memberikanpelayananinformasikepariwisataankepadawisata

wan dan masyarakat, dan juga memberikan saran 

ataumasukankepadapemerintahdaerahdalamrangkauntukpe

ngembanganpariwisata di daerahtersebut. 

e. PeranPokdarwis 

Pada 

hakekatnyakegiatanpembangunanpariwisatasamasepertipe

mbangunan di sektorlain. 

Diperlukanperandariseluruhpemangkukepentingan yang ada 

dan terkait. Salah satupemangkukepentingan yang 

memilikiperan dan fungsi yang pentingadalahmasyarakat. 

Masyarakat dengansumberdaya yang dimiliki, 

baikberupaadat, tradisi dan 

budayasertakapasitasnyaberperansebagaituanrumah (host), 

namun juga 

sekaligusmemilikikesempatansebagaipelakupengembangank

epariwisataansesuaikemampuan yang dimilikinya.  

Pokdarwismerupakankelompokswadayamasyarakat 

yang memilikikepeduliandalampengembanganpariwisata di 

daerahnya. Pokdarwismemilikiperan dan posisi yang 

pentingdalampengembanganpariwisatadiantaranya:  
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1) SebagaisubyekataupelakupembangunanSebagaisubyekataupel

akupembangunan, yaitumasyarakatmenjadipelakupenting 

yang harusterlibatsecaraaktifdalam proses perencanaan dan 

pengembangankepariwisataan, bersama-

samadenganpemangkukepentinganmemilikiperandenganterka

itlinknyabaikdaripemerintahmaupunswasta. 

Dalamhalinimasyarakatmemilikiperan dan 

tanggungjawabuntukbersama- 

samamendorongkeberhasilanpengembangankepariwisataan di 

wilayahnya.  

2) SebagaipenerimamanfaatSebagaipenerimamanfaatberartibah

wamasyarakatdiharapkandapatmemperolehnilaimanfaatekono

mi yang 

berartidaripengembangankegiatankepariwisataanuntukmening

katkankualitashidup dan kesejahteraansosialmasyarakat yang 

bersangkutan. 

SehinggadenganadanyaKelompokSadarWisatadiharapkankesej

ahteraanmasyarakatdapatmeningkatmelaluipeningkatanperek

onomianmereka.  

3) Sebagaipenggerakdalammenciptakanlingkungan dan suasana 

yang kondusif Salah 

satuaspekmendasardalamkeberhasilanmembangunkepariwisat

aanadalahdapatdiciptakannyalingkungan dan suasanakondusif 

yang mendorongtumbuh dan 

berkembangnyakegiatankepariwisataan di suatutempat. 

Masyarakat memilikiperan dan 

tanggungjawabsebagaituanrumah (host) yang 

baikbagitamuatauwisatawan yang 

berkunjunguntukmewujudkanlingkungan dan suasana yang 

kondusif. Denganterciptanyalingkungan dan suasana yang 

kondusifdiharapkanwisatawanakanmerasanyaman dan 

tidakbosanuntukberkunjungketempatpariwisatatersebut.  
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4) MewujudkanSaptaPesonadalammasyarakatSaptapesonaadalah

unsurpenting yang 

harusdiwujudkanbagiterwujudnyalingkungan yang kondusif 

dan ideal bagiberkembangnyakegiatankepariwisataan di 

suatutempatyang 

mendorongtumbuhnyaminatwisatawanuntukberkunjung. 

Unsursaptapesonameliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, 

ramah, dan kenangan. Sebagai salah 

satuunsurpentingdalammendukungpengembangandestinasipa

riwisatatentutidakdapatterwujudtanpaadanyalangkah dan 

juga upayauntukmerintis, menumbuhkan, mengembangkan 

dan melaksanakansecarakonsisten. 

SehinggaKelompokSadarWisatasebagai salah 

satupenggerakdalammasyarakatmemilikiperandalammewujud

kanSaptaPesonatersebut. 

TerciptanyaSaptaPesonatersebuttentuakanmemberidampakpo

sitifbagitempatwisatatersebutkarenadapatmenambahdayatarik

wisatawansehinggasecaratidaklangsungakandapatmeningkatj

umlahwisatawan yang datang 

(DirekturJenderalPengembanganDestinasiPariwisataKementria

nPariwisata dan EkonomiKreatif, 2012. hal:20). 

 

6. PengembanganKepariwisataanmeningkatkankesehatan 

 
Pengembangankepariwisataandapatdidefinisikansecarakhususse

bagaiupayapenyediaanataupeningkatanfasilitasdanpelayananunt

ukmemenuhikebutuhanwisatawan yangmencakupjuga dampak 

yangterkait, 

sepertipenyerapanataupenciptaantenagakerjaataupunperolehan

hal-halbaru yangtidak. MataPencaharian dan pergikekota-

kotabesarduniamelihatataupeningkatanpendapatan. 

Dalampengembangankepariwisataanbukansajaditentukanpadao

bjeknya, akantetapi 
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jugaharusmemperhatikanpadafasilitaspendukungnya.Untukme

muaskanwisatawanditiapobjekwisataharusmemilikiliunsur 

yangbergantungyaituatraksi(attraction),fasilitas(facilities),ataup

elayanan,Infrastruktur(infrastuctur),transpotasi(transportation),

akomodasi(accommodation).  

Unsur-unsurpengembangankepariwisataanantaralain:  

a. Atraksi; 

atraksiataudayatarikdapatmenyebabkanwisatawanmaupunpenge

lolaannya.  

b. Fasilitasdan bentukPelayanan; 

datang,yangkedatangannyamungkinadanyaakomodasi, dan lain-

lain memudahkanperjalanan 

yangsengajadibangun,kemudianorangtertarikjugauntukmelakuka

nkegiatanwisatayanglainnya.  

c. Transportasi; 

perkembangantransportasiberpengaruhatasaruswisatawandanpe

rkembanganakomodasi, 

fleksibilitasarahperjalanandalamobjekwisata.  

d. Akomodasi; 

akomodasiatautempatmenginapdapatdibedakanantarayang 

dibangununtukkeperluanumum(hotel,tempatpondokan,tempatbe

rkemah masaliburan)danyang 

diadakankhususperoranganuntukmenampungataumenginapkelu

argadanperkumpulanterbatas.Dalamperkembangannyamacam-

macamakomodasiberubahmenjadilebihfleksibelbaikdalampenyedi

aanfasilitasdanpelayananmakinberkembangkenyamanan dan 

jasapenjualanbarangmewah.Danbervariasisejalandenganaruswis

atawan.  

e. PelayananjasauntukInfrastruktur; 

Infrastrukturmenjadiandalanutamadalambidangkepariwisataan.I

nfrastrukturyang 

memadaidiperlukanuntukmendukungjasapelayandanfasilitaspen

dukungbagiobjekwisata.Dalampengembanganpariwisata.Pembag

unaninfrastruktursecaratidaklangsung 

jugamemberimanfaat(dapatdigunakan)bagipenduduksetempatdi

sampingmendukungpengembanganpariwisata. Hal 

inimenyangkuttidaksajapembangunaninfrastrukturtransportasi(j

alan,pelabuhan,jalankeretaapi)tetapijugapenyediaantransportasi

, berlangsungnyawisataaluranair minum, peneranganlistrik dan 

jugapembuangansaluran air limbah (Santoso, 2002:23-25). 

Pembangunan dan 
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pengembanganpariwisatamelaluidesawisatadapatdilakukanuntuk

beberapalingkupkegiatanpembangunanDesaWisatameliputi:  

1) industriDesaWisata; 

2) objekDesaWisata; 

3) pemasaranDesaWisata; dan  

4) kelembagaanDesaWisata.  

Pembangunan dan pengembanganindustriwisata pada 

desawisatadimaksudkanuntukmemperkayaprodukwisatasebagaib

agiandaridayatarikwisata. 

Pengembanganindustriwisatadilakukanmelaluipemberdayaanmas

yarakatdalamberkreasimengembangkanpotensimasyarakat dan 

potensidesadalambentuk; kerajinantangansebagaicinderamata, 

kuliner danlain industriwisata.  

Pengembanganobyekwisata pada 

desawisatadimaksudkanadalahpembangunan dan 

pembenahanterhadapdestinasiwisatamelaluipenyediaanparasara

na dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawanseperti; 

prasaanajalan, fasilitasumum, prasarana dan 

saranauntukatraksibudaya, termasukfasilitasibadah. 

PemasaranDesaWisataadalahkegiatanpromosi yang 

dilaksanakanuntukmemperkenalkankepadamasyarakatbaikwisata

wandomestikmaupunwisatawanmancanegaratentangkeberadaan

dariDesaWisatadengansegalapotensi, kondisi, dan 

atraksiwisatanya. Kelembagaandesawisatamerupakankomponen 

yang sangatmenentukandalampenyelenggaraandesawisata, 

karena stakeholders dan 

institusitersebutakanberperandalampenyelenggaraandesawisata.  

 

 

7. TinjauantentangDesaWisata 

 Pariwisataadalahsuatukegiatan yang secaralangsungmenyentuhdan 

melibatkanmasyarakatsehinggamembawaberbagaidampakterhadapma

syarakatsetempat, 
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bahkanpariwisatadikatakanmempunyaiefekbangkitanekonomi yang 

luarbiasa. Hal inimengingatpariwisatamerupakan salah 

satujenisindustripadatkarya yang 

mampumenyediakanbanyaklapangankerja, 

mendorongpeningkatanpenghasilan, standarhidup dan 

menstimulasisektor-sektorproduksilainnyasehinggaberdampak pada 

pembangunanekonomi. 

 Dari sudutekonomi, 

sedikitnyaterdapatdelapankeuntunganpengembanganpariwisatayaitupe

ningkatankesempatanusaha, kesempatankerja, 

peningkatanpenerimaanpajak, penerimaanpendapatan, 

percepatanpemerataanpendapatan, 

peningkatannilaitambahprodukkebudayaan, memperluas pasar produk, 

meningkatkandampak multiplier effect 

dalamperekonomianakibatpengeluaranwisatawan, investor 

maupunperdagangankeluar negeri. 

 Salah 

satustrategipembangunanekonomimelaluikepariwisataanadalahmelalui

pengembangandesawisata.Pengembangandesawisatatersebutadalahpe

ngembanganperekonomianmasyarakat yang 

diangkatmelaluikegiatanpariwisata, 

dimanapariwisatadikembangkanberdasarkanunsur-unsurkegiatan yang 

telahadasertacirikhasbudayasetempat. 

 Menurut Putra dan Pitana (2010) 

pengembangandesawisatabertujuanuntukmelibatkanmasyarakatdalam

pengembangankepariwisataansehinggamasyarakatdengankebudayaan

nyatidakhanyamenjadiobjekpariwisatanamunmasyarakatdesalah yang 

harussadar dan 

maumemperbaikidirinyadenganmenggunakankepariwisataansebagaiala

tbaikuntukpeningkatankesejahteraanmaupunpelestariannilai-

nilaibudayasertaadatsetempat. 

 Desawisatabiasanyaberupakawasanpedesaan yang 

memilikibeberapakarakteristikkhusus yang 
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layakuntukmenjadidaerahtujuanwisata. Di kawasanini, 

penduduknyamasihmemilikitradisi dan budaya yang 

relatifmasihasli.Selainitu, 

beberapafaktorpendukungsepertimakanankhas, sistempertanian dan 

sistemsosialturutmewarnaisebuahkawasandesawisata.Diluarfaktor-

faktortersebut, sumberdayaalam dan lingkunganalam yang masihasli 

dan terjagamerupakan salah 

satufaktorpentingdarisebuahkawasandesawisata. 

 Adanyakarakteraslikehidupansosialbudaya yang menyehari dan 

dinikmatiwisatawanmenjadipembedakonsepdesawisatadengankonsepwi

satadesa. Wisatadesa pada dasarnyahanyakunjungan yang 

dilakukankedaerahperdesaan, namunwisatawantidakmenginap di 

desatersebut. Masalah “menginap di desa” inilah yang 

dijadikanadanyaperbedaanantarawisatadesadengandesawisata. 

Menginap di desamenjadisuatuhal yang penting, karenasampaisaatini 

lama tinggal (length of stay) 

masihmenjadiacuanuntukmengukurkeberhasilansuatuobjekwisata. 

 Pengembangandesawisatasebagaistrategipembangunandesamempuny

aimanfaat yang sangatluasbaik di bidangekonomi, sosial, budaya, 

lingkungan dan lain-lain. Secaraekonomi, 

pembangunandesawisatamampumeningkatkanperekonomiannasional, 

regional, dan masyarakatlokal, di 

bidangsosialmampumembukalapangankerja dan 

lapanganberusahabagimasyarakat di desa. Selainitu di 

bidangpendidikan, keberadaandesawisatamampumemperluaswawasan 

dan caraberfikir orang-orang desa, mendidikcarahidupbersih dan 

sehatsertameningkatkanilmu dan teknologibidangkepariwisataan. 

 Dalamkehidupansosialbudaya, 

pembangunandesawisatamerupakanbentukusahapelestariankeunikank

ehidupansosialbudaya yang telahmengakar di 

perdesaan.Pembangunandesawisata juga 

merupakanbentukkesadaranindustri yang 

berorientasilingkungankarenadianggapmampumenggugahkesadaranma
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syarakatakanartipentingnyamemelihara dan 

melestarikanlingkunganbagikehidupanmanusiakini dan di masa datang. 

 Untukmendorongpembangunandesamelaluidesawisata, 

selainmenggalipotensilokaldesaberupakeunikankehidupansosialbudaya 

yang sudahberjalanalamisebagaisuatuatraksi, didalamnya juga 

harusterpenuhiaspekakomodasi dan fasilitasi yang terintegrasi, 

disajikandalamsuatustrukturkehidupanmasyarakat yang 

menyatudengan tata cara dan tradisi yang berlaku di desatersebut. 

 Adanyaakomodasi dan berbagaifasilitas di 

desawisataakanmemudahkan para 

pengunjungdesawisatadalammelakukankegiatanwisata. 

Untuksaranaakomodasi, 

desawisatadapatmenyediakansaranapenginapanberupapondok-

pondokwisata (home stay) yang 

menyatudengankeseharianhidupkeluarga di desasehingga para 

pengunjungdapatmerasakansuasanapedesaan yang masihasli. 

Adapunfasilitas-fasilitas yang seyogyanyaada di 

suatukawasandesawisataantara lain: saranatransportasi, 

telekomunikasi, dan Kesehatan. 

 Dalamperencanaandesawisatahalpertama yang 

perludiperhatikanadalahmelihatkondisi dan potensidesa, 

apakahmemilikikesesuaiandengankarakteristik-

karakteristiksebagaidesawisata.Dalamprosesnya, 

pembangunandesawisata juga perlumenggunakanpendekatan-

pendekatan yang berbasispartisipatif, keswadayaan, dan 

berkelanjutan. 

 Pendekatanpartisipatifmemungkinkanberbagaielemendalammasyarakat

terlibatseluas-

luasnyauntukturutsertadalamperencanaankegiatandesawisatatermasuk

menggalisumber-sumber dan pembiayaannya. 

Asaskeswadayaanmenempatkanmasyarakatsebagaiaktorutamadalamk

eberhasilanpembangunansekaliguspenerimamanfaatterbesardarikegiat

andesawisata. Hal inidiwujudkanmelaluiketerlibatandalamperencanaan, 
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pelaksanaan, pengawasan dan 

pemeliharaankegiatansertapemanfaatanhasil-hasildesawisata. 

 Pembangunan 

desawisatamerupakanbagiandaripembangunanpariwisatadaerah dan 

nasional yang menganutpendekatanberkelanjutan (sustainable). 

DalamPiagamPariwisataBerkelanjutandijelaskansebagaipembangunan 

yang dapatdidukungsecaraekologissekaliguslayaksecaraekonomi, juga 

adilsecaraetika dan sosialterhadapmasyarakat. 

 Pembangunan berkelanjutanadalahupayaterpadu dan 

terorganisasiuntukmengembangkankualitashidupdengancaramengatur

penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan 

pemeliharaansumberdayasecaraberkelanjutan.Dengandemikian, 

pembangunanberkelanjutantidaksajaterkaitdenganisu-isulingkungan, 

tetapi juga isudemokrasi, hakasasimanusia, dan isu lain yang 

lebihluas. 

 Pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutanjugamemperhatikanaspekkepemilikanlokal, 

penggunaansumberdayasecaraberkelanjutan, mewadahitujuan-

tujuanmasyarakat, perhatianterhadapdayadukung, monitor dan 

evaluasi, akuntabilitas, pelatihansertapromosi. 

 Berbagaipendekatandalampembangunandesawisatatersebutdapatdiwuj

udkanmelaluiadanya tata kelola yang baik (good governance) yang 

melibatkanpartisipasiaktif dan seimbangantarapemerintah, swasta, dan 

masyarakat. Sebagaibagiandaripembangunankawasanperdesaan yang 

merupakan domain pemerintah, 

makatugaspemerintahdaerahadalahmemastikanprinsip-prinsip tata 

kelola yang 

baikdalampembangunandesawisatadapatdiimplementasikan. 

 Untukmendukungpembangunandesawisata yang berkelanjutan dan 

berorientasi pada kesejahteraanmasyarakat, 

aspeksumberdayaakansangatmenentukan. Oleh 

karenaitupemerintahdaerahperlumempersiapkan dan 

melakukanpenguatankapasitaskelembagaandarimasyarakatdesa. 
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Upayainidapatditempuhmelaluimeningkatkankemampuanlembagakesw

adayaanmasyarakat dan 

kelompokmasyarakatdalampengelolaandesawisata. 

 Selainpembangunansumberdayamanusia, strategi non-fisik yang 

dapatditempuhpemerintahuntukmendorongpengembangandesawisataa

dalahmelaluipromosi, 

mendorongkemitraaandesadenganpihakketigasertakerjasamadenganun

iversitasdalamhalriset dan pendampingan. 

Kampung/DesaWisatamerupakanbentukintegrasiantaraatrak

si, akomodasi, dan fasilitaspendukung yang 

disajikandalamsuatustrukturkehidupanmasyarakat di mana 

terdapatsekelompokwisatawan yang 

dapattinggalatauberdekatandenganlingkungantradisionaltersebutunt

ukbelajarmengenaikehidupanmasyarakatnya. 

Berdasarkanketigabentukintegrasitersebut, desa/kampung 

wisatadibagimenjadi 3 elemendesa/kampung wisata, 

yaituelemendasar(primary elements), elemensekunder(secondary 

elements), dan elementambahan(additional elements) (Ph.D. Istoc, 

Elena Manuela. 2012. Urban Cultural Tourism And Sustainable 

Development Vol 1 No.1. International Journal For Responsible 

Tourism 1.1,hal: 41 dalam http://e-

journal.uajy.ac.id/10755/3/2TA13767.pdf). 

PenjabaranataselemenDesa/Kampung 

Wisatatersebutadalahsebagaiberikut: 

a. Primary Elements, elemen-elemendasarwisatabudayadibagimenjadi 2 

yaitu:  

1) Activity Places; 

Activity Places meliputifasilitasbudaya yang terdiridari: 

museum, gallery, ruangpertunjukan, ruang workshop; 

fasilitaswarisanbudaya (heritage) yang 

meliputiwarisanbudaya intangible dan tangible.  dan  
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2) Leisure Settings.  

Leisure Settings meliputitatananfisikberupa historical street 

pattern, bangunan yang memilikidayatariktertentu, 

monumen, dan taman/green area; fitur-fitursosial-budaya 

yang terdiridaritingkatlivabilitasdarikawasanterkait, bahasa, 

nilai-nilailokal, hubunganantarwarga.  

b. Secondary Elements, elemen-

elemensekunderdariwisatabudayameliputifasilitas-

fasilitaspendukungkehidupanwarga dan wisatawanseperti pasar, 

toko/kioslokal, jasapenyediafasilitasmakan, dan akomodasipenginapan.  

c. Additional Elements, elemen-

elementambahanmerupakanfasilitaspendukung yang bersifattersier 

pada kawasanbudaya yang terdiridarifasilitasaksesbilitas, 

saranatransportasi dan parkir, dan pusatinformasiuntukturis. 

Sementaraitumenurut OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) pada tahun 2005, kriteria yang 

pentingdalammerancangsebuahhubungan yang positifantaraturisme dan 

budayaadalahsebagaiberikut:  

a. Memilikiaktivitasbudaya yang permanen dan rutindilakukan.  

b. Melibatkanpenduduklokalsecaralangsung, dan 

sebagaitambahannyadapatmelibatkanwisatawan.  

c. Dapatmengasilkanproduk dan/ataujasa yang 

diperlukanuntukkeperluanwisatawan (Ibid, hal: 42) . 

 

 

 

B. Kajian terhadapAsasTerkaitdenganPenyusunan Norma 

 DalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) secarategasmenyatakanbahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum. 

Ketentuaninimerupakanpernyataandalampelaksanaankenegaraansertasega

laketentuan di negeri iniharusdiaturdenganhukum. 
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Berbagaibidangkehidupanmanusiadapatterusberkembangkarenaditunjangd

enganilmupengetahuan yang terusmengembangkanteori. 

Selanjutnyateoritersebutdikembangkandenganpraktekdalamkehidupannyat

a. Ilmupengetahuanmengenaiperundang-

undanganmerupakanpengantardalammempelajaribeberapahalpentingserta 

yang dirasakanperludalammemepersiapkan, membuat dan 

melaksanakanperaturanperundang-undangan. 

 Tentangberlakunyaperundang-undanganatauundang-undangdalamarti 

materiel, dikenaladanyabeberapaasas. Azas-azasitudimaksudkan, agar 

perundang-undanganmempunyaiakibat yang positif, apabilabenar-

benardijadikanpegangandalampenerapannya, 

walaupununtukhalitumasihdiperlukansuatupenelitian yang mendalam, 

untukmengungkapkankebenarannya. Beberapaazas yang 

lazimdikenaladalahsebagaiberikut: 

1. Azas pertama: undang-undang tidak berlaku surut 

2. Azas kedua: undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai 

akibat-akibat sebagai berikut: 

a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh 

peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah 

mungkin. 

b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin 

diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah 

mungkin. 

c. Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi 

peraturan atasan. Keadaansebaliknyaadalahmungkin dan 

kalauhalituterjadi, makaperaturanrendahanitumenjadibatal. 

d. Peraturan yang lebihrendahdapatmerupakanperaturanpelaksanaan 

dan peraturanatasansebaliknyaadalahtidak. 

3. Azas ketiga: menyatakanbahwaundang-undang yang 

bersifatkhususmenyampingkanundang-undang yang bersifatumum, 

jikapembuatannyasama. Maksudnyaadalah, 

bahwaterhadapperistiwakhususwajibdiperlakukanundang-undang yang 
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menyebutperistiwaitu, walaupununtukperistiwakhususitudapat pula 

diperlakukanundang-undang yang menyebutperistiwa yang 

lebihluasataulebihumum yang dapatmeneak-up peristiwatersebut. 

4. Azas keempat: undang-undang yang berlakuterdahulu. Artinyaadalah, 

bahwaundang-undang lain yang 

lebihdahuluberlakudimanadiatursuatuhaltertentu, 

tidakberlakulagijikaundang-undangbaru (yang berlakubelakangan) 

yang mengatur pula haltertentuakantetapimakna dan 

tujuannyaberlainanatauberlawanandenganundang-undang yang lama 

tersebut. 

5. Azas kelima: menyatakan, bahwaundang-

undangtidakdapatdiganggugugat. 

6. Azas keenam: undang-

undangsebagaisaranauntuksemaksimalmungkinmencapaikesejahteraa

nspritual dan material bagimasyarakatmaupunmencapaipribadi, 

dilakukanmelaluipembaharuan dan pelestarian. 

 I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en 

beginselen van behoorlijke regelgeving”, membagi asas-asas dalam 

pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke 

regelgeving) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-

asas yang formal meliputi: 

1. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijkedoelstelling); 

2. asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); 

3. asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); 

4. asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid); 

5. asas konsensus (hetbeginsel van consensus). 

 Asas- asas yang material meliputi: 

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; 

2. asas tentang dapat dikenali; 

3. asas perlakuan yang sama dalam hukum; 

4. asas kepastian hukum; 

5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. 
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 Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: 

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku 

sebagai “bintang pemandu”; 

2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-

undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan 

hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang 

menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan. 

3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang 

menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas 

berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan 

berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang 

sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

pemerintahan. 

 Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu 

meliputi juga: 

1. asas tujuan yang jelas; 

2. asas perlunyapengaturan; 

3. asas organ/lembaga dan materimuatan yang tepat; 

4. asas dapatnyadilaksanakan; 

5. asas dapatnya dikenali; 

6. asas perlakuan yang sama dalam hukum; 

7. asas kepastian hukum; 

8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. 

 Agar supayapembentukanundang-undangtidaksewenang-

wenangmaknadiperlukansyarat-syaratsebagaiberikut: 

1. Keterbukaanyaknibahwasidang-sidangpembentukanundang-

undangsertasikaptindakanpihakeksekutifdalampenyusunanperundang-

undangandiumumkan, agar adatanggapandariwargamasyarakat yang 

berminat. 

2. Memberikanhakkepadawargamasyarakatuntukmengajukanusultertulisk

epadapenguasa, dengancara-carasebagaiberikut. 
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a. Penguasamengundangmereka yang 

berminatuntukmenghadirisuatupembicaraanpenting yang 

menyangkutsuatuperaturandibidangkehidupantertentu. 

b. Suatudepartemenmengandungorganisasi-

organisasitertentuuntukmemberikanusul-

usultentangrancanganundang-undangtertentu pula. 

c. Acara dengarpendapat di Dewan Perwakilan Rakyat. 

d. Pembentukankomisi-komisipenasehat yang terdiridaritokoh-tokoh 

dan ahli-ahliterkemuka (SoerjonoSoekanto, 1987: 8). 

 Secaralogistidakmungkinperaturan-peraturanakandapatmencakup dan 

memperhitungkansemuaperkembangan yang 

terjadidalammasyarakatuntukmengurangikelemahan-kelemahantersebut, 

makadapatlahditempuhcara-carasebagaimanadikemukakan di atas. 

Namundemikianharustetapdiakuibahwapengaruhpribadipastiakanada pada 

pembentukanundang-undang (SoerjonoSoekanto, 1987: 8). 

Erathubungannyadenganazas-azasperundang-undanganadalah tata 

urutanperaturanperundang-undangan, sebagaimanadiaturUndang-

UndangNomor 12Tahun 2011tentangPembentukanPerundang-

Undangansebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-

UndangNomor 13Tahun 2022tentangPerubahanKeduaAtasUndang-

UndangNomor 12Tahun 2011tentangPembentukanPerundang-Undangan. 

Sedangkan tata urutanperaturanperundang-

undanganmerupakanpedomandalampembuatanaturanhukum di bawahnya. 

Tata urutanperundang-undanganberdasarkan UU No 12Tahun 

2011adalahsebagaiberikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan MPR; 

3. Undang-undang/PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang 

(PERPU);  

4. PeraturanPemerintah; 

5. PeraturanPresiden; dan 

6. Peraturan Daerah. 
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C. KajianTerhadapPenyelenggaraanDesaWisatadan Permasalahan 

yang Dihadapi Masyarakat di Daerah 

1. Gambaran Kondisi Geografis, Administratif, dan KondisiFisik 

Kabupaten Rembang 

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten 

yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Tengah paling 

Timur, terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Merupakan daerah 

penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Timurmelaluijalurutara. 

Salah satusimpulstrategisjalurpantaiutaraPulauJawa. 

Luas wilayahKabupatenRembangadalah 1.014,08 Km² atau 

101.408 Ha., secaraadministratifpemerintahanterbagikedalam 14 

Kecamatan, 7 Kelurahan, 287 Desa. Secaraastronomisterletak 

pada posisi 111º00’ - 111º30’ Bujur Timur dan 6º30’ - 7º6’ 

Lintang Selatan denganbatas-bataswilayahsebagaiberikut : 

- Sebelah Utara : LautJawa; 

- Sebelah Barat : KabupatenPati; 

- Sebelah Selatan :.KabupatenBlora; 

- Sebelah Timur : KabupatenTuban (ProvinsiJawa Timur). 

Kondisitopografiwilayahcukupbervariasi, yaitudaerahpantai, 

dataranrendah, datarantinggi, dan daerahpegunungan, 

denganketinggian 40 - 3.031 meter dariataspermukaan air laut.  

Potensipertanian di KabupatenRembangterletak di 

wilayahtengah dan selatanyaituKecamatanSulang, 

KecamatanSumber, KecamatanBulu, KecamatanPamotan, 

KecamatanPancur, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan. 

StrukturtanahkawasanKabupatenRembangadalahsebagaibe

rikut: 

a. Alluvial   

b. Regosol  

c. Grumusol  
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d. Mediteranmerahkuning  

 

Tanah Alluvial meliputi 10% dariluaswilayahRembang. 

Memilikiberanekasifatdenganwarnakelabu, coklathitam, 

mempunyaiproduktivitas yang sangatrendahsampaitinggi, 

berasaldarisedimentasisungai di dataranutaratengah dan sedikit 

di wilayahpantaisebelahtimur. 

Tanah 

Regosolmerupakantanahnetralsampaiasamdenganwarnaputih, 

coklatkekuningan, coklat, kelabu, meliputi 5% 

dariluaswilayahRembang yang terdapat di 

sebagianbesarpantaiutara. 

Jenistanahiniberasaldarisedimentasipasitpantai, 

digunakanterutamauntukpertanian dan perkebunan. 

Tanah Grumusol terdapatdibagianselatan dan 

biasanyadigunakanuntuktanahpertanian dan perkebunan. Tanah 

grumusol agaknetralberwarnakelabusampaihitam, 

produktivitasnyadari rending sampaisedang. 

Jenistanahinimendudukiluaskeduasekitar 32% 

dariluaswilayahKabupatenRembang. 

Tanah Mediteran Merah Kuningmerupakantanah yang 

agaknetral, 

berwarnamerahsampaicoklatdenganproduktivitassedangsampaiti

nggi, meliputikuranglebih 45 % 

dariseluruhwilayahKabupatenRembang. 

Jenistanahiniterletakdibagiantimurdaripantaisampaimasukkeselat

an dan biasanyadigunakanuntuktanahsawah, tegalan, 

kebunbuah dan padangrumput. 

KabupatenRembangtermasukdalamduawilayahsungaiyaitus

ungaibengawan solo dan JatrunSeluna. Wilayah sungaibengawan 

solo hanyamencakupsebagiankecilwilayah di 
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KabupatenRembangdisekitarKecamatan Sale. 

Sebagianbesarwilayah di 

KabupatenRembangtermasukdalamwilayahsungaiJatrunSeluna.te

rdapatbeberapasungaibesar di WS JatrunSeluna, meliputi : 

Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, kening, Telas, 

Kalipang, Sudo dan sungaiPatiyan. Kondisi debit sungai di 

KabupatenRembanghampirsemuanyamengering di 

saatmusimkemarau dan terjadibanjirapabilamusimpenghujan. 

Hal tersbutdisebabkanpendayagunaansumberdaya air 

permukaanbelumdilakukansecaraterpadudarihulukehilir.Penanga

nansungaiterbentur pada 

belumjelasnyapembagiankewenanganantaraPemerintah Pusat, 

Propinsi dan Daerah. 

Wilayah KabupatenRembang juga memiliki air bawahtanah. 

Air bawahtanah di KabupatenRembangberada di lokasiAkuifer, 

dimanaakuiferadalahformasigeologiataugrupformasi yang 

mengandung air dan secarasignifikanmampumengalirkan air 

melaluikondisialaminya. Akuifer yang ada di 

KabupatenRembangmeliputiakuiferdangkal, 

akuiferproduktivitastinggi, akuiferproduktivitassedang, 

akuiferproduktivitaskecil, akuiferproduktivitassetempat dan 

daerah air tanahlangka. Kedalaman air tanah di 

KabupatenRembangsebagianbesarberada pada lebihdari 90 cm. 

SedangkanuntukkecamatanSluke, KecamatanLasem, dan 

KecamatanKragancukupbervariasiyaituberada pada 30 – 60 cm 

dan 60 – 90 cm. Potensisumber air tanah di 

KabupatenRembangbiladiusahakandapatbermanfaatuntuksumber 

air minummaupunpengairan. Di KabupatenRembang, 

terdapatbanyaksumber-sumbermata air  
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Penggunaanlahan di 

wilayahKabupatenRembangadalahsebagaiberikut: 

a. Persawahan : 29.020 Ha (28,62%) 

b. BukanSawah : 53.156 Ha (52,42%) 

c. BukanLahanPertanian : 19.232 Ha (18,96%) 

Jumlah : 101.408 Ha (100%) 

PendudukKabupatenRembangberdasarkanproyeksipendudu

ktahun 2019 sebanyak 638,19 ribujiwa yang terdiriatas 317,9 

ribujiwapenduduklaki-laki dan 320,3 

ribujiwapendudukperempuan. 

Dibandingkandenganproyeksipenduduktahunsebelumnya, 

pendudukRembangmengalamipertumbuhansebesar 0,85 persen. 

Pertumbuhanpendudukterbesarada di 

KecamatanRembangdiikutiKecamatan Sarang masing-

masingsebesar 1,1 persen dan 1,06 persen. 

Kepadatanpenduduk di KabupatenRembangtahun 

2020mencapai 629 jiwa/km2. KepadatanPenduduk di 14 

kecamatancukupbervariasidengankepadatanpenduduktertinggibe

rada di KecamatanRembang, dengankepadatansebesar 1.575 

jiwa/km2 dan terendah di KecamatanBulusebesar 263 jiwa/ 

km2(Sumber: Kab. RembangDalamAngka 2021). 

 

2. Pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten 

Rembang 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56Tahun 2015 

tentangKode dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan, Daerah 

Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah secara administrasi terdiri 

dari 22 (duapuluhdua) Kecamatan, 6 Kelurahan dan 261 Desa. 

Selengkapnya pembagian wilayah tersebut dapat disajikan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel: Wilayah AdministrasiPemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2022. 

 

No 
Kecamatan IbukotaKec. 

Jumlah 

Desa Kelurahan RukunTetangga RW/Dusun 

1 Sumber Sumber 18 – 247 73 

2 Bulu Bulu 18 – 177 48 

3 Gunem Gunem 16 – 170 33 

4 Sale Sale 15 – 225 62 

5 Sarang Kalipang 23 – 253 63 

6 Sedan Sedan 21 – 241 75 

7 Pamotan Pamotan 23 – 252 75 

8 Sulang Sulang 21 – 267 76 

9 Kaliori Tambakagung 23 – 264 70 

10 Rembang Leteh 27 7 468 119 

11 Pancur Pancur 23 – 165 51 

12 Kragan Balongmulyo 27 – 280 86 

13 Sluke Sluke 14 – 155 43 

15 Lasem Soditan 20 – 226 85 

 
 

Jumlah 294 7 3.390 959 

Sumber: 

PemerintahKabRembangdalamhttps://rembangkab.go.id/wil

ayah-administratif/. 

 

3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dan 

KaitannyadenganPemberdayaanDesaWisata di 

KabupatenRembang. 

VisiKabupatenRembangTahun 2022-2026 adalah 

“TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”. 

Penjabaranvisitersebutsebagaiberikut : 

RembangGemilangmenggambarkansuatusemangatmewujudka

nmasyarakatKabupatenRembang yang 
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sejahteradarisegiekonomi, melaluipembangunanpertanian dan 

industri, serta rasa aman dan 

tentramdalamkehidupanbermasyarakatdenganproteksijaminanso

sial yang baik dan mendapatkanpelayananbirokrasi yang prima, 

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan 

berkembangnyakehidupandemokrasi dan salingtenggang rasa 

yang ditopangdenganpemberdayaanmasyarakatdesa yang 

lebihmandiri. 

GEMILANGdapatdimaknaisebagaiGEMati, gampIL dan 

gamblANG. 

GematiadalahterwujudnyaRembang yang ngopeni dan 

ngayomiwarganyauntukmencapaiterwujudnyamasyarakat yang 

sehat, terdidik, 

memilikikemampuanekonomimemadaisehinggadapatmengemban

gkankehidupansosial dan spiritualnya. 

Gampiladalahpembangunankapasitassumberdayamanusia dan 

penanganansecara optimal potensisumberdayaalam yang 

menempatkanprinsipgampilataumudahdiaksesmasyarakat. 

Gamblangadalahterwujudnyatatananbirokrasi yang 

mampumendukungpeningkatanpelayanan dan kehidupansosial 

yang didasariatasprinsip yang transparan, terukur dan 

akuntabel. 

Visitersebutdijabarkandalambeberapamisi. 

Misiadalahrumusanumummengenaiupaya-upaya yang 

akandilaksanakanuntukmewujudkanvisi. 

Denganmemperhatikanfaktor-faktorlingkunganstrategis internal 

dan eksternal. Rumusanmisi yang ditetapkansebagaiberikut: 

a. Mengembangkanprofesionalisasi, modernisasiorganisasi dan 

tata kerjabirokrasi. 

PemerintahKabupatenRembangmeningkatkansumberdayaapa
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ratur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart 

government yang terintegrasiuntukmewujudkan tata kelola 

dan tata pamongpemerintahandaerah yang ekfektif, efisien, 

komunikatif, dan 

terusmelakukanpeningkatankinerjabirokrasimelaluiinovasi 

dan adopsiteknologi yang terpadu; 

b. Mengembangkansumberdayamanusia yang 

semakinberkualitas dan terproteksidalamjaminansosial. 

PemerintahKabupatenRembangberkomitmenmemberikankem

udahansertamenjaminterselenggaranyapelayananpendidikan 

dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. 

c. Membanguninfrastruktur dan 

ketahananekonomiuntukpertumbuhanberkualitas dan 

berkeadilan. 

PemerintahKabupatenRembangberkomintenuntukmeningkatk

anpembangunaninfrastruktursecarasinergis dan 

terintegrasidenganmengutamakanpemenuhankebutuhandasa

rsesuaidayadukunglingkungansertaberwawasanlingkungan. 

Selainitu, mendorongkesejahteraanmasyarakat yang merata 

dan berkeadilanmelaluipertumbuhanekonomi yang berbasis 

pada sektorunggulandaerah, seperti, pertanian, perikanan, 

perdagangan dan pariwisata. 

d. MengembangkanKemandirianDesaberbasisPotensiLokal. 

PemerintahKabupatenRembangberkomitmenuntukmewujudka

npeningkatandesamaju dan 

mandiridiantaranyamelaluipengelolaankeuangandesa dan 

peningkatanpendapatandesa 

SebagaiunsurpembantuBupatidalammenyelenggarakanurusan

pemerintahan yang menjadikewenangandaerah dan 

tugaspembantuan, tugas dan fungsiDinasKebudayaan dan 
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Pariwisataberkaitanerat MisiKetiga “Membanguninfrastruktur 

dan ketahananekonomiuntukpertumbuhanberkualitas dan 

berkeadilan” dengan : 

1) Tujuannyameningkatkanpertumbuhansektorunggulan dan 

investasiterhadapekonomidaerah; 

2) Indikatortujuannyapersentasepertumbuhan PDRB 

pendukungpariwisata (PDRB sektorpenyediaanakomodasi 

dan makanminum); 

3) Sasarannyameningkatnyapariwisata dan ekonomikreatif; 

4) Indikatorsasarannyanilaisektorpariwisata dan 

ekonomikreatif. 

 

4. Gambaran dan Permasalahan yang dihadapi dalam 

PemberdayaanDesaWisata 

a. KebijakanPemerintahKabupatenRembangdalamPengembang

an dan PemberdayaanDesaWisata 

 Pembangunan sektorpariwisatamerupakan salah 

satuupayadalammeningkatkanekonomimasyarakatbaik di 

tingkatlokalmaupun global. Pengelolaandesawisata yang 

berbasispotensilokalmemerlukankepedulian dan 

partisipasimasyarakatuntuksenantiasaberinovasi dan 

kreatifdalammengembanganwilayahdesa yang 

dijadikansebagaidesawisata. Denganadanyadukunganregulasi yang 

ada, peluangpengembangandesawisata dan 

pemberdayaanmasyarakatberbasispotensilokalsebagai media 

akandigalakkandalamrangkameningkatkannilaitambah dan 

kesejahteraanmasyarakat. 

 Bentuk-

bentukpemberdayaanmasyarakatmelibatkanpartisipasimasyarakatm

ulaidariperencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapunkendala-

kendaladalampemberdayaanmasyarakatberkaitandenganusahamem

pertahankanbudaya dan adatistiadatdariarusmodernisasi, 
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sikapmasyarakat, terbatasnyasumberdayamanusia dan 

ketersediaanakomodasiwisatasertakurangnyakegiatanpromosi.Pemb

erdayaanmasyarakatmelaluipengembangandesawisatamemberikani

mplikasiterhadapketahanansosialbudayawilayahberupapenguatan 

dan beberapaperubahan pada tata nilaisosial, budaya dan 

lingkungan. 

 KebijakanpemerintahKabupatenRembangtentangdesawisata juga 

tertuang pada Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor2Tahun 

2019tentangRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangTahun 2019-2025. 

DijelaskanvisiRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangadalahterwujudnyaKabRembangS

ebagai Daerah TujuanWisataYgBerdayaSaing dan 

BerwawasanBudayaJawa Tengah. 

AdapunMisipembangunankepariwisataan Daerah meliputi; 

1) MewujudkanKabupatenRembangsebagaidaerahtujuanwisatakuali

tasunggulan; 

2) Mengembangkankualitasdayatarikwisatasehinggamemilikinilaijua

ldenganmutupengelolaan yang semakinprofesional; 

3) Mewujudkanmasyarakatwisata yang 

berbudipekertiluhurmelaluipembinaan, pengembanganbudaya 

dan pemanfaatansenibudayabaiktradisionalmaupunkontemporer; 

4) ewujudkankemitraanpengelolaanpariwisata yang 

mendorongberkembangnyaindustripariwisata yang berdayasaing 

dan bertanggungjawabterhadaplingkunganalam dan 

kehidupanmasyarakat; 

5) Mendorongperkembanganekonomikreatifberbasis media, desain 

dan ilmupengetahuan dan 

teknologisertaekonomikreatifberbasisseni dan budaya; dan 

6) Menciptakansistempemerintahan yang baik dan ramahinvestasi 

(Ps 5 - 6 Perda Kab Rembang No 12Tahun2019). 
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SelanjutnyatujuandanSasaranPembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangadalahsebagaiberikut: 

Tujuan: 

1) Terwujudnyaobjekdayatarikwisata yang memilikinilaijual dan 

dapatmeningkatkanjumlahkunjunganwisata; 

2) Meningkatnya PAD pada umumnya dan 

pendapatanmasyarakatsekitarobjekdayatarikwisata pada 

khususnya; 

3) Mengembangkankepariwisataan yang berbasisbudaya dan 

kemasyarakatan, 

dengantetapmemperhatikankelestarianlingkungansertamemperl

uaslapangankerja dan 

kesempatanberusahadalamrangkameningkatkankesejahteraanm

asyarakat; 

4) Terwujudnyakualitassumberdayamanusiapariwisata yang handal 

dan profesional; 

5) Terwujudnyakerjasamadenganpemangkukepentinganuntukpenin

gkatanpengelolaanobjekdayatarikwisata dan budaya; dan 

6) Berkembangnyaseni dan budayabaiklokalmaupunkontemporer. 

Sasarannyaadalah:  

1) menetapkanskalaprioritaspembangunanpariwisatadaerah; 

2) menetapkanindikasi program pembangunanpariwisatadaerah; 

3) memberikanarahan&strategipembangunanpariwisatadaerah; 

dan  

4) memantapkanpembangunanpariwisatadaerahberdasarkan 4 

pilarpariwisatayaitu: destinasi, industry, pemasaran, dan 

kelembagaanpariwisata (Ps 7 - 8PerdaKabRembangNo 

12Tahun2019). 

 

ArahKebijakanPemberdayaan Masyarakat 

MelaluKepariwisataanKabupatenRembang: 

1) pengembanganpotensi, kapasitas dan 

partisipasimasyarakatmelalui Pembangunan Kepariwisataan;  
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2) optimalisasipengarusutamaan gender melalui Pembangunan  

Kepariwisataan;  

3) peningkatanpotensi dan 

kapasitassumberdayalokalmelaluipengembanganusahaproduktif 

di bidangpariwisata;  

4) penyusunanregulasi dan 

pemberianinsentifuntukmendorongperkembanganindustrikecil 

dan menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM yang 

dikembangkanmasyarakatlokalsesuaidenganket PUU;  

5) penguatankemitraanrantainilaiantarusaha di 

bidangKepariwisataan; 

6) perluasanakses pasar terhadapprodukindustrikecil dan 

menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM yang 

dikembangkanmasyarakatlokal;  

7) peningkatanakses dan 

dukunganpermodalandalamupayamengembangkanprodukindus

trikecil dan menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM 

ygdikembangkanmasyarakatlokal; 

8) peningkatankesadaran dan 

peranmasyarakatsertapemangkukepentinganterkaitdalammewu

judkan “saptapesona” 

untukmenciptakaniklimkondusifKepariwisataan; dan 

9) peningkatanmotivasi dan 

kemampuanmasyarakatdalammengenali dan mencintaibangsa 

dan tanah air melaluiperjalananwisatanusantara(Ps 

34PerdaKabRembangNo 12Tahun2019). 

 

Arah, tujuan, dan sasaranPemberdayaan Masyarakat 

MelaluKepariwisataanKabupatenRembangdiwujudkanmelaluiStrategi

Pemberdayaan Masyarakat MelaluKepariwisataansebagaiberikut: 

No Arah 
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 peningkatanpotensi dan 

kapasitassumberdayalokalmelaluipengembanganusahaproduktif di 

bidangpariwisata 

1. peningkatanpengembanganpotensisumberdayaDerahsebagaiDaya Tarik 

WisataberbasiskelokalandalamkerangkaPemberdayaan Masyarakat 

melaluipariwisata;

2. pengembanganpotensisumberdaya Daerah

3. peningkatankualitasprodukindustrikecil dan 

menengahsebagaikomponenpendukungprodukwisata di DestinasiPariwisata 

Daerah; dan

4. peningkatankemampuanberusahapelaku Usaha Pariwisataskala UMKM 

ygdikembangkanmasyarakat.

 perluasanakses pasar terhadapprodukindustrikecil dan menengah 

dan Usaha Pariwisataskala UMKM yang 

dikembangkanmasyarakatlokal 

1. Pemberianinsentif dan kemudahanbagipengembanganindustrikecil dan 

menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM sesuai dg ket PUU; 

2. perlindunganterhadap

Pariwisataskala UMKM di sekitarDestinasiPariwisata Daerah.

 perluasanakses pasar terhadapprodukindustrikecil dan menengah 

dan Usaha Pariwisataskala UMKM yang 

dikembangkanmasyarakatlokal 

1. penguatanakses dan 

Pariwisataskala UMKM dg sumberpotensi pasar dan informasi global; dan

2. peningkatantanggungjawabsosial dan 

lingkunganperusahaandalamupayamemperluasakses pasar 

terhadapprodukindustrikecil dan menengah dan Usaha Par

UMKM 

 peningkatanakses dan 

dukunganpermodalandalamupayamengembangkanprodukindustrik

ecil dan menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM 

ygdikembangkanmasyarakatlokal 

1. pemberianinsentif dan kemudahanterhadapaksespermodalanbagi Usaha 

Pariwisataskala UMKM dlmpengembanganusahasesuai dg ket PUU; dan

2. pemberianbantuanpermodalanuntukmendukungperkembanganindustrikecil 

dan menengah dan Usaha Pariwisataskala UMKM di 

sekitarDestinasiPariwisataDaerah..

 

 

 

Terkaitdenganpengembangandesawisatasecaraberkelanjutkandilakukan

asistensi, monitoring, 

evaluasidengantujuandesawisatadapatterusbertambah dan 

berhasilsesuaidengantujuan dan targetnya. 

 KepedulianPemerintahkabupatenRembang juga 

dialokasikanpenganggarandalampengelolaan dan 

pengembanganDesaWisata di KabupatenRembang. 
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b. Perangkat Daerah yang 

TerkaitdalamPemberdayaanDesaWisatabesertauraiantugasfu

ngsinya 

BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten 

RembangNomor5 Tahun 2016Pembentukan dan 

SusunanPerangkat 

DaerahKabupatenRembangnsebagaimanatelahdiubahbeberap

a kali terakhirdenganPeraturanDaerah Kabupaten 

RembangNomor6Tahun 

2021tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan 

DaerahNomor5Tahun 2016tentangPembentukandan 

SusunanPerangkat DaerahKabupatenRembang, 

terdapatbeberapaperangkatdaerah yang 

terkaitdalampemberdayaanDesaWisata. Perangkat Daerah 

dimaksudmeliputi: 

1) DinasKebudayaan dan Pariwisata. 

DinasKebudayaan dan 

PariwisataKabupatenRembangmemilikitipelogi 

B.BerdasarkanPeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 

2021 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan 

Fungsiserta Tata KerjaDinasKebudayaan dan 

PariwisataKabupatenRembang, DinasKebudayaan dan 

PariwisatainibertugasmembantuBupatidalammenyelenggar

akanurusanpemerintahanbidangkebudayaan dan 

bidangpariwisatayang menjadikewenangandaerah dan 

tugaspembantuan yang 

ditugaskankepadadaerah.Dalammelaksanakantugastersebu

t, DinasKebudayaan dan 

Pariwisatamenyelenggarakanfungsi: 

a) perumusankebijakanteknis di bidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 
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b) pelaksanaankoordinasikebijakandibidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 

c) pelaksanaankebijakan di bidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 

d) pelaksanaanevaluasi dan pelaporan di bidangKebudayaan 

dan bidangPariwisata; 

e) pelaksanaanfungsikesekretariatandinas; 

f) pengendalianpenyelenggaraantugas UPTD; dan 

g) pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh bupati (Pasal 4 

& 5 PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021). 

SusunanorganisasiDinasKebudayaan dan 

Pariwisataterdiridari:  

a) KepalaDinasDinasKebudayaan dan Pariwisata;  

b) Sekretariat, terdiridari:  1) Subbagian Program dan 

Keuangan; dan2) SubbagianUmum dan Kepegawaian;  

c) BidangKebudayan;  

d) BidangPemasaranPariwisata;  

e) BidangDestinasiPariwisata;  

f) UPTD; dan 

g) KelompokJabatanFungsional (Pasal 3 ayat (1) 

PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021)).  

BerdasarkanSusunanorganisasiDinasKebudayaan 

dan Pariwisata di atas, bidang yang 

berkaitaneratdenganpemberdayaanDesawisataadalahBidan

gDestinasiWisata. 

BidangDestinasiPariwisatamempunyaitugasmelaksanakanp

erumusankonsep dan pelaksanaankebijakan, 

pengoordinasian, pemantauan, 

evaluasisertapelaporanbidangDestinasiPariwisata yang 

terdiridaripengembangandestinasipariwisatasertapemberda

yaan dan pembinaanpariwisata. 
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Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddi 

atas, BidangDestinasiPariwisata, menyelenggarakanfungsi: 

a) penyiapanbahanperumusankebijakanteknis, pembinaan dan 

pelaksanaankegiatanbidangpengembangandestinasipariwis

atasertapemberdayaandan pembinaanpariwisata; 

b) pengelolaan dan 

penyelenggaraankegiatanbidangpengembangandestinasipar

iwisatasertapemberdayaan dan 

pembinaanpariwisatauntukmendukungkelancaranpelaksana

antugas dan fungsidinas; 

c) pengoordinasian dan 

pengendalianpelaksanaankegiatanbidangpengembangandes

tinasipariwisatasertapemberdayaan dan 

pembinaanpariwisata; 

d) pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 

21 PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021). 

BidangDestinasiPariwisatadibagidalamkelompokfungsiyaitu:a)

KelompokFungsiPengembanganDestinasiPariwisata; 

danb)KelompokFungsiPemberdayaan dan 

PembinaanPariwisata.Kelompokfungsisebagaimanadimaksuddi

koordinir oleh Sub Koordinatorsesuaidenganlingkuptugasnya 

dan bertanggungjawabkepadaKepalaBidang (Pasal 22 

PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021). 

Sub 

KoordinatorPengembanganDestinasiPariwisatamempunyaituga

smelaksanakanpenyiapanbahanperumusan, pengoordinasian, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasisertapelaporanmeliputi: 

a) penetapandayatarikwisata; 

b) perencanaan dan pengembangandayatarikwisata; 

c) penetapankawasanstrategispariwisata; 

d) perencanaan dan pengembangankawasanstrategispariwisata; 
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e) pengadaan dan pemeliharaansarana dan 

prasaranadalampengelolaankawasanstrategispariwisata; 

f) penetapandestinasipariwisata; 

g) perencanaan dan pengembangandestinasipariwisata; 

h) pengadaan dan pemeliharaansarana dan 

prasaranadalampengelolaandestinasipariwisata; dan 

i) pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 23 

PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021). 

SedangkanSub KoordinatorPemberdayaan dan 

PembinaanPariwisatamempunyaitugasmelaksanakanpenyiapa

nbahanperumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasisertapelaporanmeliputi: 

a) monitoring dan evaluasipengelolaandayatarikwisata; 

b) monitoring dan 

evaluasipengelolaankawasanstrategispariwisata; 

c) pemberdayaanmasyarakatdalampengelolaankawasanstrategisp

ariwisata; 

d) monitoring dan evaluasipengelolaandestinasipariwisata; 

e) pemberdayaanmasyarakatdalampengelolaandestinasipariwisata

meliputikelompoksadarwisata dan desawisata; 

f) rekomendasitanda daftar usahapariwisata; 

g) pembinaan dan pengawasanusahapariwisata; 

h) fasilitasistandarisasiindustri dan usahapariwisata; dan 

i) pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 24 

PeraturanBupatiRembangNomor 56 Tahun 2021). 

 

2) DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa 

BerdasarkanPeraturanBupatiRembangNomor 60 Tahun 

2021 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan 

Fungsiserta Tata KerjaDinasPemberdayaan Masyarakat dan 

DesaKabupatenRembang, DinasKebudayaan dan 

PariwisatainibertugasmembantuBupatidalammenyelenggar
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akanurusanpemerintahanbidangPemberdayaan Masyarakat 

dan Desa yang menjadikewenangandaerah dan 

tugaspembantuan yang 

ditugaskankepadadaerah.Dalammelaksanakantugastersebu

t, DinasPemberdayaan Masyarakat dan 

Desamenyelenggarakanfungsi: 

a) perumusankebijakanteknis di bidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 

b) pelaksanaankoordinasikebijakandibidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 

c) pelaksanaankebijakan di bidangKebudayaan dan 

bidangPariwisata; 

d) pelaksanaanevaluasi dan pelaporan di bidangKebudayaan 

dan bidangPariwisata; 

e) pelaksanaanfungsikesekretariatandinas; 

f) pengendalianpenyelenggaraantugas UPTD; dan 

g) pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh bupati (Pasal 4 

& 5 PeraturanBupatiRembangNomor60Tahun 2021). 

 

SusunanOrganisasiDinasPemberdayaan Masyarakat dan 

Desaterdiridari : 

a) KepalaDinas; 

b) Sekretariatterdiridari: 1) Subbagian Program dan Keuangan; 

dan 2) SubbagianUmum dan Kepegawaian; 

c) BidangPengembangan dan PenataanDesa; 

d) BidangPenyelenggaraanPemberdayaanPemerintahanDesa; 

e) BidangPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan 

f) KelompokJabatanFungsional(Pasal3PeraturanBupatiRembang

Nomor60Tahun 2021). 

BerdasarkanSusunanorganisasiDinasPemberdayaan 

Masyarakat dan Desa di atas, bidang yang 

berkaitaneratdenganpemberdayaanDesawisataadalahBidan
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gPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, khususnyaSub 

KoordinatorPemberdayaanLembaga Usaha Ekonomi dan 

TeknologiTepatGuna.  

Sub KoordinatorPemberdayaanLembaga Usaha 

Ekonomi dan 

TeknologiTepatGunainimempunyaitugasmelakukanpenyiap

anbahanperumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasisertapelaporanmeliputi: 

a) fasilitasipengembanganusahaekonomimasyarakatdesadalam

meningkatkanpendapatanaslidesa; 

b) fasilitasidesasertamendorongperkembangan pasar desa; 

c) pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa; 

d) pengolahan dan analisis data 

pemberdayaanlembagausahaekonomi; 

e) fasilitasipemerintahdesadalampemanfaatanteknologitepatgu

na; dan 

f) pelaksanaantugaskedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan(Pasal25 PeraturanBupatiRembangNomor60Tahun 

2021).  

Di sampingkeduaDinastersebut di atas, 

masihterdapatbeberapaperangkatdaerah yang 

memilikitugas dan fungsirelevan dan 

berpotensidalampengembangan dan 

pemberdayaanDesaWisata, seperti: 

a) DinasPekerjaanUmum dan PenataanRuang; 

b) DinasLingkunganHidup; 

c) DinasPertanian dan Pangan; 

d) DinasKomunikasi dan Informatika; 

e) DinasPerdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil 

danMenengah; dan 

f) DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu SatuPintu. 
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c. Program/Kegiatan yang telah, sedang dan 

akandilakukandalamrangkapengembangan dan 

pemberdayaanDesaWisata 

PemerintahkabupatenRembangmelaluiDinasKebudayaan 

dan PariwisataKabupatenRembangmemilikibeberapa program 

terkaitkebijakanpengembangandesawisatameliputitelahtersus

unnyaperaturanBupatitentangdesawisata, 

adanyapencanangan/pembentukandesawisatabaru, 

adanyasosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan SDM 

DesaWisata di KabupatenRembangsertapromosi / 

pemasaranDesaWisata, adanyaujiankompetensi pada 

pelakudesawisata. 

Program kegiatan yang telah, sedang, dan 

akandilaksanakan oleh DinasKebudayaan dan 

PariwisatakhususnyaBidangDestinasiWisataadalahsebagaiman

adalamtabelberikut: 

No Tahun PROGRAM/KEGIATAN 

1 2022 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwisata: 

a. Fasilitasi Pencanangan dan Penetapan Desa 

Wisata Kabupaten Rembang; 

b. Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi; 

c. Pembinaan Pokdarwis Tingkat Kabupaten 

3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang 

Pariwisata: 

a. FGD Peningkatan Kompetensi bagi SDM Pelaku 

Usaha Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates; 

b. FGD Peningkatan Kompetensi bagi SDM Pelaku 

Usaha Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates. 

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 

PARIWSATA 
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Pengelolaan Destinasi Pariwsata Kab/ Kota 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: 

a. Fasilitasi Workshop Pengembangan Wiata Alam 

di Kab. Rembang; 

b. Pembentukan Klaster Wisata bahari Kab. 

Rembang; 

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha 

Pariwisata Kab. Rembang 

   

2 2023 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 

PARIWSATA 

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota: 

Penetapan DTW di Kabupaten Rembang 

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: 

a. Koordinasi Pengelola Destinasi Pariwsata; 

b. Tata Kelola Homestay; 

c. Pengarahan danPembinaan Pengembangan Desa 

Wisata Se- Kabupaten Rembang; 

d. Pembinaan SDM Pariwsata di Kecamatan Gunem. 

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF 

Pelaksanaan Peningkatan Kapsitas Sumber Daya 

Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwsata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: 

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwsata di 

Kec. Kragan dan Kec. Sluke; 

b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwsata. 

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwsata: 

a. Penguatan Nilai Karakter Masyarakat untuk 

Mendukung Pengembangan Pokdarwis di Kec. 

b. Peningkatan Kapsitas SDM Pelaku Usaha 

Pariwisata; 

c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwsata; 

d. Pembinaan Forum Podarwis Se- Kab. Rembang 

 

3 2024 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 

PARIWSATA 
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Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: 

a. Peningkatan SDM tentang Manajemn Pengelolaan 

Wisata 

b. Fasilitasi Peningkatan Komunikasi Desa Wisata; 

c. Pembuatan Profil Desa Wisata Kab. Rembang 

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF 

Pelaksanaan Peningkatan Kapsitas Sumber Daya 

Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: 

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwsata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: Pengembangan 

SDM Pariwsata Kab. Rembang 

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwsata: Fasilitasi 

Forum Komunikasi Desa Wisata 

Sumber: DinasKebudayaan dan PariwisataKabRembang, 2023 

 

 

d. DesaWisata yang Ada Di KabupatenRembang 

Saatini di KabupatenRembangterdapat 28 DesaWisata 

yang tersebar di beberapakecamatan yang ada. Dari 28 

DesaWisatatersebut, 4 DesaWisatadengankriteriamaju, 4 

DesaWisatadengankriteriaberkembang, dan 20 

DesaWisatadengankriteriaRintisan.Selengkapnyadapatdilihatda

lamgambarberikut: 



II-75 NA RaperdaPemberdayaanDesaWisata

 

 
 
 

Gambar:KriteriaDesaWisata Di KabRembang

SebaranDesaWisata yang ada di 

KabupatenRembangmenurutwilayahkecamatandapatdisajikand

alamgrafikberikut

Gambar: MatrikSebaranDesaWisata di KabupatenRembang

SelanjutnyauntukmemberikangambarankeberadaanD

esaWisata di 

KabupatenRembangberikutdisajikantabeldaftarDesaWisata di 

KabupatenRembangTahun 2023 sebagaiberikut.
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Tabel:Daftar DesaWisataKabupatenRembang 

No Nama DesaWisata Desa Kecamatan 
Kriteria 

Nomor SK 
Bupati 

Tanggal SK 
Bupati 

Nomor SK 
Dinas 

Tanggal SK 
Dinas 

1 DesaWisataTasikharjo Tasikharjo Kaliori Maju 556/0121/2021 04 Jan2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

2 DesaWisataTasikagung Tasikagung Rembang Rintisan 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

3 DesaWisataPasarbanggi Pasarbanggi Rembang Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

4 DesaWisataTritunggal Tritunggal Rembang Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

5 DesaWisataBulu Bulu Bulu Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

6 DesaWisataBabagan Babagan Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

7 DesaWisataKarasgede Karasgede Lasem Maju 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

8 DesaWisataKarangturi Karangturi Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

9 DesaWisataGedongmulyo Gedongmulyo Lasem Maju 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

10 DesaWisataDasun Dasun Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

11 DesaWisataBonang Bonang Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

12 DesaWisataBinangun Binangun Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

13 DesaWisataKajar Kajar Lasem Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

14 DesaWisataBalongmulyo Balongmulyo Kragan Berkembang 556/0121/2021 04 Jan 2021 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

15 DesaWisataPunjulharjo Punjulharjo Rembang Maju 140/1549/2019 16 Juli 2019 556 / 538 / 2019 07 Mei 2019 

16 DesaWisataBanggi Banggi Kaliori Berkembang 050/1850/2020 25 Sep 2020 556/ 444 / 2020 24 Nov 2020 

17 DesaWisataNgulahan Ngulahan Sedan Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

18 DesaWisataTuyuhan Tuyuhan Pancur Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

19 DesaWisataTerjan Terjan Kragan Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

20 DesaWisataPanohan Panohan Gunem Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

21 DesaWisataTireman Tireman Rembang Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

22 DesaWisataPamotan Pamotan Pamotan Rintisan 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

23 DesaWisataKarangsari Karangsari Sulang Rintisan 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

24 DesaWisataSudo Sudo Sulang Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

25 DesaWisataCandimulyo Candimulyo Sedan Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 
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26 DesaWisataDadapan Dadapan Sedan Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

27 DesaWisataGowak Gowak Lasem Rintisan 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

28 DesaWisataSendangasri Sendangasri Lasem Berkembang 556/1981/2022 16 Juni 2022 - - 

Sumber: DinasKebudayaan dan PariwisataKabRembangTahun 2023 
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e. Permasalahan yang DihadapidalamKaitan dan 

Pembangunan dan PemberdayaanDesaWisata di 

KabupatenRembangSelamaIni 

Dalamrangkapengembangan dan 

pemberdayaanDesaWisata di 

KabupatenRembangterdapatbeberapapermasalahanyang 

dihadapi. Permasalahan yang 

seringterjadidalampengembangan dan 

pemberdayaandesawisataantara lain: konflik internal 

desaterkaitpilkades /ego sektoral, penguasaan status 

lahan di dayatarikwisata yang ada di desawisata, kualitas 

SDM DesaWisata yang belumseluruhnyaterlatih dan 

kompeten. 

Di sampingterdapatpermasalahan lain yang 

dirasakanmenjadipenghambatdalampengembangan dan 

pemberdayaanDesaWisata. 

1) Praktikdesawisata yang telahditetapkan di 

KabupatenRembangsaatinibelumsemuanyamengacu pada 

konseptentangdesawisata di mana integrasimenjadihal 

yang strategis.Praktiksaatinilebihmenekankan pada 

upayamengoptimalisasikanpotensiataudestinasiwisata yang 

berlokasi di beberapadesa. 

Penyelenggaraanwisatabukandalamrangkamengintegrasika

ndestinasiwisatadenganunsur-unsur lain 

sebagaisebuahkesatuankehidupan di 

desamelainkanmeningkatkankunjunganwisatakeobyek-

obyekwisata yang ada di desa. Praktikpengelolaanwisata di 

desahanyamenambahpendapatandesamelaluikegiatantouris

me. Dalamkontekspraktiklokalini, persoalanyang 

teridentifikasimenjadihal yang 
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harusdiselesaikanmelaluiPeraturan Daerah 

iniadalahrevitalisasikonsepdesawisata pada desa-desa yang 

telahditetapkan oleh Bupati. 

2) Belumadanyakonsepdesawisata yang 

masukdalamperencanaanstrategispembangunandesa. Pada 

prinsipnya, desawisatamerupakanstrategialternatif yang 

bisadigunakan oleh 

desauntukmengakselerasipembangunan. Sebagaihal yang 

strategis, desawisatasecarakonsepharusdidukung oleh 

stakeholders desa yang salah 

satubentuknyaadalahmenjadiperencanaanstrategisdalamdo

kumen-dokumenperencanaandesa. Secaraeksplisit, 

dokumenperencanaandesaterwujud 4 

dalamRencanaJangkaMenengahDesa (RPJMDES) yang 

proses penyusunannyadilakukansecarapartisipatif oleh 

PemerintahDesa, BPD, dan unsur-unsur lain 

dalammasyarakatdesa. 

Denganmasuknyakonsepdesawisatadalamperencanaandesa

makaiadiposisikansecarastrategisdalampencapaian dan 

peningkatanpembangunandesa. Fersoalansaatini di 

KabupatenRembangsecaraumumbelumadadesa yang 

memasukkankonsepdesawisatadalamperencanaanpembang

unannya. Tanpamasukdalamperencanaan, 

makadesawisatadilaksanakansecarasporadis dan 

tidakterukuruntukmenguraiataumencapaitujuan yang 

diharapkan. 

3) Instrastruktur yang menunjangkegiatankepariwisataan di 

desamasih sangat minim. Keberadaandestinasiwisata di 

desaselamainihanyadimanfaatkansebagaitujuanwisata yang 

konvensional dan belumdikelolasecaraprofesional. 

Artinyawisatabelummenjadihal yang strategisbagidesa yang 

bisadimanfaatkanuntukmendorongpembangunansecaralebi

hcepatImplikasinyaadalahpotensiwisatatidakmemperolehap
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resiasibaikdarisisisosial, keuangan, dan 

proyeksipembangunan. Sementaraitu, 

kegiatankepariwisataanpengunjungatauturisdapatmelaksan

akankegiatankepariwisataansecararepresentatif. 

Membanguninfrastrukturkepariwisataanmembutuhkanbiaya 

yang relatifbesar. Hal 

initentusajamemberibebantambahankepadadesa yang 

sedangmengusahakanpenyelenggaraankegiatankepariwisat

aandalamkerangkadesawisata. 

untukitudibutuhkankerjasamlintasinstnasi dan 

sektoruntukmemenuhikebutuhaninfrastrukturdasarkegiatan

kepariwisataan. 

4) Kesadarankepariwisataan di tingkat stakeholders 

desabelummenjadiarusutama(mainstream). 

Dalambanyakhal, 

kegiatanwisatatidakdianggapdapatmemberikankeuntungans

ignifikansecaralangsung.Karenanyakepariwisataandiselengg

arakansecarasambilan dan lebihterfokus pada produksi 

yang dianggapmemberikan profit langsung. 

5) Pengeloaaninformasi di desa yang masihsederhana dan 

terbatas pada layanan-layanantertentu. 

Sementarapemanfaatanteknologiinformasiuntukkepentinga

npengembangan pasar dan 

jaringankerjamasihrelatifterbatas. 2 (dua) hal yang 

menyebabkaniniterjadiadalahketerbatasansumberdayaman

usia di desa dan alokasipembiayaan yang 

tidakmemadaiuntukmendukungkerja-

kerjapenyebaraninformasi. Informasi di 

desasangatberagam yang pentinguntukdidesiminasikan 

(penyebaraninformasi) kepadapihak-pihakluarsecaraluas. 

Persoalankemudianbahwainformasitersebutperludikemasmelaluiba

hasa-bahasainformatif yang 

representatifUntukmembangunbahasainformasi yang 
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baikdibutuhkankemampuantertentu yang dimiliki para pelaku 

di desa. Selainitu juga dibutuhkanperangkatkeras(hardware) 

yang compatible untukmendukungaksesinformasi yang cepat. 2 

(dua) haliniseringkalimasihdianggapsebagaibarang yang mahal 

sehinggaalokasiterhadapkeduanyaseringkalidihilangkan. 

Mengingatpotensiwisata yang dimiliki oleh desa-desa 

di KabupatenRembang, terutamadesa-desa yang 

memilikipotensiwisata yang 

dapatdiandalkanmakaPemerintah Daerah 

perlumenyikapidenganmembuatregulasidalambentukperatu

randaerah yang mengaturtentangpengembangan dan 

pemberdayaandesawisata.  

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah 

KabupatenRembangdimaksudkanuntukmempercepatpertu

mbuhanekonomdaerah dan 

masyarakatdengantetapmemperhatikankebutuhan, 

budaya, dan nilai-nilai yang ada di 

desasehinggatidakterjadiresistensi di masyarakat, 

termasukdalampembangunankepariwisataan.  

Pembangunan pariwisataterkadangmenimbulkankesan 

yang 

negatifbagimasyarakatkarenadianggapmengganggunilai-

nilai dan budayalokalmasyarakat yang sudahadasejak 

zaman nenekmoyangmereka dan 

masihtetapdipertahankan.  

Oleh karenaitu, dalampenetapan, 

pengembangandesawisata, makaharusdidasarkan pada 

asas-asassebagaiberikut:  
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1) Asasmanfaat, 

yaitupembangunanpariwisataharusdapatdirasakan dan 

memberikanmanfaat yang sebesar-

besarnyabagikesejahteraanmasyarakat yang ada di 

desa.  

2) Asaskekerabatan, 

yaituhubunganantarmanusiaberdasarkannilai-

nilaiadatistiadat yang dijunjungtinggi oleh masyarakat, 

termasukdalambentukstratifikasisosialharustetapdiperh

atikan.  

3) Asaskelestarian, yaitubahwabudaya, adat-istiadat dan 

nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh 

masyarakatharustetapdipertahankan dan 

dijagaeksistensinya.  

4) Asasberkelanjutan, 

yaitupenyelenggaraandesawisataharustetaptetapdilakuk

ansebagaisuatukegiatan yang 

menjadibagiandaripelaksanaanpembangunan di desa.  

 

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem yang diatur Peraturan 

Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan 

Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah 

RancanganPeraturan Daerah 

KabupatenRembangtentangPemberdayaanDesaWisatamerupaka

nacuan dan pedomanbagiPemerintah Daerah serta pihak-pihak 

terkait dalam melaksanakan pemberdayaanDesaWisatadi 

KabupatenRembang. 

Untukmengevaluasi dan 

mengukurdampakregulasibarutermasukPeraturan Daerah 

sebelumditerapkan dapat digunkan pendekatan atau metode 
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Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode RIA 

dalampembentukanPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisatadilakukanmelaluilangkah-

langkahsebagaiberikut: 

1. IdentifikasiMasalah 

Identifikasimasalahdalamhaliniadalahterkaitdenganmasihbel

ummaskimalnyapenyelenggaraanpengembangan 

danpemberdayaanDesaWisata di KabupatenRembang. Hal 

initercermindariantara lain: a) Praktikdesawisata yang 

telahditetapkan di 

KabupatenRembangsaatinibelumsemuanyamengacu pada 

konseptentangdesawisata di mana integrasmenjadihal yang 

strategis; b) Belumadanyakonsepdesawisata yang 

masukdalamperencanaanstrategispembangunandesa; c) 

Insfrastruktur yang menunjangkegiatankepariwisataan di 

desamasihsangat minim; d) Kesadarankepariwisataan di 

tingkat stakeholders 

desabelummenjadiarusutama(mainstream); dan e) 

Pengeloaaninformasi di desa 

yangberkaitandenganDesaWisatamasihsederhana dan 

terbatas; serta 

f)kurangnyakoordinasiantaraperangkatdaerahterkait, 

denganOrmas yang ada dan pihak-pihakterkait. 

2. AlternatifKebijakan 

Hinggasaatinibelumadakebijakandaerahdalambentukproduk

hukumdaerahbaikPeraturan Daerah maupunPeraturanBupati 

yang dapatdijadikandasarpemberdayaanDesaWisata di 

Daerah. Ketiadaanprodukhukumdaerahiniberimplikasi pada 

belumoptimalnyaupayapenyelenggaraanpemberdayaanDesa

Wisata di KabupatenRembang. 
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Identifikasiberbagaialternatifkebijakan yang 

dapatmencapaitujuantersebut. Misalnya, 

alternatifkebijakandapatmelibatkanpengalokasiananggaranu

ntukpengembanganinfrastrukturpariwisata, program 

pelatihanuntukmasyarakatdesa, promosipariwisata, 

atauperaturanlingkungan yang 

ketatuntukmelindungikelestarianlingkungan 

3. AnalisisDampak:  

PembentukanPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisatainidilakukandalamrangkam

emberikanpedomandalamrangkapelaksanaanpemberdayaan

DesaWisata yang 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan 

dan/ataunilaibudaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah. 

Sekaligussebagaipedomandalammeningkatkankemampuan, 

dayatahan, dan 

kemandirianDesaWisatadalammenghadapitantangan dan 

ancamanekonomi yang terjadi. Peraturan Daerah 

ininantinyamerupoakanbentukkebijakan Daerah 

dalampemberdayaanDesaWisataberbasisnilai-nilaibudaya, 

agama, adatistiadat dan karakter Daerah 

sesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah 

Sedangtujuannyaadalahuntuk: 

a. memberikanpedomanbagipengelolaan dan 

pengembangankepariwisataanberbasisnilai-nilaibudaya, 

agama, adatistiadat dan karakter Daerah 

sesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah;  

b. menjaminpelestariannilai-nilaibudayalokal yang 

memuatstrukturkehidupan, tata cara dan tradisi yang 

berlaku pada masyarakat di DesaWisata;  
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c. meningkatkankesejahteraanmasyarakatDesaWisata;  

d. mengembangkanlembagakepariwisataan dan tata 

kelolapariwisata yang 

mampumensinergikanpembangunandestinasipariwisata, 

pemasaranpariwisata, dan 

industripariwisatasecaraprofesional; 

e. meningkatkankesadaran dan 

partisipasidalampreservasipeninggalansejarah dan 

budaya;  

f. menumbuhkembangkansikap dan kebanggaanakanadat, 

tradisi, dan budayaDesa;  

g. mempercepatpenanamansikap dan keterampilan yang 

sesuaidengansaptapesonapariwisata Indonesia; dan  

h. meningkatkanpengetahuanmasyarakat 

dan/atauWisatawantentanglingkunganalam dan 

budayadesa.  

 
Untukmewujudkanmaksud dan 

tujuantersebutmakaakanberdampak pada aspekekonomi, 

sosial, dan pendidikan yang 

mungkinterjadiakibatpenerapankebijakantersebut. Di 

sampingdampaktersebut juga 

akanmembebanianggaranataukeuangandaerah. 

Beberapadampakkeuangan yang 

mungkintimbuldalampenerapanPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisatayang 

perludipertimbangkanantara lain digunakanuntuk: 

a. fasilitasikebijakan, berupapembentukanprodukkukum 

Daerah dan kebijakanlainnya yang 

mendukungPemberdayaanDesaWisata;  
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b. penyediaan SDM Pariwisata dan ekonomikreatif, 

melaluikegiatanPeningkatankapasitas SDM Pariwisata dan 

ekonomikreatifmisalnya, berupa: 

1) Pelatihanpengelolaandesawisata 

2) elatihanpemanduwisatabudaya 

3) Pelatihan tata Kelolabisnis dan 

pemasarandestinasiwisata 

4) Pelatihanmitigasibencana (keamanan dan 

keselamatan) di Destinasiwisata 

5) PelatihanDigitalisasi 

6) Pelatihanpengelolaan homestay ataupondokwisata: 

branding, pemasaran, penjualan pada desawisata, 

homestay, kuliner, souvenir, fotografi 

7) Pelatihankebersihanlingkungan, sanitasi dan 

pengelolaansampah di destinasiwisata. 

c. penguatankapasitaskelembagaan, berupakegiatan yang 

berkaitandengan:  

1) aspekpenguatanmanajemenorganisasi;  

2) aspekpenyediaan data dan informasi;  

3) aspekpengembangankemitraan;  

4) aspekdukungankeahlian, program, dan pendampingan;  

5) aspekpenguatankepemimpinan dan kaderisasi;  

6) aspekpemberianpenghargaan; dan/atau 

7) aspekpenelitian dan pengembangan.  

d. Monitoring dan Evaluasi: 

Pemerintahdaerahperlumengalokasikansumberdayauntukmel

akukan monitoring dan evaluasiterhadappelaksanaan 

program/kegiatanpemberdayaanDesawisatayang 

diimplementasikan. Hal inimelibatkanpengumpulan data, 

analisis, dan pemantauanterhadapkemajuan dan hasil 

program. Pengadaansumberdayauntukkegiatanini juga 

perludipertimbangkandalamanggarandaerah. 
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Oleh 

karenaitupemerintahdaerahuntukmelakukanperencanaanke

uangan yang matang dan memperhatikandampakkeuangan 

yang 

terkaitdenganpenyelenggaraanpemberdayaanDesaWisata. 

Melaluialokasianggaran yang tepat, 

pengelolaansumberdaya yang efisien, dan pemantauan 

yang baik, 

pemerintahdaerahdapatmengeloladampakkeuanganini dan 

memastikankelancaranimplementasipemberdayaanDesaWi

satadalambataskemampuankeuangan Daerah. 

Hasilanalisisdampakuntuksetiapalternatifkebijakanpenetapa

nPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisata,mencakupestimasibiaya 

dan sumberdaya yang 

diperlukanuntukmelaksanakankebijakan, sertamanfaat 

yang diharapkan, 

sepertipendapatantambahandaripariwisata, 

peningkatankesejahteraanmasyarakat, 

ataupenghematanbiayadalamjangkapanjang.Evaluasidamp

akkeuangandarialternatifkebijakanberupaPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisata. Perluadanyaanggaran 

yang akandiperlukanuntukmengimplementasikankebijakan, 

termasukpengeluaranuntukinfrastruktur, program 

pelatihan, promosi, dan pemantauan. Evaluasiini juga 

harusmempertimbangkanpotensipendapatantambahan 

yang 

dihasilkandaripengembanganpariwisatakhususnyaDesaWisa

ta. 
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4. Konsultasi dan Partisipasi 

PenerapanPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisataakanmelibatkan para 

pemangkukepentinganterkait, sepertiPelaku 

Usaha/BUMDesa/PemerintahDesa/KelompokMasayrakat/Pok

darwis, Perangkat Daerah terkait  dan masyarakatumum, 

dalam proses konsultasi dan partisipasi. Pendapat dan 

umpanbalikdaripihak-pihakinidapatmemberikanwawasan 

yang berharga dan membantumerumuskankebijakan yang 

lebihbaik dan akanmembantudalammenyusunkebijakan 

yang lebihefektif dan berkelanjutandarisegikeuangan. 

Berdasarkanevaluasihasilanalisisdampak dan 

umpanbalikdarikonsultasipublik. Kebijakan yang paling 

memadai dan dapatmemberikandampakpositif yang 

diharapkandalammemperlancarPemberdayaanDesaWisatadi 

daerah 

5. Implementasi dan Evaluasi 

Agar penerapanPeraturan Daerah 

tentangPemberdayaanDesaWisatabisaberjalansecaraefektif

perludilakukanevaluasisecaraberkala. Monitor dan 

evaluasiterus-

menerusuntukmemastikankebijakanpenyelenggaraanPemb

erdayaanDesaWisataberjalansesuaiharapan dan 

mencapaitujuan yang telahditetapkan. 

DampakkeuangandaripembentukanPeraturan Daerah 

tentangPengembangan dan 

PemberdayaanDesaWisataharusdipertimbangkandengansek

sama. Pengelolaananggaran yang bijaksana dan alokasi 

dana yang 

tepatdapatmembantumemastikanbahwabebankeuangandae
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rahdapatdiatasi dan 

tujuanpembangunanpariwisataberkelanjutandapatdicapai. 

Jikakebijakanberdampakbesar pada 

bebankeuangandaerah, 

perludiidentifikasisumberpendanaan yang 

sesuaiuntukmendukungpelaksanaannya. 

DampakpengaturanpemberdayaanDesaWisataterhadapk

euangandaerahadalahPemerintah Daerah 

harusmengalokasikananggarandari APBD 

dalambelanjaoperasisetiaptahunnya. 

DengandemikiandenganPeraturan Daerah 

iniakansedikitbanyakakanmembebani APBD. 

 

BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
 

Suatuperundang-

undanganisinyatidakbolehbertentangandenganisiperundang-

undangan yang lebihtinggitingkatannyaatauderajatnya. 

MenurutAmiroeddinSyarif (1997: 78). Berdasarkan asas 

dapatdiperinci hal-hal sebagaiberikut: 

1) Perundang-undangan yang 

rendahderajatnyatidakdapatmengubahataumengenyampingka

nketentuan-ketentuanperundang-undangan yang lebihtinggi, 

tetapi yang sebaliknyadapat. 

2) Perundang-undanganhanyadapatdicabut, 

diubahatauditambaholehataudenganperundang-undangan 

yang sederajatatau yang lebihtinggitingkatannya. 

3) Ketentuanperundang-undangan yang 

lebihrendahtingkatannyatidakmempunyaikekuatanhukum dan 
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tidakmengikatapabilabertentangandenganperundang-

undangan yang lebihtinggitingkatannya. Dan ketentuan-

ketentuanperundang-undangan yang 

yanglebihtinggitetapberlaku dan 

mempunyaikekuatanhukumsertamengikat, walaupundiubah, 

ditambah, digantiataudicabutolehperundang-undangan yang 

lebihtinggi. 

4) Materi yang seharusnyadiaturolehperundang-undangan yang 

lebihtinggitingkatannyatidakdapatdiaturolehperundang-

undangan yang lebihrendah. 

DalamprosesPembentukanPeraturanDaerah, 

terdapatbeberapa asas yang menjadilandasanyuridis yang 

perludiperhatikan, yakni: 

1) Lex superiorderogatlexatheriorridan  lexsuperior lex inferiori;  

yang berartihukum yang dibuatolehkekuasaan yang 

lebihtinggikedudukannyamengesampingkanhukum yang 

lebihrendah. 

2) Asas lex spesialisderogat lex generalis; yang 

berartibahwahukum yang khususmengesampingkanhukum 

yang umum,  

3) Asas lex posterioriderogat lex priori; yang artinyahukum yang 

barumengesampingkanhukum yang lama. 

4) Asas delegatapotestas non potestdelegasi; yang 

berartipenerimadelegasitidakberwewenangmendelegasikanlagi

tanpapersetujuanpemberidelegasi. 

MenyangkutRancanganPeraturanDaerahKabupatenRem

bangtentangPemberdayaanDesaWisataterdapatbeberapaketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menjadiacuanya. 
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Beberapaperaturanperundang-undangantersebutantara lain 

sebagai berikut: 

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

 Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini 

adalah: 

Pasal 18 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, 

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang. 

(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. 

Pasal18B 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang. 
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
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masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
 

B. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-

Undangansebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 13Tahun 

2022tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 

12 Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-

Undangan 

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 

2011tentangPembentukanPeraturanPerundang-

Undangansebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 13Tahun 

2022tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 12 Tahun 

2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan yang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 5 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

 Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa 

setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan 

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 

dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis 

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa 

setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa 

hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

Huruf g 
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Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan asas: 

a. Pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan. 

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 

2011 dijelaskan sebagai berikut.  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan 

ketentraman masyarakat. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum 

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah 

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
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Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, 

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

Pasal 14 

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

C. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2009 

tentangKepariwisataansebagaimanatelahdiubahbeberapa 

kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang

-UndangNomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang 

Beberapa ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2009 

tentangKepariwisataansebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNomor 2 Tahun 2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-
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Undang yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini 

adalah: 

Pasal 18 

Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah mengatur dan 

mengelolaurusankepariwisataansesuaidenganketentuanperatura

nperundang-undangan. 

Pasal 23 ayat (1) 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. menyediakaninformasikepariwisataan, perlindunganhukum, 

sertakeamanan dan keselamatankepadawisatawan; 

b. menciptakaniklim yang 

kondusifuntukperkembanganusahapariwisata yang 

meliputiterbukanyakesempatanyang samadalamberusaha, 

memfasilitasi, dan memberikankepastianhukum;  

c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikanasetnasional 

yang menjadidayatarikwisata dan asetpotensial yang 

belumtergali; dan 

d. mengawasi dan 

mengendalikankegiatankepariwisataandalamrangkamencegah 

dan 

menanggulangiberbagaidampaknegatifbagimasyarakatluas. 

Pasal 30 

Pemerintahkabupaten/kotaberwenang: 

a. menyusun dan 

menetapkanrencanaindukpembangunankepariwisataankabup

aten/kota; 

b. menetapkandestinasipariwisatakabupaten/kota; 

c. menetapkandayatarikwisatakabupaten/kota; 

d. melaksanakanpendaftaran, pencatatan, dan 

pendataanpendaftaranusahapariwisata; 
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e. mengaturpenyelenggaraan dan pengelolaankepariwisataan di 

wilayahnya 

f. memfasilitasi dan melakukanpromosidestinasipariwisata dan 

produkpariwisata yang berada di wilayahnya; 

g. memfasilitasipengembangandayatarikwisatabaru; 

h. menyelenggarakanpelatihan dan 

penelitiankepariwisataandalamlingkupkabupaten/kota; 

i. memelihara dan melestarikandayatarikwisata yang berada di 

wilayahnya; 

j. menyelenggarakanbimbinganmasyarakatsadarwisata; dan 

k. mengalokasikananggarankepariwisataan 

Pasal 32 ayat (3) 

Pemerintah Daerah dapatmengembangkan dan 

mengelolasisteminformasikepariwisataansesuaidengankemamp

uan dan kondisidaerah 

 

D. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

tentangDesasebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang

-UndangNomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang 

Undang-

UndanginimengaturmaterimengenaiAsasPengaturan, 

Kedudukan dan JenisDesa, PenataanDesa, KewenanganDesa, 

PenyelenggaraanPemerintahanDesa, Hak dan KewajibanDesa 

dan Masyarakat Desa, PeraturanDesa, KeuanganDesa dan 

AsetDesa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan, Badan Usaha MilikDesa, Kerja Sama Desa, Lembaga 

KemasyarakatanDesa dan Lembaga AdatDesa, sertaPembinaan 
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dan Pengawasan. Selainitu, Undang-Undangini juga 

mengaturdenganketentuankhusus yang 

hanyaberlakuuntukDesaAdatsebagaimanadiaturdalam Bab XIII. 

Beberapa ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014 yang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 18 

KewenanganDesameliputikewenangan di 

bidangpenyelenggaraanPemerintahanDesa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatanDesa, dan 

pemberdayaanmasyarakatDesaberdasarkanprakarsamasyarakat

, hakasalusul, dan adatistiadatDesa. 

Pasal 78 

(1) Pembangunan 

DesabertujuanmeningkatkankesejahteraanmasyarakatDesa 

dan 

kualitashidupmanusiasertapenanggulangankemiskinanmelal

uipemenuhankebutuhandasar, pembangunansarana dan 

prasaranaDesa, pengembanganpotensiekonomilokal, 

sertapemanfaatansumberdayaalam dan 

lingkungansecaraberkelanjutan. 

(2) Pembangunan Desameliputitahapperencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan. 

(3) Pembangunan Desasebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

mengedepankankebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongangunamewujudkanpengarusutamaanperda

maian dan keadilansosial. 

Adapuntahapperencanaan yang dimaksuddalamPasal 

78 ayat (2) dijelaskandalamBab IX, BagianKesatu, Paragraf1, 

yaitu: 

Pasal 79 
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(1) PemerintahDesamenyusunperencanaan Pembangunan 

Desasesuaidengankewenangannyadenganmengacu pada 

perencanaanpembangunanKabupaten/Kota. 

(2) Perencanaan Pembangunan Desasebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) disusunsecaraberjangkameliputi: 

a. Rencana Pembangunan 

JangkaMenengahDesauntukjangkawaktu 6 (enam) tahun; 

dan 

b. Rencana Pembangunan TahunanDesaatau yang 

disebutRencanaKerjaPemerintahDesa, 

merupakanpenjabarandariRencana Pembangunan 

JangkaMenengahDesauntukjangkawaktu 1 (satu) tahun 

(3) Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa dan 

RencanaKerjaPemerintahDesasebagaimanadimaksud pada 

ayat (2) ditetapkandenganPeraturanDesa. 

(4) PeraturanDesatentangRencana Pembangunan 

JangkaMenengahDesa dan 

RencanaKerjaPemerintahDesamerupakansatu-

satunyadokumenperencanaan di Desa. 

(5) Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa dan 

RencanaKerjaPemerintahDesamerupakanpedomandalampen

yusunanAnggaranPendapatan dan BelanjaDesa yang 

diaturdalamPeraturanPemerintah. 

(6) Program Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah yang 

berskalalokalDesadikoordinasikan 

dan/ataudidelegasikanpelaksanaannyakepadaDesa. 

(7) Perencanaan Pembangunan Desasebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) merupakan salah 

satusumbermasukandalamperencanaanpembangunanKabup

aten/Kota 
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Pasal 80 

(1) Perencanaan Pembangunan 

DesasebagaimanadimaksuddalamPasal 79 

diselenggarakandenganmengikutsertakanmasyarakatDesa. 

(2) Dalammenyusunperencanaan Pembangunan 

Desasebagaimanadimaksud pada ayat (1), 

PemerintahDesawajibmenyelenggarakanmusyawarahperenc

anaan Pembangunan Desa. 

(3) Musyawarahperencanaan Pembangunan 

Desamenetapkanprioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 

AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa, 

swadayamasyarakatDesa, dan/atauAnggaranPendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 

Desasebagaimanadimaksud pada ayat (3) 

dirumuskanberdasarkanpenilaianterhadapkebutuhanmasyar

akatDesa yang meliputi: 

a. peningkatankualitas dan aksesterhadappelayanandasar; 

b. pembangunan dan pemeliharaaninfrastruktur dan 

lingkunganberdasarkankemampuanteknis dan 

sumberdayalokal yang tersedia; 

c. pengembanganekonomipertanianberskalaproduktif; 

d. pengembangan dan 

pemanfaatanteknologitepatgunauntukkemajuanekonomi; 

dan 

e. peningkatankualitasketertiban dan 

ketenteramanmasyarakatDesaberdasarkankebutuhanmas

yarakatDesa 
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Adapuntahapperencanaan yang dimaksuddalamPasal 

78 ayat (2) dijelaskandalam Bab IX, BagianKesatu, Paragraf 2, 

yaitu: 

Pasal 81 

(1) Pembangunan 

DesadilaksanakansesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDes

a. 

(2) Pembangunan Desasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh 

PemerintahDesadenganmelibatkanseluruhmasyarakatDesad

engansemangat gotong royong. 

(3) Pelaksanaan Pembangunan Desasebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) dilakukandenganmemanfaatkankearifanlokal 

dan sumberdayaalamDesa. 

(4) Pembangunan lokalberskalaDesadilaksanakansendiri oleh 

Desa. 

(5) Pelaksanaan program sektoral yang 

masukkeDesadiinformasikankepadaPemerintahDesauntukdii

ntegrasikandengan Pembangunan Desa 

Adapuntahapperencanaan yang dimaksuddalamPasal 

78 ayat (2) dijelaskandalam Bab IX, BagianKesatu, Paragraf 3, 

yaitu: 

Pasal 82 

(1) Masyarakat 

Desaberhakmendapatkaninformasimengenairencana dan 

pelaksanaan Pembangunan Desa. 

(2) Masyarakat 

Desaberhakmelakukanpemantauanterhadappelaksanaan 

Pembangunan Desa. 
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(3) Masyarakat Desamelaporkanhasilpemantauan dan 

berbagaikeluhanterhadappelaksanaan Pembangunan 

DesakepadaPemerintahDesa dan Badan 

PermusyawaratanDesa. 

(4) PemerintahDesawajibmenginformasikanperencanaan dan 

pelaksanaanRencana Pembangunan JangkaMenengahDesa, 

RencanaKerjaPemerintahDesa, dan AnggaranPendapatan 

dan 

BelanjaDesakepadamasyarakatDesamelaluilayananinformasi

kepadaumum dan melaporkannyadalamMusyawarahDesa 

paling sedikit 1 (satu) tahunsekali. 

(5) Masyarakat 

DesaberpartisipasidalamMusyawarahDesauntukmenanggapil

aporanpelaksanaan Pembangunan Desa 

 

E. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang

-UndangNomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang 

Daerah sebagaisatukesatuanmasyarakathukum yang 

mempunyaiotonomiberwenangmengatur dan 

mengurusDaerahnyasesuaiaspirasi dan 

kepentinganmasyarakatnyasepanjangtidakbertentangandengant

atananhukumnasional dan kepentinganumum. 

Dalamrangkamemberikanruang yang lebihluaskepada Daerah 

untukmengatur dan 

menguruskehidupanwarganyamakaPemerintah Pusat 
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dalammembentukkebijakanharusmemperhatikankearifanlokal 

dan sebaliknya Daerah ketikamembentukkebijakan Daerah 

baikdalambentukPerdamaupunkebijakanlainnyahendaknya juga 

memperhatikankepentingannasional. 

Dengandemikianakanterciptakeseimbanganantarakepentingann

asional yang sinergis dan tetapmemperhatikankondisi, 

kekhasan, dan 

kearifanlokaldalampenyelenggaraanpemerintahansecarakeselur

uhan. 

Beberapa ketentuan dalam UU No23 Tahun 2014 yang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 371 

(1) Dalam Daerah kabupaten/kotadapatdibentukDesa. 

(2) Desasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

mempunyaikewenangansesuaidenganketentuanperaturanpe

rundang-undanganmengenaiDesa. 

Pasal 372 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan 

Pemerintah Daerah 

kabupaten/kotadapatmenugaskansebagianUrusanPemerinta

han yang menjadikewenangannyakepadaDesa. 

(2) PendanaanuntukmelaksanakanUrusanPemerintahan yang 

ditugaskankepadaDesa oleh Pemerintah Pusat 

dibebankankepada APBN.  

(3) PendanaanuntukmelaksanakanUrusanPemerintahan yang 

ditugaskankepadaDesa oleh Pemerintah Daerah 

Provinsidibebankankepada APBD provinsi. 

(4) PendanaanuntukmelaksanakanUrusanPemerintahan yang 

ditugaskankepadaDesa oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dibebankankepada APBD kabupaten/kota. 
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F. PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2021 

tentangKemudahan, Pelindungan, dan 

PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

PeraturanPemerintahinidisusunsebagaitindaklanjutUnda

ng-UndangNomor 11 Tahun2020tentangCiptaKerja. Hal lain 

yang mendasari dan mendorongperlunyapengaturan yang 

lebihjelasterkaitKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengahantara lain bahwapengaturan yang 

berkaitandengankemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

yang tersebar di 

berbagaiperaturanperundangundangansaatinibelumdapatmeme

nuhikebutuhanhukumuntukpercepatanciptakerja dan 

belumterintegrasisehinggaperludilakukanperubahan. 

Beberapa ketentuan dalam PPNo7 Tahun 2021 yang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 118 

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur: 

a. usahabesaruntukmembangunkemitraandengan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah; atau 

b. Usaha Menengahuntukmembangunkemitraandengan 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

(2) UntukmelaksanakanperanPemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah sebagaitnanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah: 

a. menyediakan data dan informasipelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang siapbermitra; 

b. mengembangkanproyekpercontohankemitraan; 
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c. memfasilitasidukungankebijakan; dan 

d. melakukankoordinasi pen5rusunan kebijakan dan 

program pelaksanaan, pemantalran, evaluasi, 

sertapengertdalianumumterhadappelaksanaankemitraan 

 

G. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 

tentangPembinaan dan 

PengawasanPenyelenggaraanPemerintah Daerah 

Pembinaan dan 

pengawasanterhadappenyelenggaraanPemerintahan Daerah 

terdiriataspembinaan dan pengawasanumumscrtapcmbinaan 

dan 

pengawasanteknispenyelenggaraanPemerintahanDacrahkarenae

sensipenyelenggaraanPemerintahan Daerah 

merupakanpenccrminanpclaksanaanurusanpemerintahan oleh 

daerah. Pembinaan dan pengawasanumumdilakukan oleh 

Menteri gunamendukungpelaksanaanurusanpemerintahan oleh 

daerah agar dapatberjalanef,rsien dan 

efektifsedangkanpembinaan dan pengawasanteknis oleh 

kementerian/lembagapemerintahnonkementeriandilakukandala

mrangkapclaksanaanurusanpemerintahankonkurendaerah agar 

sesuaidcngannorrna, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkanolchPemcrintah Pusat. Pembinaan dan 

pengawasankcpadaPemerintahDacrahkabupaten/ kotadilakukan 

oleh gubernursebagai wakil Pemcrintah Pusat, 

gubernurbertindakatasnamaPemerintah Pusat 

melaksanakanpembinaan dan pengawasankepadaPemerintah 

Daerah 

kabupaten/kotakarenaadanyapelimpahankewenangandariPresid

en. 
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Beberapa ketentuan dalam PPNo12 Tahun 2017 yang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 19 

(1) Selainmelakukanpembinaan dan 

pengawasansebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1), 

bupati/walikotamelakukanpembinaan dan 

pengawasanterhadapdesa. 

(2) Dalammelakukanpembinaan dan 

pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1), 

bupati/walikotadibantu oleh camatatausebutan lain dan 

inspektoratkabupaten/kota. 

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh camatatausebutan lain 

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

dilaksanalansesuaidenganketentuanperaturanperundangund

angan dan hasilpembinaan dan 

pengawasantersebutdisampaikankepadabupati/walikota. 

(4) Berdasarkanhasilpembinaan dan 

pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (3), 

bupati/walikotamenugaskanPerangkat Daerah 

terkaitmelaksanakantindaklanjuthasilpembinaan dan 

pengawasansertauntukselanjutnyadilakukanpemantauan 

oleh inspektoratkabupaten/ kota. 

(5) Pembinaan dan pengawasan oleh 

inspektoratkabupaten/kotasebagaimanadimaksud pada ayat 

(2) 

dilaksanakanuntukmenjagaakuntabilitaspcngelolaankeuanga

ndesa. 

(6) Pembinaan dan pengawasan yang 

dilaksanakanuntukmenjagaakuntabilitaspengelolaankcuanga

ndcsasebagaimanadimaksud pada ayat (5) meliputi: 
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a. laporanpertanggungiawabanpengelolaankeuangandesa; 

b. efisiensi dan efcktivitaspengelolaankeuangandesa; dan 

c. pelaksanaantugas lain 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

(7) Inspektoratkabupaten/kotadalammelakukanpembinaan dan 

pcngawasansebagaimanadimaksud pada ayat (a) dan ayat 

(5) harusberkoordinasidengancamatatausebutan lain dan 

hasilpcmbinaan dan 

pcngawasantcrsebutdisampaikankcpadabupati/ walikota. 

 

H. PeraturanPresidenNomor87 Tahun2014 

TentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor12 

Tahun2011 TentangPembentukanPeraturanPerundang-

UndangansebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresi

den No 76 Tahun 2021 

TentangPerubahanAtasPeraturanPresidenNomor 87 

Tahun 2014 TentangPeraturanPelaksanaanUndang-

UndangNomor 12 Tahun 2011 

TentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan 

Beberapa ketentuan dalam PerpresNo87 Tahun 2011 

sebagaimanatelahdiubahdenganPerpres No 76 Tahun 2021 

tentangPerubahanatasPeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014 

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 12 Tahun 

2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undanganyang 

relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 2 

a. perencanaanRancanganUndang-Undang; 

b. perencanaanRancanganPeraturanPemerintah; 

c. perencanaanRancanganPeraturanPresiden; 

d. perencanaanRancanganPeraturan Daerah Provinsi; 
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e. perencanaanRancanganPeraturan Daerah Kabupaten/ Kota; 

dan 

f. perencanaanRancanganPeraturanPerundang-

undanganlainnya. 

Pasal 33 

PerencanaanRancanganPeraturan Daerah meliputikegiatan: 

a. penyusunanProlegda; 

b. perencanaanpenyusunanRancanganPeraturan Daerah 

kumulatifterbuka; dan 

c. perencanaanpenyusunanRancanganPeraturan Daerah di 

luarProlegda 

Pasal 34 

GubernurmenugaskanpimpinanSatuanKerjaPerangkat Daerah 

dalampenyusunanProlegda di lingkunganPemerintah Daerah 

Provinsi 

Pasal 35 

(1) PenyusunanProlegda di lingkunganPemerintah Daerah 

Provinsidikoordinasikan oleh biro hukum. 

(2) PenyusunanProlegdasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dapatmengikutsertakaninstansivertikalterkait. 

(3) Instansivertikalterkaitsebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

terdiriatas: 

a. instansivertikaldarikementerian yang 

menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukum; 

dan/atau 

b. instansivertikalterkaitsesuaidengan: 

1. kewenangan; 

2. materimuatan; atau 

3. kebutuhan 
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(4) Hasil penyusunanProlegdasebagaimanadimaksud pada ayat 

(1) diajukan oleh biro 

hukumkepadaGubernurmelaluiSekretaris Daerah Provinsi. 

Pasal 36 

GubernurmenyampaikanhasilpenyusunanProlegda di 

lingkunganPemerintah Daerah 

ProvinsikepadaBalegdamelaluiPimpinan DPRD Provinsi. 

Pasal42 

Ketentuanmengenai tata 

carapenyusunanProlegdaProvinsisebagaimanadimaksuddalamPa

sal 34 sampaidenganPasal 41 berlakusecara mutatis mutandis 

terhadappenyusunanProlegdaKabupaten/Kota. 

Pasal 43 

SelainketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 40, 

ProlegdaKabupaten/Kota dapat juga memuat daftar 

kumulatifterbuka yang terdiriatas: 

a. pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungankecamatanataunamalainnya; dan/atau 

b. pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungandesaataunamalainnya 

 

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 

tentangPembentukkanProdukHukum 

DaerahSebagaimanaTelahDiubahdenganPeraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor120 

Tahun 2018 

Beberapa ketentuan dalam PermendagriNo80 Tahun 

2015 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini 

adalah: 
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Pasal 2 

Produkhukumdaerahberbentuk: 

a. Peraturan; dan 

b. Penetapan. 

Pasal 3 

Produkhukumdaerahberbentukperaturansebagaimanadimaksuddal

amPasal 2 huruf a terdiriatas: 

a. perda; 

b. perkada;dan 

c. peraturan DPRD. 

Pasal 4 

(1) PerdasebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf a 

terdiriatas: 

a. perdaprovinsi; dan 

b. perdakabupaten/kota. 

(2) Perdamemuatmaterimuatan: 

a. penyelenggaraanotonomidaerah dan tugaspembantuan; 

dan 

b. penjabaranlebihlanjutketentuanperaturanperundang-

undangan yang lebihtinggi. 

(3) Selainmaterimuatansebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

Perdadapatmemuatmaterimuatanlokalsesuaidenganketentua

nperaturanperundang-undangan. 

(4) Perdaprovinsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

memilikihierarkilebihtinggidari pada Perdakabupaten/kota. 

(5) Perdaprovinsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

memuatmaterimuatanuntukmengatur: 

a. kewenanganprovinsi; 

b. kewenangan yang 

lokasinyalintasdaerahkabupaten/kotadalamsatuprovinsi; 
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c. kewenangan yang 

penggunanyalintasdaerahkabupaten/kotadalamsatuprovin

si; 

d. kewenangan yang 

manfaatataudampaknegatifnyalintasdaerahkabupaten/kot

adalamsatuprovinsi; dan/atau 

e. kewenangan yang 

penggunaansumberdayanyalebihefisienapabiladilakukan 

oleh daerahprovinsi. 

(6) Perdakabupaten/kotasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf b memuatmaterimuatanuntukmengatur: 

a. kewenangankabupaten/kota; 

b. kewenangan yang lokasinyadalamdaerahkabupaten/kota; 

c. kewenangan yang 

penggunanyadalamdaerahkabupaten/kota; 

d. kewenangan yang 

manfaatataudampaknegatifnyahanyadalamdaerahkabupat

en/kota; dan/atau 

e. kewenangan yang 

penggunaansumberdayanyalebihefisienapabiladilakukan 

oleh daerahkabupaten/kota. 

Pasal5 

(1) Perdadapatmemuatketentuantentangpembebananbiayapaks

aanpenegakan/pelaksanaanPerdaseluruhnyaatausebagianke

padapelanggarsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan. 

(2) Perdadapatmemuatancamanpidanakurungan paling lama 6 

(enam) bulanataupidanadenda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 
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(3) Perdadapatmemuatancamanpidanakurunganataupidanadend

aselainsebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

sesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan. 

(4) Selainsanksisebagaimanadimaksud pada ayat (1), 

Perdadapatmemuatancamansanksi yang 

bersifatmengembalikan pada keadaansemula dan 

sanksiadministratif. 

(5) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (4) 

berupa: 

a. teguranlisan; 

b. tegurantertulis; 

c. penghentiansementarakegiatan; 

d. penghentiantetapkegiatan; 

e. pencabutansementaraizin; 

f. pencabutantetapizin; 

g. dendaadministratif; dan/atau 

h. sanksiadministratif lain 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

Pasal 17 

Ketentuanmengenai tata 

caraperencanaanpenyusunanPropemperdaprovinsisebagaimana

dimaksuddalamPasal 10 sampaidenganPasal 16 berlakusecara 

mutatis mutandis 

terhadapperencanaanpenyusunanPropemperdakabupaten/kota. 

Pasal 18 

Selain daftar kumulatifterbukasebagaimanadimaksuddalamPasal 

16, dalamPropemperdakabupaten/kotadapatmemuat daftar 

kumulatifterbukamengenai: 

a. penataankecamatan; dan 

b. penataandesa. 
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Di sampingperaturanperundang-undangan yang 

telahdisebutkan di atas, penyusunanRancanganPeraturan 

Daerah 

KabupatenRembangtentangPemberdayaanDesaWisataini juga 

memilikiketerkaitandenganbeberapaperaturanantara lain: 

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor 

PM.26/UM.001/MKP/2010 ttgPedomanUmum PNPM 

MadiriPariwisataMelaluiDesaWisata; 

2. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2019 tentangPemberdayaanDesaWisata di ProvinsiJawa 

Tengah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten RembangNomor5 Tahun 

2016Pembentukan dan SusunanPerangkat  Daerah 

KabupatenRembangnsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganPeraturanDaerah Kabupaten 

RembangNomor 6 Tahun 2021 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan DaerahNomor 5 

Tahun 2016tentangPembentukan dan SusunanPerangkat 

Daerah KabupatenRembang; 

4. Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 2019 

tentangRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangTahun 2019 – 2025 

 

BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN 
YURIDIS 
  

Pembentukanperaturanperundang-

undanganharusdidukungdenganhasil data riset yang 

akuratterkaitmaterimuatan. Secaragarisbesarmateri yang 



I-38 NA RaperdaPemberdayaanDesaWisata_KabRembang_ 2023. 

 

termuatdalamperaturantersebutadalahmengandungasaspengayoma

n, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinnekatunggalika, 

kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, 

kesamaankedudukandalamhukum dan pemerintah, ketertiban dan 

kepastianhukumsertakeseimbangan, keserasian dan keselarasan.  

Demikian juga untukmuatanPeraturan Daerah 

nantinyaadalahseluruhmaterimuatandalamrangkapenyelenggaraan

otonomidaerah dan tugaspembantuan, dan 

menampungkondisikhususdaerahsertapenjabaranlebihlanjutperatur

anperundang-undangan yang lebihtinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10). 

 Oleh karenauntukmewujudkanPeraturan Daerah yang 

baikdiperlukanadanyarisetataukajianakademikdalambentukNaskah

Akademik. Peraturandaerah yang 

baikharusdisusunberdasarkantigalandasanmeliputi: 

landasanfilosofis, landasanyuridis dan landasanpolitis. 

MenyangkutRancanganPeraturan Daerah Kabupaten Rembang 

tentangPemberdayaanDesaWisatainiterdapat 3 (tiga) 

landasansebagaiberikut. 

A. LandasanFilososfis 

 Peraturanperundang-undanganharusmendapatkanpembenaran 

yang dapatditerimasecarafilosofis (filsafat) yaituberkaitancita-

citakebenaran, keadilan dan kesusilaan. 

Filsafatataupandanganhidupsuatubangsaberisinilai moral dan 

etikadaribangsatersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo 

pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan 

sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-

persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan 

kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: 

Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan 
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pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan 

tingkah lakunya. 

 Moral dan etika pada dasarnyaberisinilai-nilai yang baik dan 

yang tidakbaik. Nilai yang baikadalahnilai yang 

wajibdijunjungtinggi, didalamnyaadanilaikebenaran, keadilan 

dan kesusilaansertaberbagainilailainnya yang dianggapbaik. 

Pengertianbaik, benar, adil dan susilatersebutmenurutukuran 

yang dimilikibangsa yang bersangkutan. Hukum yang 

dibentuktanpamemperhatikan moral bangsaakansia-sia, 

kalauditerapkantidakakandipatuhisecarasempurna. Nilai yang 

adanilai di Negara Indonesia tercermindalampandanganhidup, 

cita-citabangsa, falsafahataujalankehidupanbangsa (way of 

life)yaitu Pancasila. 

 Oleh karenaitu Pancasila 

merupakanlandasanuntukmembentukhukumsuatubangsa. 

Dengandemikianhukum yang dibentukharusmencerminkannilai-

nilai Pancasila. Sehinggadalampenyusunanperaturanperundang-

undangantermasukPeraturan Daerah pun 

harusmencerminkannilai-nilai Pancasila yaitu: nilaiketuhanan, 

nilaikemanusiaan, nilaipersatuan dan 

nilaikerakyatansertanilaikaedilansosial. Di sampingituPeraturan 

Daerah juga harusmencerminkannilai moral yang hidup di 

masyarakat (daerah) yang bersangkutan. 

 Hakekatotonomidaerahadalahkewenangandaerahuntukmengatu

r dan mengurusrumahtangganyasendiri. 

Mengaturberartidaerahdiberi hak untukmembuatregulasi-

regulasisesuaidenganwewenangnya. 

Mengurusberartidaerahmelaksanakanurusan-

urusanpemerintahanberdasarkanperaturanperundang-undangan 

yang berlaku. Hal ini 
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dilaksanakanuntukmewujudkankesejahteraanmasyarakat, 

meningkatkanpelayanan publik dan 

meningkatandayasaingdaerahsesuaipotensi yang ada. 

 Secarafilosofispenyelenggaraan pemerintahan desa yang 

baikakanberdampak pada penyelenggaraanpembangunan, yang 

pada gilirannyaakanmempengaruhikehidupanmasyarakatnya. 

Akanterjadipeningkatanpelayanan dan partisipasimasyarakat. 

 Dalamkonteksmanagemenpemerintahan, 

pemerintahhakekatnyaadalahpelayanmasyarakat. 

Untukmewujudkanhalinimakaparadigma yang 

harusdibangunadalahmerubahsikappemerintahdaripenguasa(pa

ngrehpraja) menjadipelayan(pamongpraja) yang 

memilikifungsimenyediakandiriuntukmelayanimasyarakat. 

Selanjutnyamemandangmasyarakatsebagaipihak yang 

harusdilayani(costumer). 

 Pemerintah Negara Republik Indonesia  dibentuk untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

 Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, 

dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 

kuat dalam  melaksanakan  pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan  sejahtera 
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memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional. 

 DesamemilikihakmembentukDesaWisata. Desaperlu 

mendapatpeluang yang 

lebihbesaruntukmeningkatkanperannyadalampengembanganek

onomimasyarakatperdesaan. 

 DalamhaliniDesaWisatadapatmenjadiinstrumen dan 

dioptimalkanperannyasebagailembagaekonomilokal yang legal 

yang berada 

ditingkatdesauntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat dan 

pendapatandesa. 

PenyusunanRancanganPeraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisata juga harussesuai 

dan selarasdenganvisi dan misipembangunandaerah. 

BerdasarkanPeraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 

2021 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 

2021-2026, visiKabupatenRembangTahun 2022-2026 adalah 

“TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026". 

Visitersebutdijabarkandalam4 misi. Rumusanmisi yang 

ditetapkansebagaiberikut: 

e. Mengembangkanprofesionalisasi, modernisasiorganisasi 

dan tata kerjabirokrasi. 

PemerintahKabupatenRembangmeningkatkansumberdayaa

paratur yang profesional dan pelayanan prima melalui 

smart government yang terintegrasiuntukmewujudkan tata 

kelola dan tata pamongpemerintahandaerah yang ekfektif, 

efisien, komunikatif, dan 

terusmelakukanpeningkatankinerjabirokrasimelaluiinovasi 

dan adopsiteknologi yang terpadu; 
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f. Mengembangkansumberdayamanusia yang 

semakinberkualitas dan terproteksidalamjaminansosial. 

PemerintahKabupatenRembangberkomitmenmemberikanke

mudahansertamenjaminterselenggaranyapelayananpendidi

kan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. 

g. Membanguninfrastruktur dan 

ketahananekonomiuntukpertumbuhanberkualitas dan 

berkeadilan. 

PemerintahKabupatenRembangberkomintenuntukmeningka

tkanpembangunaninfrastruktursecarasinergis dan 

terintegrasidenganmengutamakanpemenuhankebutuhanda

sarsesuaidayadukunglingkungansertaberwawasanlingkunga

n. Selainitu, mendorongkesejahteraanmasyarakat yang 

merata dan berkeadilanmelaluipertumbuhanekonomi yang 

berbasis pada sektorunggulandaerah, seperti, pertanian, 

perikanan, perdagangan dan pariwisata. 

h. MengembangkanKemandirianDesaberbasisPotensiLokal. 

PemerintahKabupatenRembangberkomitmenuntukmewujud

kanpeningkatandesamaju dan 

mandiridiantaranyamelaluipengelolaankeuangandesa dan 

peningkatanpendapatandesa 

RancanganPeraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisata, 

memilikirelevansidengansetidaknya 2 (dua) misiyaitu:misiketiga 

dan misikeempat.MisiKetigaadalah“Membanguninfrastruktur 

dan ketahananekonomiuntukpertumbuhanberkualitas dan 

berkeadilan” dengan: 

a. tujuannyameningkatkanpertumbuhansektorunggulan 

dan investasiterhadapekonomidaerah; 
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b. indikatortujuannyapersentasepertumbuhan PDRB 

pendukungpariwisata (PDRB 

sektorpenyediaanakomodasi dan makanminum); 

c. sasarannyameningkatnyapariwisata dan 

ekonomikreatif; 

d. indikatorsasarannyanilaisektorpariwisata dan 

ekonomikreatif. 

Sedangkan, 

misikeempatadalahMengembangkanKemandirianDesaberbasisP

otensiLokal.Misiinibertujuanuntukmewujudkanpeningkatandesa

maju dan mandiridiantaranyamelaluipengelolaankeuangandesa 

dan peningkatanpendapatandesa. Hal 

inibisadilakukanmelaluipemerataankesempatanberusaha dan 

pencpitaanlapangankerja,  

optimalisasipotensiekonomimelaluipengembanganpotensi dan 

pemberdayaanWisataDesa.Pengembanganpotensi dan 

pemberdayaanWisataDesadilaksanakandalam 

rangkamelestarikanalam, mengangkat dan melindunginilai-

nilaibudaya, agama, adatistiadat, dan karakter Daerah. 

 

 

B. LandasanSosiologis 

 Masyarakat berubahmakanilai-nilaipunikutberubah, 

kecenderungan dan harapanmasyarakatharusdapatdiprediksi 

dan terakumulasidalamperaturanperundang-undangan yang 

orientasi masa depan (Bagir Manan,  1992 : 15).  Dari 

haltersebut di 

atastersuratsuatuhaldimanasuatuperaturanperundang-

undanganharusbisamencerminkankehidupansosialmasyarakat 

yang ada. Karena 
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jikatidakmencerminkankehidupansosialmasyarakatmakaperatur

an yang dibuat juga 

tidakakanmungkindapatditerapkankarenatidakakandipatuhi dan 

ditaati. Semuaperaturan yang 

dibuatharussesuaidengankenyataanhidupmasyarakat yang 

bersangkutansupayatidakterjadisuatupertikaiankarenaperaturan 

yang dibuattidaksesuaidengankenyataanhidupmasyarakat. 

 Peraturanperundang-

undangantermasukperaturandaerahmerupakanwujudkonkritdari

hukum. Pembentukanperaturanperundang-

undanganharussesuaidengankenyataan, fenomena, 

perkembangan dan 

keyakinanataukesadaransertakebutuhanhukummasyarakat. 

Keberadaanyaharusmempunyailandasansosiologis. 

Apabilaketentuan–ketentuan yang 

terdapatdalamperaturandaerahsesuaidengankeyakinanumumat

aukesadaranhukummasyarakat, 

makauntukmengimplementasikannyatidakakanbanyakmengala

mikendala. Hukum yang 

dibuatharusdapatdipahamimasyarakatsesuaidengankenyataan 

yang dihadapimasyarakat. 

Dengandemikiandalampenyusunanrancanganperaturandaerahh

arussesuaidengankondisimasyarakat yang bersangkutan. 

 Untukmenciptakankesejahteraanumumdanpembangunankeadila

nuntuksemua (justice for all), 

Pemerintahmenggunakanduapendekatan. Pertama, 

melaluipendekatanmekanismeekonomi. 

Pendekataninidilakukandenganmendorongpertumbuhan yang 

kuatdenganmemperluasinvestasi dan 

meningkatkanbelanjapemerintah. 
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Kebijakaniniakanmemperluaskesempatankerja dan usaha yang 

akanberdampak pada makinbanyaknyarakyat yang 

memperolehpenghasilan. 

Melaluimekanismeinimakapeningkatankesejahteraan dan 

penurunankemiskinanterjadi. 

 Kedua, pendekatanintervensipositifpemerintah. 

Dalamupayauntukmenurunkankemiskinan, 

pemerintahmelakukanberbagaiintervensilangsungdengan 

program-program pro rakyat. Untuk program ini, 

adaempatklaster, yaitu program bantuan dan 

perlindungansosial, Program NasionalPemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan 

program murahuntukrakyat, yang mencakuprumahmurah, 

kendaraanumumangkutanmurah, air bersihuntukrakyat, 

listrikmurah dan hemat, peningkatankehidupannelayan, dan 

peningkatankehidupanmasyarakat miskin perkotaan. 

 Secara sosiologis Kabupaten Rembangmemilikipotensiwisata 

yang dimiliki oleh desa yang perludiberdayakan agar 

mampumeningkatkanperekonomian dan 

kesejahteraanbagimasyarakatsetempatkemandirian dan 

kesejahteraanmelaluipeningkatanpengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

sertapemanfaatansumberdayamelaluipenetapankebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuaidenganprioritaskebutuhanmasyarakat. Peraturan Daerah 

inidiharapkanakanmemberikandasarhukumdalampengelolaan 

dan pemberdayaandesawisata agar  lebihterarah, terencana, 

dan terpadudengankebijakanpembangunanlainnya. 

Berdasarkandata dariDinasKebudayaan dan 

PariwisataKabupaten Rembang, saat ini 
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diKabupatenRembangterdapat 28 DesaWisata yang tersebar di 

beberapakecamatan yang ada. Dari 28 DesaWisatatersebut, 4 

DesaWisatadengankriteriamaju, 4 

DesaWisatadengankriteriaberkembang, dan 20 

DesaWisatadengankriteriaRintisan. 

KeberadaanDesaWisata yang adadi Kabupaten 

Rembangmemiliki peran dan andil dalampemerintahandesa, 

yaitu: 

1. membantudalammeningkatkanpertumbuhanekonomimasyar

akatdesasehinggakualitashidupmasyarakatdesalebihbaik; 

2. membantudalampengembangan SDM 

sehinggamembantudalampengelolaanasetDesaWisata; 

3. memberikanruanggerak pada 

masyarakatmenengahkebawah yang tidakterjangkau oleh 

perbankkan. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pendapatan asli desa serta perekonomian desa yang kuat 

dan mandiri, melalui usaha dan pengelolaan potensi serta 

kekayaan Desa diperlukan adanya DesaWisata.Misi 

pengembangan DesaWisataadalah menggerakkan roda ekonomi 

desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Hal ini sejalan 

dengan gerakan desa wirausaha, dimana Desa mampu 

mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk 

menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja 

bagi masyarakat usia produktif. 

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk 

mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu 

juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di 

daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan 

beberapa aspek  yang berkembang di masyarakat. Hal ini 
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dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang 

berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. 

 Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk 

peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) Kebutuhan 

masyarakat (Social Need); 2) kondisi masyarakat (Social 

Condition); 3) Modal/kekayaan masyarakat (Social Capital) 

(Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007:  145). 

 Pembentukan RancanganPeraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisatasebagaibentukkebija

kan Daerah dalampemberdayaanDesaWisataberbasisnilai-

nilaibudaya, agama, adatistiadat dan karakter 

Daerahsesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah. Di 

samping itu RancanganPeraturan Daerah Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisatajuga diharapkan 

menjadi regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan 

demikian, maka keberadaan Peraturan daerah nantinya dapat 

diterima masyarakat yang ada dan produk hukum yang 

terbentuk benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan 

tidak menuai persoalan dikemudian hari. 

 

C. LandasanYuridis 

 Landasanyuridisadalahlandasanhukum (Yuridische Gelding) 

yang menjadidasarkewenangan (bevoegdheid, competencie) 

pembuatanperaturanperundang-undangan. 

Apakahkewenanganseorangpejabatatau badan 

mempunyaidasarhukum yang 

ditentukandalamPeraturanPerundang-

undangansangatdiperlukan. 

TanpadisebutkandalamPeraturanPerundang-undangan, 

seorangpejabatatausuatu badan adalahtidakberwenang 
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(obevoegdheid) mengeluarkanperaturan. 

Landasandemikianseringdisebutsebagailandasanyuridis formal. 

 Landasanyuridisdarisegikewenangandapatdilihatdarisegikewena

nganyaituapakahadakewenanganseorangpejabatatau badan 

yang mempunyaidasarhukum yang 

ditentukandalamperaraturanperundang-undangan. Hal 

inisangatperlu, mengingatsebuahperaturanperundang-

undangan yang dibuat oleh badan ataupejabat yang 

tidakmemilikikewenanganmakaperaturanperundang-

undangantersebutbatal demi hukum(neitige). 

MisalnyakewenanganuntukmenyusunUndang-Undangada pada 

DPR dan Presiden; PeraturanPemerintah dan 

PeraturanPresidenada pada Presiden; Peraturan Daerah 

Kabupatenada pada Bupatibersama-sama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten. 

 Materimuatandalamperaturanperundang-

undanganmakaharusberadasarkanasassinkronisasibaikvertikalm

aupunhorisontal. Disampingitu juga harusdiperhatikanasas-asas 

lain sepertiasasLex Specialist Derogratlegi Generali, asas yang 

kemudianmengesampingkan yang terdahulu dan lain 

sebagainya.UntukmaterimuatanPeraturan Daerah 

adalahseluruhmaterimuatandalampenyelenggaraanotonomidaer

ah dan tugaspembantuansertamemuatkondisikhususdaerah dan 

penjabaranperaturanperundang-undangan yang lebihtinggi. 

 Beberapaperaturanperundang-undang yang 

menjadilandasanpembentukanRancanganPeraturan Daerah 

Kabupaten 

RembangtentangPemberdayaanDesaWisatainiadalahsebagaiberi

kut: 



I-49 NA RaperdaPemberdayaanDesaWisata_KabRembang_ 2023. 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasarNegaraRepublik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 13Tahun 1950 

tentangPembentukan Daerah-

DaerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 

Nomor20, TambahanLembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor10); 

3. Undang-UndangNomor10 Tahun 2009 ttg Kepariwisataan; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 13 Tahun 2022 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 12 

Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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5. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

UndangNomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 

tentangPenetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 

tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

7. PeraturanPemerintahNomor 67 Tahun 1996 

tentangPenyelenggaraanKepariwisataan; 

8. PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2011 

tentangRencanaInduk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5265); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 

2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539.)sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhirdenganPeraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahanKeduaAtas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 

2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

10. PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2021 

tentangKemudahan, Pelindungan, dan 

PemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6619); 

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNomor 

PM.26/UM.001/MKP/2010 ttgPedomanUmum PNPM 

MadiriPariwisataMelaluiDesaWisata; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorNo 80 Tahun 2015 

tentang PembentukanProdukHukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri PariwisataNomor 10 Tahun 2016 ttg 

PedomanPenyusunanRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanProvinsi dan Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2019 tentangPemberdayaanDesaWisata di ProvinsiJawa 

Tengah; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten RembangNomor5 Tahun 

2016Pembentukan dan SusunanPerangkat  Daerah 

KabupatenRembangnsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganPeraturanDaerah Kabupaten 

RembangNomor 6 Tahun 2021 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan DaerahNomor 5 

Tahun 2016tentangPembentukan dan SusunanPerangkat 

Daerah KabupatenRembang; 

16. Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 2019 

tentangRencanaInduk Pembangunan 

KepariwisataanKabupatenRembangTahun 2019 – 2025; 

17. Peraturan Daerah KabupatenRembangNomor 2 Tahun 2021 

tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah 

Tahun 2021-2026. 

 

BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

A. Jangkauan dan ArahPengaturan 

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkanruang 

lingkup materi muatan dari Rancangan 

PeraturanDaerahKabupatenRembangtentangPemberdayaanDes

aWisataadalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat 

dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam 

penyelenggaraan pemberdayaan DesaWisata di daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di 

sampingitu juga sebagaibentukkebijakan Daerah 

dalampemberdayaanDesaWisataberbasisnilai-nilaibudaya, 

agama, adatistiadat dan karakter 

Daerahsesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah. 
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DesaWisatamerupakan salah 

satukegiatanekonomidalamusahapeningkatanperekonomiandes

a dan 

mempunyaiperananpentingdalammewujudkankesejahteraanma

syarakat, desa dan PemerintahDesa. 

Sebagaibentukintegrasiantaraatraksi, akomodasi, dan 

fasilitaspendukung yang 

disajikandalamsuatustrukturkehidupanmasyarakat yang 

menyatudengan tata cara dan tradisi yang berlaku, 

DesaWisatadalampengelolaan dan pemberdayaandesawisata 

agar lebihterarah, terencana, dan terpadu. 

diperlukankebijakandaerahberupaPeraturan Daerah. 

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian hukum dan memberikan pedoman 

penyelenggaraanDesaWisatasebagai sarana untuk menumbuh 

kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan. 

Dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 

diharapkan akan terwujud DesaWisatayang benar-benar 

menjadipilarkesejahteraanbangsa.KeberadaanDesaWisatatidak 

lain adalahusaha yang 

didirikanatasdasarkomitmenbersamamasyarakatbawah, 

masyarakatakarrumput, yaitumasyarakatdesa, 

untuksalingbekerjasama, bergotong royong, dan 

menggalangkekuatanekonomirakyat demi 

mewujudkankesejahteraan dan kemakmuranmasyarakatdesa. 

Arah dan jangkauan yang 

diharapkandariRancanganPeraturan Daerah yang akanDibentuk 

1. memberiruangkepadaPemerintahDesa dan Pemerintah Daerah 

membangunKolaborasi dan 
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sinergiuntukmempercepatpembangunandesamelaluistrategispeng

embangandesawisata; 

2. untukpeningkatanpembangunansektorkepariwisataan agar 

bisadikelolasecaraintegratif oleh Desa; 

3. mendorongpemerintahdesaberinisiatifmembangunstrategialternati

fpembangunandesamelaluiintegrasipotensi-

potensidesamenjadisatukesatuandayatarikwisata; 

4. menetapkanlandasanfilosofis, sosiologis, dan 

yuridisbagidesauntukmengembangkanpembangunan di 

desadenganmendasarkan pada potensiintegratif yang 

berwawasanlingkungan; 

5. meningkatkansentra-

sentraproduksimasyarakatdesamelaluipenciptaanruang-

ruangekonomilokalbaru; 

6. memberikanperlindungandalamrangkamenciptakanketentramanm

asyarakat; 

7. memberikanperlindunganhak-hakasasimanusiasertaharkat dan 

martabatsetiapwargamasyarakatsecaraproporsional; 

8. memberikankeadilansecaraproporsionalbagisetiapwargamasyarak

attanpakecuali; 

9. menciptakanketertibandalammasyarakatmelaluijaminanadanyake

pastianhukum; 

10. memberikepastianhukumbagipengembangandesawisata di 

KabupatenRembang. 

11. mempertegasperan dan tanggungjawab para pihak yang 

terkaitdalampengembangandesawisata di kabupatenRembang; 

12. mengoptimalkanpengelolaanpotensi dan 

sumberdayadesamelaluipendekatankepariwisataan; dan 

13. pemberdayaanmasyarakatdesamelaluipengembanganekonomiloka

l dan penetapandesawisata. 

 

B. KetentuanUmum 
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Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah,  pada 

dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat 

dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan 

persitilahan yang terkait atau kutipan  dari peraturan 

Perundang-undangan yang ada. 

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalahKabupatenRembang. 

2. Pemerintah Daerah 

adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan 

Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan 

yang menjadikewenangandaerahotonom. 

3. BupatiadalahBupatiRembang. 

4. Perangkat Daerah 

adalahunsurpembantuBupatidalampenyelenggaraanurusan

pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah. 

5. DesaWisataadalahsuatubentukintegrasiantaraatraksi, 

akomodasi, dan fasilitaspendukung yang 

disajikandalamsuatustrukturkehidupanmasyarakat yang 

menyatudengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

6. Wisataadalahkegiatanperjalananatausebagiandarikegiatant

ersebut yang 

dilakukansecarasukarelasertabersifatsementarauntukmenik

matiobjek dan daya Tarik wisata. 

7. WisataDesaadalahkegiatanperjalananseseorangatausekelo

mpokkecilwisatawanatautraveler, 

tinggaldalamataudekatdengansuasanatradisional di 

Kawasan Desa, menikmatidaya Tarik desawisata, 

belajartentangkehidupanpedesaansertalingkungansetempat

. 

8. Wisatawanadalah orang yang melakukanwisata. 

9. Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisata dan 

didukungberbagaifasilitassertalayanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan PemerintahDesa. 

10. PariwisataDesaadalahbentukpariwisataalternatif yang 

mencakupberbagaimacamkegiatanwisatadesa dan 
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didukungberbagaifasilitassertalayananyagdisediakan oleh 

masyarakatsetempat, maupunpengusahamitradesawisata. 

11. Kepariwisataanadalahkeseluruhankegiatan yang 

terkaitdenganpariwisata dan 

bersifatmultidimensisertamultidisiplin yang 

munculsebagaiwujudkebutuhansetiap orang dan negara 

sertainteraksiantarawisatawan dan masyarakatsetempat, 

sesamawisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha. 

12. Daya Tarik WisataDesaadalahsegalasesuatu yang 

memilikikeanekaragamankekayaanalam, budaya, tradisi, 

peninggalansejarah, gayahidup, 

kualitashidupmasyarakatsetempat, dan 

hasilbuatanmanusia di Kawasan desawisata yang 

menjadisasaranatautujuankunjunganwisatawan. 

13. Objek dan Daya Tarik Wisataadalahsegalasesuatu yang 

menjadisasaranwisata. 

14. DestinasiDesaWisataadalah Kawasan wisatadesa yang di 

dalamnyaterdapatdaya Tarik wisatadesa, fasilitasumum, 

fasilitaspariwisatadesa, aksesibilitas, sertamasyarakat yang 

salingterkait dan melengkapiterwujudnya Kawasan 

Desawisata. 

15. Usaha PariwisataDesaadalahusaha yang 

menyediakanbarang dan 

jasabagipemenuhankebutuhanwisatawan dan 

penyelenggaraanpariwisatadesaberbasis pada karya, 

masyarakatsetempat, bahanbakulokal, 

menekanpotensipencemaranlingkungan dan 

eksploitasisumberdayalokal, 

sertamengarahuntukdiversifikasikesempatankerja. 

16. PengelolaDesaWisataadalahkelompokmasyarakatataulemba

gamasyarakatsetempat/Pemerintah Daerah/Badan 

Usaha/PemerintahDesa/PihakKetiga yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah sebagaipihak yang 

bertanggungjawabmengelolaDesaWisata. 

17. PengusahaDesaWisataadalahkelompokmasyarakatatau 

Lembaga masyarakatsetempat/Pemerintah Daerah/Badan 

Usaha/PemerintahDesa/PihakKetiga yang ditetapkan oleh 
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Pemerintah Daerah sebagaipihak yang 

bertanggungjawabmengelolaDesaWisata. 

18. PengusahaPariwisataadalah orang, sekelompok orang atau 

badan yang melakukankegiatanusahapariwisata. 

19. Daya Tarik Wisataadalahsegalasesuatu yang 

memilikikeunikan, keindahan, dan nilai yang 

berupakeanekaragamankekayaanalam, budaya dan 

hasilbuatanmanusia yang 

menjadisasaranatautujuankunjunganwisatawan. 

20. Kawasan StrategisDesaWisataadalah Kawasan yang 

memilikifungsiutamapariwisatadesaataumemilikipotensiunt

ukpengembangankewasandesawisata yang 

mempunyaipengaruhpentingdalamsatuataulebihaspek, 

sepertipertumbuhanekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaansumberdayaalam, 

sertadayadukunglingkunganhidup. 

21. KelompokSadarWisata yang 

selanjutnyadisingkatPokdarwisadalahkelembagaan di 

tingkatmasyarakat yang anggotanyaterdiridari para 

pelakukepariwisataan yang memilikikepedulian dan 

tanggungjawabsertaberperansebagai motivator, 

penggerak, dan 

komunikatordalammendukungterciptanyaiklimkondusifbagi

tumbuh dan 

berkembangnyakepariwisataansertaterwujudnyaSaptaPeso

nadalammeningkatkanpembangunandesa 

dan/ataudaerahmelaluikepariwisataan yang 

akanmemberikanmanfaatbagikesejahteraanmasyarakatseki

tar. 

22. Desaadalahkesatuanmasyarakathukum yang 

memilikibataswilayah yang berwenanguntukmengatur dan 

mengurusurusanpemerintahan, 

kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasy

arakat, hakasalusul, dan/atauhaktradisional yang diakui 

dan dihormatidalam system pemerintahan Negara 

KesatuanRepublik Indonesia. 

23. PemerintahDesaadalahKepalaDesadibantuPerangkatDesase

bagaiunsutpenyelenggaraPemerintahanDesa. 

24. KepalaDesaadalahKepalaDesa di Daerah. 
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25. Badan PermusyawaratanDesa yang selanjutnyadisingkat 

BPD adalahlembaga yang 

melaksanakanfungsipemerintahan yang 

anggotanyamerupakan wakil 

daripendudukDesaberdasarkanketerwakilanwilayah dan 

ditetapkansecarademokratis. 

26. Badan Usaha MilikDesa yang 

selanjutnyadisebutBUMDesaadalah badan usaha yang 

seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki oleh 

Desamelaluipenyertaansecaralangsung yang 

berasaldarikekayaanDesa yang dipisahkangunamengelola 

asset, jasapelayanan, dan usahalainnyauntuksebesar-

besarnyakesejahteraanmasyarakatDesa. 

27. NomorIndukBerusaha yang selanjutnyadisingkat NIB 

adalahbuktipenyelenggaranperizinanberusahaberbasisresik

orendah dan menengah. 

28. PerizinanBerusahaBidangPariwisata yang 

selanjutnyadisebutIzinadalahlegalitas yang 

diberikankepadaPelaku Usaha di 

bidangPariwisatauntukmemulai dan menjalankanusaha 

dan/ ataukegiatannya. 

29. Kearifanlokaladalahnilai-nilailuhur yang berlakudalam tata 

kehidupanmasyarakatantara lain untukmelindungi dan 

mengelolalingkunganhidupsecaralestari. 

 

PemberdayaanDesaWisatadiselenggarakanberdasarkanasas: 

a. kelestarian; 

b. kemanfaatan; 

c. partisipatif; 

d. keaslian;  

e. tradisisetempat;  

f. sikap dan nilai;  

g. nilaitambah;   

h. keberlanjutanpengelolaan;  

i. kolaboratif;  
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j. edukatif; 

k. netralitas; 

l. kemandirian; dan  

m. konservasi dan dayadukung. 

Prinsip yang digunakandalampemberdayaanDesaWisataadalah: 

a. pemberdayaanmasyarakatdenganmemanfaatkansarana 
dan prasaranamasyarakatsetempat;  

b. pengembanganbudayatradisional yang melekat pada 
suatudesaatausifatbudaya yang identik; dan  

c. memeliharakelestarianalam dan 
perlindunganlingkunganhidupdengankonseppengembangan
fasilitaswisatadalamskala yang terbatas. 

 
 

MaksudditetapkannyaPeraturan Daerah 

iniadalahsebagaibentukkebijakan Daerah 

dalampemberdayaanDesaWisataberbasisnilai-nilaibudaya, 

agama, adatistiadat dan karakter 

Daerahsesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah. 

Sedangkantujuannyaadalahuntuk:  

a. memberikanpedomanbagipengelolaan dan 

pengembangankepariwisataanberbasisnilai-nilaibudaya, 

agama, adatistiadat dan karakter 

Daerahsesuaidenganperencanaanpembangunan Daerah;  

b. menjaminpelestariannilai-nilaibudayalokal yang 

memuatstrukturkehidupan, tata cara dan tradisi yang 

berlaku pada masyarakat di DesaWisata;  

c. meningkatkankesejahteraanmasyarakatDesaWisata;  

d. mengembangkanlembagakepariwisataan dan tata 

kelolapariwisata yang 

mampumensinergikanpembangunandestinasipariwisata, 

pemasaranpariwisata, dan 

industripariwisatasecaraprofesional; 
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e. meningkatkankesadaran dan 

partisipasidalampreservasipeninggalansejarah dan 

budaya;  

f. menumbuhkembangkansikap dan kebanggaanakanadat, 

tradisi, dan budayaDesa;  

g. mempercepatpenanamansikap dan keterampilan yang 

sesuaidengansaptapesonapariwisata Indonesia; dan  

h. meningkatkanpengetahuanmasyarakat 

dan/atauWisatawantentanglingkunganalam dan 

budayadesa. 

 

C. Materi yang Akan Diatur 

RuangLingkupmaterimuatanPeraturan Daerah 

inimeliputi: 

1. strategipemberdayaan;  

2. penetapanDesaWisata;  

3. pengelolaDesaWisata;  

4. kategoriDesaWisata; 

5. pengembanganDesaWisata;  

6. pengembangandayatarikDesaWisata;  

7. usahapariwisata pada DesaWisata;  

8. pemberdayaan dan peransertamasyarakat;  

9. peranPemerintah Daerah; 

10. kewajibanPemerintah Daerah dan PemerintahDesa;  

11. hak, kewajiban, dan larangan; 

12. promosi Kawasan DesaWisata; 

13. pembiayaan;  

14. pembinaan dan pengawasan; dan  

15. ketentuansanksi. 
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Selanjutnyadariruanglingkuptersebutdijabarkandalamba

b dan pasal-pasalnya adalah sebagai berikut. 

BAB II 
STRATEGI PEMBERDAYAAN 

 
Pasal 6 

StrategiPemberdayaanDesaWisatameliputi: 
a. identifikasinilai-nilaibudaya yang ada dan 

potensialuntukdilestarikan dan dikembangkan;  
b. pemberdayaanpotensi-potensiWisataDesauntukdibangun dan 

dikembangkan;  
c. pelembagaan forum-forum aktualisasibudaya dan 

pariwisataDesadalamkegiatan-kegiatanstrategistingkatlokal, 
regional, nasional dan internasional;  

d. peningkatankoordinasi, informasi, promosi dan 
komunikasiantarPemerintahDesa, Pemerintah Daerah dan 
pemangkukepentinganpariwisatadalamupayapengembanganDes
aWisata yang berkelanjutan.  

 
 

 
Pasal 7 

(1) PemberdayaanDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 6 
meliputi:  
a. wisataalam yang 

meliputidayatarikwisataberbasissumberdayaalamperdesaan
antara lain hutan, perkebunanrakyat, laut/pantai, 
bendungan, sungai, dan embungdalam model 
pengembanganwisataagro;   

b. wisatareligi yang meliputi: ziarahwali dan tokoh agama, 
dan situs/cagarbudaya, religi; 

c. wisatabudaya yang 
meliputidayatarikwisataberbasistradisibudaya dan 
KearifanLokalsepertiupacaraadat, musiktradisional, 
taritradisional, arsitekturlokal, kerajinanlokal  dan 
kulinersertakekhasanbudayalainnya;   

d. wisatahasilbuatanmanusia yang 
meliputidayatarikwisataberbasiskreasi dan kreatifitas orang 
peroranganmaupunkelompoksepertikerajinantangandalamb
entuksenirupa, senilukis, tamanrekreasi, galeri dan 
sanggarbudayasetempat.  

(2) Selain basis pemberdayaanDesaWisatasebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dapatdikembangkanperpaduanantara 
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basis wisataalam, wisatabudaya, dan 
wisatahasilbuatanmanusia.  

 
 

BAB III  
PENETAPAN DESA WISATA 

 
BagianKesatu 

Umum 
 

Pasal 8 
PenetapanDesaWisatadilakukanmelaluitahapan:  
a. pencananganDesawisata;  
b. penilaianDesaWisata; dan  
c. penetapanDesaWisata.  
 

BagianKedua 
PencananganDesaWisata 

 
Pasal 9 

(1) PencananganDesaWisatadapatdilakukan oleh 
kelompokmasyarakat, BUM Desa, ataupihak lain 
melaluiKepalaDesaatauLurah.  

(2) KepalaDesaataulurahmengajukanpermohonanpenetapanDesa
WisatakepadaBupatisesuaidenganketentuanperaturanperundan
g-undangan.  

(3) Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
dilampiridokumenpendukung paling sedikitberupa:  
a. data profilwilayah;  
b. potensiwisata yang akandikembangkan;  
c. data pengunjungDesaWisata;  
d. kelembagaancalonPengelolaDesaWisata;  
e. kesesuaiandenganrencana tata ruangwilayah; dan  
f. rencanamitigasibencana.  

(4) DalamrangkamenindaklajutiPengajuanpermohonanpenetapanD
esaWisatasebagaimanadimaksud pada ayat (2), 
Bupatimelakukan:  
a. sosialisasikepadamasyarakat yang 

memuatpengetahuanrencana dan pembangunan, 
sertamanajemenpemasaranDesaWisata;  

b. inventarisasi dan penggalianpotensidayatarikwisata yang 
harusdipertahankan; dan  

c. penilaiankelayakansebagaiDesaWisata.  
 

BagianKetiga 
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PenilaianDesaWisata 
 

Pasal 10 
(1) BupatimelakukanpenilaianusulanpermohonanpenetapanDesaWi

satasebagaimanadimaksuddalamPasal 9. 
(2) Penilaiansebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. atraksiwisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;  
b. kondisigeografisDesakhususnyamenyangkutjumlahrumah, 

jumlahpenduduk, karakteristik dan luaswilayahdesa yang 
berkaitandengandayadukungkepariwisataan pada 
suatuDesa;  

c. sistemkepercayaan dan kemasyarakatan yang 
merupakanaspekkhusus pada komunitassebuahDesa;  

d. ketersediaaninfrastrukturmeliputifasilitas dan 
pelayanantransportasi, fasilitaslistrik, air bersih, drainase, 
pengolahanlimbah, telepon dan sebagainya;  

e. perkembanganjumlahpengunjungDesaWisata;  
f. rencanakelembagaanpengelolaDesaWisata;  
g. analisiskesesuaiandenganrencana tata ruangwilayah; dan  
h. analisisrencanamitigasibencana.  

 
Pasal 11 

DalammelakukanpenilaiansebagaimanadimaksuddalamPasal 10, 
BupatimenugaskanPerangkat Daerah yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahanbidangpariwisata.  
 

BagianKempat 
PenetapanDesaWisata 

 
Pasal 12 

(1) BupatimenetapkansebuahDesa/KelurahanmenjadiDesaWisatas
etelahdilakukanpenilaiandenganmemperhatikanhasilpenilaians
ebagaimanadimaksuddalamPasal 9.  

(2) PenetapanDesa/KelurahanmenjadiDesaWisatasebagaimanadim
aksud pada ayat (1)  dengan Keputusan Bupati.  

 
Pasal 13 

Ketentuanlebihlanjutmengenaipencanangan, penilaian, dan 
penetapandiaturdalamPeraturanBupati.  
 
 
 

 
BAB IV  

PENGELOLA DESA WISATA 
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Pasal 14 

(1) PengelolaDesaWisatadapatberbentuk:  
a. Badan Usaha MilikDesa; 
b. kelompokSadarWisata; dan/atau 
c. Kelompokmasyarakatlainnya. 

(2) Satu DesaWisatahanyabolehdikelola oleh 
satupengelolaDesaWisata. 

(3) Masa jabatanPengelolaDesaWisataadalah 5 (lima) tahun, dan 
dapatdiangkatlagiuntuksatu kali masa jabatanberikutnya. 

(4) SusunanPengelolaDesaWisatasebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) 
disesuaikandengankebutuhanberdasarkanketentuanperaturanp
erundang-undangan. 

 
Pasal 15 

(1) PengelolaDesaWisatabertugas:  
a. mengatur dan mengelolaDesaWisataantara lain:  

1. kegiatanatraksiwisata;  
2. perizinanberusahabidangpariwisata;  
3. sarana dan prasana; dan/atau 
4. fasilitas dan keamanan.  

b. membinausahakepariwisataan yang ada;  
c. mengelolasemberdaya yang adaberupa:  

1. sumberdayamanusiaataukaryawan; 
2. aset; dan 
3. keuangan.  

d. menyelenggarakankerjasamakemitraandenganpihakketiga; 
dan  

e. melakukankoordinasidenganPemerintahDesa, Perangkat 
Daerah  dan/atauperangkatdaerahprovinsi yang 
terkaitdenganpengembanganDesaWisata.  

(2) Pengelolaansumberdayasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputikegiatanperencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang 
dilaksanakansesuaidenganketentuan yang berlaku.  

 
 

BAB V 
KATEGORI DESA WISATA 

 
Pasal 16 

KategoriDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 14,  
berdasarkan pada tingkatpengembangan dan basis.  
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Pasal 17 
(1) DesaWisataberdasarkan pada 

tingkatpengembangansebagaimanadimaksuddalamPasal 16, 
dibedakanmenjadi:  
a. DesaWisatarintisan;  
b. DesaWisataberkembang;  
c. DesaWisatamaju; dan  
d. DesaWisatamandiri.  

(2) DesaWisatarintisansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf 
a, ditentukandenganmenggunakankriteria:  
a. masihberupapotensi yang 

dapatdikembangkanmenjadidestinasiwisata;  
b. pengembangansarana dan prasaranawisatamasihterbatas;  
c. belumadaataumasihsedikitsekaliWisatawan yang 

berkunjung yang berasaldarimasyarakatsekitar;  
d. kesadaranmasyarakatterhadappotensiwisatabelumtumbuh;  
e. sangatdiperlukanpendampingandaripihakterkait;  
f. memanfaatkan dana 

DesauntukpengembanganDesaWisata; dan  
g. pengelolaanDesaWisatamasihbersifatlokalDesa.   

(3) DesaWisataberkembangsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
huruf b, ditentukandenganmenggunakankriteria:  
a. sudahmulaidikenal dan dikunjungimasyarakatsekitar dan 

pengunjungdariluardaerah;  
b. sudahterdapatpengembangansaranaprasarana dan 

fasilitaspariwisata; dan   
c. sudahmulaiterciptalapanganpekerjaan dan 

aktivitasekonomibagiwargamasyarakat.  
(4) DesaWisatamajusebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, 

ditentukandenganmenggunakankriteria:   
a. masyarakatsudahsepenuhnyasadarakanpotensipariwisatate

rmasukpengembangannya;  
b. sudahmenjadidestinasiwisata yang terkenal dan 

banyakdikunjungiWisatawan, termasukWisatawanmanca 
negara;  

c. sarana dan 
prasaranasertaFasilitasPariwisatasudahmemadai;  

d. masyarakatsudahmampumengelolapariwisatamelaluikelom
pokkerjalokal;  

e. masyarakatsudahmampumengelola dana 
DesauntukpengembanganDesaWisata; dan  

f. terdapatsistempengelolaanDesaWisata yang berdampak 
pada peningkatanekonomimasyarakat dan 
pendapatanasliDesa.  
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(5) DesaWisatamandirisebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf 
d, ditentukandenganmenggunakankriteria:  
a. masyarakatsudahberinovasidalampengembanganpotensiWi

sataDesamenjadi unit kewirausahaan yang mandiri; 
b. sudahmenjadidestinasiwisata yang dikenalmancanegara 

dan sudahmenerapkankonsepkeberlanjutan yang diakui 
oleh dunia;  

c. sarana dan prasaranasudahmengikutistandarinternasional;  
d. pengembanganDesaWisatasudahdilakukansecarakolaboratif

antarsektor dan pentahelixsudahberjalanbaik;  
e. dana 

Desamenjadibagianpentingdalampengembanganinovasidive
rsifikasiprodukwisata di DesaWisata; dan   

f. Desasudahmampumelaksanakandigitaslisasisebagaibentuk
promosimandirimelaluidigitalisasi dan teknologi.  

 
Pasal 18 

(1) DesaWisataberdasarkan pada basis 
sebagaiamanasebagaimanadimaksuddalamPasal 16, 
dibedakanmenjadi:   
a. DesaWisataberbasiskeunikansumberdayaalam;   
b. DesaWisataberbasiskeunikansumberdayabudayalokal;  
c. DesaWisatakreatif; dan   
d. DesaWisataberbasiskombinasi.  

(2) DesaWisataberbasiskeunikansumberdayaalamsebagaimanadim
aksud pada ayat (1) huruf a merupakanDesaWisata yang 
menjadikankondisialamsebagaidayatarikutama.  

(3) DesaWisataberbasiskeunikansumberdayabudayalokalsebagaim
anadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakanDesaWisata 
yang menjadikankeunikanadattradisi dan 
kehidupankeseharianmasyarakatmenjadidayatarikutama.  

(4) DesaWisatakreatifsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakanDesaWisata yang 
menjadikankeunikanaktivitasekonomikreatifdarikegiatanindust
rirumahtanggamasyarakatlokal, 
baikberupakesenianmaupunkerajinanmenjadidayatarikutama.  

(5) DesaWisataberbasiskombinasisebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) huruf d merupakanDesaWisata yang 
mengombinasikanantara 1 (satu) ataulebihDaya Tarik Wisata 
yang dimiliki.  

 
 
 
 

BAB VI  
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PENGEMBANGAN DESA WISATA 
 

Pasal 19 
PengembanganDesaWisatameliputi: 
a. pengembanganinfrastrukturDesaWisata; 
b. pemasaranDesaWisata; 
c. penguatankelembagaanDesaWisata; dan  
d. kerjasamakemitraan.  
 

Pasal 20 
PengembanganinfrastrukturDesaWisatasebagaimanadimaksuddala
mPasal 19 huruf a, meliputi:  
a. pembangunaninfrastruktursarana dan 

prasaranasentraindustriDesa;   
b. pembangunaninfrastrukturindustrikreatif dan 

industrirumahtanggaDesa;  
c. pembangunaninfrastrukturtransportasi dan komunikasi; dan  
d. pembangunaninfrastrukturlainnyasesuaikebutuhan.  
 
 

Pasal 21 
PemasaranDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 19 huruf b 
meliputipemasaranDesaWisatabersama, terpadu dan 
berkesinambungandenganmelibatkanseluruhpemangkukepentingan
sertapemasaran yang bertanggungjawabdalammembanguncitra 
Daerah sebagaidestinasiDesaWisata yang berdayasaing.  
 

Pasal 22 
PenguatankelembagaanDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPas
al 19 huruf c antara lain:  
a. pengembangankapasitasorganisasiDesaWisata;  
b. mekanisme, operasional dan sistemkepariwisataan; dan  
c. peningkatankapasitassumberdayamasyarakatDesaWisata.  
 

Pasal 23 
(1) KerjasamakemitraansebagaimanadimaksuddalamPasal 19 

huruf d dilakukan oleh 
PengelolaDesaWisatadenganpihakketigadalamrangkauntukmen
ingkatkankesejahteraanmasyarakatDesaWisata.  

(2) Kerjasamasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dituangkandalamsuatuperjanjiankerjasamasecaratertulisdisaks
ikan oleh KepalaDesa/Lurah, dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahanbidangPariwisata.  

(3) Perjanjiankerjasamasebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
paling sedikitmemuat:  
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a. ruanglingkupkerjasama; 
b. tata cara dan ketentuanpelaksanaankerjasama; 
c. jangkawaktu; 
d. hak dan kewajiban;  
e. pendanaan;  
f. tata caraperubahan, penundaan, dan pembatalan; dan  
g. penyelesaianperselisihan.  

 
 

Pasal 24 
KerjasamaantaraPengelolaDesaWisatadenganpihakketigasebagaima
nadimaksuddalamPasal 23 antara lain dapatberbentuk:  
a. kerjasamabagihasilusaha; 
b. kerjasamaproduksi; 
c. kerjasamamanajemen; dan/atau 
d. kerjasamabagitempatusaha.  
 

Pasal 25 
(1) DalamrangkapengembanganDesaWisata di Daerah dibentuk 

Forum KomunikasiPengelolaDesaWisata. 
(2) Pembentukan Forum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahanbidangpariwisata. 

(3) Ketentuanlebihlanjutmengenai Forum 
KomunikasiPengelolaDesaWisatadiaturdalamPeraturanBupati. 

 
 

BAB VII 
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA 

 
Pasal 26 

(1) PengembangandayatarikDesaWisatameliputi:  
a. pengembangan dan pengemasanpotensialam, budaya, dan 

buatanberbasismasyarakat;  
b. pengembanganfasilitaspendukungdayatarikDesaWisata;  
c. paketwisata yang terpadudenganwisatalainnya; dan  
d. penggunaanbangunan, bahasa, aksara dan sastra 

lokalsetempat yang menjadicirikhasDesaWisata.  
(2) Pengembangandayatariksebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

didukungdengankegiatanpromosiwisata.  
 

Pasal 27 
(1) PengembangandayatarikDesaWisatasebagaimanadimaksuddala

mPasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh PengelolaDesaWisata.  
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(2) PelaksanaandayatarikDesaWisatasebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) dapatdilakukanbersama-samadenganPemerintah 
Daerah dan 
pengusahawisatasecarasinergidenganprinsipintegrasi dan 
koordinasi. 

(3) PengembangandayatarikDesaWisatamengacu pada 
RencanaInduk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah.  

 
 

BAB VIII 
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA 

BagianKesatu 
Umum 

 
Pasal 28 

(1) Dalamrangkapenyediaanbarang 
dan/ataujasabagipemenuhankebutuhanwisatawan dan 
penyelenggaraanpariwisata, 
pengembanganDesaWisatadidukungdenganusahapariwisata 
yang baik.  

(2) Usaha pariwisatasebagaimanadimaksud pada ayat (1), 
meliputibidangusahakepariwisataansebagaimanadiaturdalamke
tentuanperaturanperundang-undanganbidangKepariwisataan.  

 
Pasal 29 

(1) DalaamrangkamemberikanperlindunganbagipengelolaanDesaW
isata, Pemerintah Daerah dapatmembatasiusahapariwisata 
yang ada.  

(2) Pembatasanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. pembatasanjenisusahatertentu yang 

dianggapbertentangandengannilai-
nilaibudayamasyarakatDesawisata dan/ataujenisusaha 
yang tidaksesuaidengankonsepDesaWisata yang 
ditetapkan; dan  

b. pembatasanskalausahapariwisatadalamrangkamemberikan
perlindunganbagipengusahapariwisataskalamikro, kecil, 
menengah.  

(3) Pembatasanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2),  
dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.  

 
 

Pasal 30 
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(1) Setiapusahapariwisata di 
DesaWisatawajibmemilikiPerizinanBerusahabidangPariwisatada
ripejabat yang berwenang.  

(2) PerizinanBerusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.  

 
BagianKedua 

Jenis Usaha PariwisataDesaWisata 
 

Pasal 31 
(1) JenisusahapariwisataDesaWisataantara lain:  

a. jasamakanan dan minuman;  
b. penyediaanakomodasi;  
c. penyelenggaraankegiatanhiburan dan rekreasi;  
d. dayatarikwisata;  
e. kawasanpariwisata;  
f. jasatransportasiwisata;  
g. jasaperjalananwisata;  
h. penyelenggaraanpertemuan, perjalananinsentif, 

konferensi, dan  
i. pameran;  
j. jasapramuwisata;  
k. wisatatirta;  
l. jasainformasipariwisata;  
m. jasakonsultanpariwisata; dan  
n. spa.  

(2) JenisusahapariwisataDesaWisatasebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) mencerminkantradisi dan 
KearifanLokalmasyarakatDesaWisata.  

 
 
 

BAB IX 
PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
BagianKesatu 

Pemberdayaan Masyarakat 
 

Pasal 32 
(1) Pemerintah Daerah 

mengutamakankonseppemberdayaanmasyarakatdalamrangka
menfasilitasi dan 
melaksanakanupayapengembanganDesaWisata.  
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(2) Pemberdayaanmasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) 
dilaksanakanbersamadengankelompokmasyarakatsecarakoordi
natif dan terpadudenganprinsiptransparan, partisipatif, dan 
akuntabilitassertamencerminkannilai-nilaisosialbudaya yang 
ada dan berkembang di masyarakat.  

(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaipemberdayaanmasyarakatdiatur
dalamPeraturanBupati.  

 
 

BagianKedua 
Peran Serta Masyarakat 

 
Pasal 33 

(1) Masyarakat diberikesempatanuntukikutsertadalam proses 
pembangunanDesaWisata.  

(2) Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
berupapemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, 
masukanterhadappengembangan, informasipotensi dan 
masalah, sertarencanapengembanganDesaWisata.  

(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, 
masukansebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
disampaikansecaratertuliskepadaPengelolaDesaWisata.  

 
Pasal 34 

(1) DalampemberdayaanDesaWisata, masyarakatmempunyaihak:  
a. mengetahuirencanapenetapanDesaWisata;  
b. menikmatipertambahannilaimanfaatsebagaiakibatditetapka

nnyaDesaWisata.  
(2) DalampemberdayaanDesaWisata, 

masyarakatmempunyaikewajiban:  
a. menjaga dan melestarikandayatarikwisata dan 

KearifanLokal;  
b. membantuterciptanyaSaptaPesonaWisata;  
c. menjagakelestarianlingkungan dan 

arsitekturlokalDesaWisata; dan/atau 
d. berperilakusantunsesuainorma agama, adat, budaya dan 

nilai-nilai yang hidupdalammasyarakatsetempat.  
 

 
BAB X 

PERAN PEMERINTAH DAERAH  
 

BagianKesatu 
Fasilitasi 
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Pasal 35 

(1) Pemerintah Daerah 
dapatmemfasilitasipelaksanaanpemberdayaanDesaWisata.  

(2) Fasilitasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dapatdisesuaikandengan basis 
DesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 18.  

 
Pasal 36 

(1) FasilitasipelaksanaanpemberdayaanDesaWisatasebagaimanadi
maksuddalamPasal 35 ayat (1) dapatberupa:  
a. pembinaanlangsung;  
b. bantuanpembiayaanpemberdayaan; dan/atau 
c. kerjasama Daerah 

denganpemangkukepentinganpariwisata.  
(2) Fasilitasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

diberikankepadalembagapengelolaDesaWisata dan pelaku 
Usaha Pariwisata.  

 
Pasal 37 

(1) PembinaanlangsungsebagaimanadimaksuddalamPasal 36 ayat 
(1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahanbidangpariwisata.  

(2) Dalammelakukanpembinaanlangsungsebagaimanadimaksud 
pada ayat (1) dapatdilakukankerjasama Daerah 
dan/atauberkoordinasidenganpemangkukepentinganpengemba
nganpariwisata.  

(3) Pemangkukepentinganpengembanganpariwisatasebagaimanadi
maksud pada ayat (2) meliputi:  
a. pemerintah/pemerintahdaerahlainnya;  
b. pelakubisnis;  
c. akademisi;  
d. komunitas; dan  
e. media.  

 
Pasal 38 

(1) Bantuanpembiayaanpemberdayaansebagaimanadimaksuddala
mPasal 36 ayat (1) huruf b 
diberikandenganmemperhatikankemampuankeuangan Daerah.  

(2) Mekanismepemberianbantuanpembiayaanpemberdayaansebag
aimanadimaksud pada ayat (1) 
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-  undangan.  

 
Pasal 39 
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(1) Kerjasamadaerahdenganpemangkukepentinganpariwisataseba
gaimanadimaksuddalamPasal 36 ayat (1) huruf c 
dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan 

(2) Kerjasama Daerah 
denganpemangkukepentinganpariwisatasebagaimanadimaksud
dalamPasal 36 ayat (1) huruf c 
harusmengutamakankepentinganmasyarakat yang ada di 
dalamkawasanDesaWisata.  

(3) Kerjasamasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan. 

 
 

Pasal 40 
Ketentuanlebihlanjutmengenaimekanismefasilitasisebagaimanadim
aksuddalamPasal 36 sampaidenganPasal 39 
diaturdalamPeraturanBupati.  
 
 

BagianKedua 
StrategiPemberdayaan 

 
Pasal 41 

PemberdayaanDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal 35, 
dilaksanakanmelaluistrategisebagaiberikut: 
a. mengembangkanatraksi yang berbasisalam, budaya 

dan/ataukreatif, 
dengantetapmempertahankanpotensilokalsebagaidayatarikutam
a;  

b. meningkatkansarana, prasarana, dan 
FasilitasPariwisatasertakelengkapanamenitas;  

c. meningkatkankualitassumberdayamanusiapariwisata yang 
mampumemberikanpelayananterbaikbagiWisatawan;  

d. melibatkanmasyarakatsetempatdalampengembanganDesaWisat
a, agar masyarakatsetempatmenjadituanrumah di 
desanyasendiri; dan/atau 

e. menumbuhkanindustrikecil dan menengahskalalokal agar 
dapatberperandalampemberdayaanDesaWisata.  

 
 
 

Pasal 42 
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Pemerintah Daerah, 
mendukungstrategipemberdayaanDesaWisatasebagaimanadimaksu
ddalamPasal 41, dengan:  
a. melakukanpromosimelalui media cetakatauelektronik; dan/atau 
b. mengikutsertakandalamkegiatankepariwisataan.  

 
 

BAB XI 
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA 

 
Pasal 43 

(1) DalampemberdayaanDesaWisata, Pemerintah Daerah 
berkewajiban: 
a. menyediakaninformasipariwisatadesa, 

perlindunganhukumsertakeamanan dan 
keselamatankepadawisatawan; 

b. menciptakaniklim yang 
kondusifuntukperkembanganusahapariwisatadesa yang 
meliputiterbukanyakesempatan yang samadalamberusaha, 
memfasilitasi dan memberikankepastianhukum; 

c. memberikanpengakuanataskepemilikanmasyarakatterhada
pnilaitradisi dan kekayaanbudayadaerah, 
sertamelakukanpelestariantradisi dan 
kekayaanbudayadaerahsebagai asset pariwisata; 

d. memelihara, mengembangkan dan melestarikanaset yang 
menjadidaya Tarik wisatadesa dan asset potensial yang 
belumtergali; 

e. memberdayakanmasyarakatsetempatbesertalingkunganala
mbudaya dan budayalokal; 

f. mendorongkemitraanusahapariwisatadesa; 
g. mempromosikanindustrikerajinankhasdaerah; 
h. mempromosikanpotensidayatarikwisataskaladaerah; 
i. menyelenggarakanpelatihansumberdayamanusiatentangke

pariwisataan;  
j. membangunsarana dan 

prasaranasertafasilitaspenunjangpariwisata  di DesaWisata; 
k. memberikankemudahanregulasi yang 

menunjangkemajuanpembangunan dan 
pengembanganDesaWisata;  

l. memberikanbantuankeuangankepadaPengelolaDesaWisata
sesuaikemampuankeuangan Daerah;  

m. memfasilitasipembiayaanterhadappenyediaan modal 
dalampelaksanaan program pemberdayaanDesaWisata; 

n. memfasilitasipengelolaDesaWisatadalammemperolehPerizin
anBerusahasebagaimanadimaksuddalamPasal 28 
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sesuaidengankewenangannyaberdasarkanketentuanperatur
anperundang-undangan; dan 

o. mengawasi dan 
mengendalikankegiatankepariwisataandalamrangkamenceg
ah dan 
menanggulangiberbagaidampaknegatifbagimasyarakatluas. 

(2) DalampemberdayaanDesaWisata, 
PemerintahDesaberkewajiban: 
a. mendorongupayapeningkatankesejahteraanmasyarakatmel

aluipengembangandesawisata; 
b. memeliharaketentraman dan 

ketertibandalampenyelenggaraanpariwisatadesa; 
c. menegakkanperaturanperundang-undangan; 
d. menjalin dan 

mendorongKerjasamasertakoordinasidenganseluruhpeman
gkukepentinganpariwisatadesa; 

e. menyelesaikanperselisihanusahapariwisatadesa yang 
timbuldalammasyarakat di desa; 

f. mengembangkanperekonomianmasyarakatmelaluiperluasa
nkesempatanusaha di bidangpariwisatadesa; 

g. membina dan melestarikannilai social 
budayamasyarakatdesa; 

h. memberdayakanmasyarakat dan Lembaga 
kemasyarakatandalambidangkepariwisataandesa; 

i. mengembangkanpotensisumberdayaalam dan 
melestarikanlingkunganhidup; dan 

j. memberikaninformasikepadamasyarakatterkaitberbagaikeb
ijakan di bidangpengembangankepariwisataandesa. 

(3) Pelaksanaankewajibansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakanbersama-
samadenganPengelolaDesaWisata.  

 
 

 
BAB XII 

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 
BagianKesatu 

Hak 
 
 

Pasal 44 
Setiapanggotamasyarakatdesaberhak: 
a. memperolehkesempatanuntukberpartipasi dan 

terlibatdalampenyelenggaraanDesaWisata; 
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b. melakukanusahapariwisatadesadalamkelompok-kelompokkerja; 
dan 

c. berperandalam proses pembangunankawasanDesaWisata di 
wilayahnya. 

 
Pasal 45 

Setiapwisatawan/pengunjung Kawasan 
DesaWisataberhakmemperoleh: 
a. informasi yang akuratmengenaidayatarikWisataDesa; 
b. pelayananWisataDesasesuaidenganprinsipkeramahtamahan; 

dan/atau 
c. perlindungankenyamanan dan keamanan. 

 
Pasal 46 

Setiappengusahausahapariwisatadesaberhak: 
a. mendapatkankesempatan yang samadalamberusaha di 

bidangusahapariwisatadesa; 
b. menjadianggotaasosiasikepariwisataan; 
c. mendapatkanperlindunganhukumdalamberusaha; 
d. mendapatkanfasilitassesuaidenganketentuanperaturanperundan

g-undangan. 
 

BagianKedua 
Kewajiban 

 
Pasal 47 

SetiapanggotamasyarakatDesaberkewajiban: 
a. menjaga dan melestarikandayatarikWisataDesa; dan 
b. membantuterciptanyasuasanaaman, tertib, bersih, 

berperilakusantun, dan 
menjagakelestarianlingkungandestinasiDesaWisata. 

 
 
 

Pasal 48 
(1) Dalammenjalankankegiatanusahapariwisata, 

setiapPengelolaDesaWisatawajib: 
a. menjaga dan menghormatinorma agama, adatistiadat, 

budaya, dan nilai-nilai yang 
hidupdalammasyarakatsetempat; 

b. memberikaninformasi yang akurat dan bertanggungjawab; 
c. memberikanpelayanan yang tidakdiskriminatif; 
d. memberikankenyamanan, keramahan, 

perlindungankeamanan, dan keselamatanwisatawan; 
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e. memberikanperlindunganasuransi pada 
usahapariwisatadengankegiatan yang berisikotinggi; 

f. mengembangkankemitraandenganusahamikro dan 
koperasisetempat yang salingmemerlukan, memperkuat, 
dan menguntungkan; 

g. mengutamakanpenggunaanprodukmasyarakatsetempat, 
produkdalam negeri, dan 
memberikankesempatakepadatenagakerjalokal; 

h. meningkatkankompetensitenagakerjamelaluipelatihan dan 
Pendidikan; 

i. berperanaktifdalamupayapengembanganprasarana dan 
program pemberdayaanmasyarakat; 

j. turutsertamencegahsegalabentukperbuatan yang 
melanggarkesusilaan dan kegiatan yang melanggarhukum 
di lingkungantempatusahanya; 

k. memeliharalingkungansehat, bersih, dan asri; 
l. memeliharakelestarianlingkunganalam dan budaya; 
m. menjagacitra negara dan bangsa Indonesia 

melaluikegiatanusahakepariwisataansecarabertanggungjaw
ab; 

n. mengalokasikansebagiandaripendapatan yang 
diperolehdaripenyelenggaraanpariwisatadesauntukkepentin
ganpelestarianalam dan budaya; dan 

o. menetapkanstandarusaha dan 
standarkompetensisesuaidenganketentuanperaturanperund
ang-undangan. 

(2) Setiappengusahapariwisata yang 
melanggarlarangansebagaimanadimaksud pada ayat (1)) 
dikenaiSanksiAdministratifberupa:  
a. tegurantertulis;  
b. pembatasankegiatanusaha;   
c. pembekuansementarakegiatanusaha;  
d. pencabutanperizinanberusaha yang 

menjadikewenanganPemerintah Daerah. 
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenai tata 

carapengenaansanksisebagaimanadimakksud pada ayat (2) 
diaturdalamPeraturanBupati 

 
 

Pasal 49 
Setiapwisatawanberkewajiban: 
a. menjaga dan menghormatinorma agama, adatistiadat, budaya, 

dan nilai yang hidupdalammasyarakatlokal; 
b. ikutmemelihara dan melestarikanlingkungan; 
c. turutsertamenjagaketertiban dan keamananlingkungan; dan 
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d. turutsertamencegahsegalabentukperbuatan yang 
melanggarkesusilaan dan kegiatan yang melanggarhukum. 

 
 

BagianKetiga 
Larangan 

 
Pasal 50 

(1) Setiap orang 
dilarangmerusaksebagianatauseluruhfisikdayatarikwisata. 

(2) Yang 
termasukmerusakfisikdayatarikwisatasebagaimanadimaksud 
pada ayat (1) antara lain meliputi: 
melakukanperbuatanmengubahwarna, mengubahbentuk, 
menghilangkanspesiestertentu, mencemarkanlingkungan, 
memindahkan, mengambil, menghancurkan, 
ataumemusnahkandayatarikWisataDesasehinggaberakibatberk
urangatauhilangnyakeunikan, keindahan, dan 
nilaiotentiksuatudayatarikwisatadesa yang telahditetapkan 
oleh Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah. 

 
BAB XIII 

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA 
 

Pasal 51 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasipenyelenggaraanpromosi 

Kawasan desawisata Daerah. 
(2) Penyelenggaraankegiatanpromosi Kawasan 

DesaWisatamenjadibagian integral 
darikegiatanpromosipariwisata Daerah. 

(3) DalampenyelenggaraanpromosiDesaWisata, 
PemerintahDaerhmelibatkan Badan PromosiPariwisata Daerah. 

(4) Dalampenyelenggaraanpromosidesawisata, 
pengeloladesawisatadapatmelakukanjejaringwisatadenganpen
gelolaaktivitaswisata yang lain. 

 
Pasal 52 

PenyelenggaraanpromosikawasanDesaWisata Daerah 
mempunyaitujuan: 
a. meningkatkancitraDesaWisata Daerah; 
b. meningkatkankunjunganwisatawanminatkhususmanca negara; 
c. meningkatkanminatkunjunganwisatawannusantara dan 

pembelanjaan; 
d. menggalangpendanaandarisumberselain APBD 

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 
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BAB XIV  
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 53 

(1) Pemerintah Daerah dan 
PemerintahDesamengalokasikananggarandalamrangkapember
dayaanDesaWisatamulaidaripencanangan, penilaian, 
penetapan, 
hinggapengembanganDesaWisatasesuaidengankemampuanke
uangandaerah.  

(2) Sumberpembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) 
dapatberasaldari:  
a. AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah;  
b. AnggaranPendapatan Dan BelanjaDesa; atau 
c. sumberpembiayaan lain yang sah dan tidakmengikat.  

 
 

BAB XV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 54 

(1) Pembinaan dan pengawasandilakukan oleh Pemerintah Daerah 
berupa monitoring dan 
evaluasiterhadappengelolaanDesaWisata.  

(2) Pembinaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. pembinaankelembagaan; 
b. pendampingan; 
c. fasilitasitanda daftar usaha;  
d. mutuprodukwisatapedesaan; 
e. pembinaanpeningkatankemampuantenagakerjapariwisata; 
f. pembinaaanteknispemasaran/promosi; 
g. sosialisasiterhadapperaturanperundangan; dan 
h. pemberianpenghargaanbagipengelolaanDesaWisata yang 

berprestasi.  
(3) Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. PerkembanganpengelolaanDesaWisata; dan  
b. Perkembanganjumlahkunjunganwisatawan.  

(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaan dan 
pengawasandiaturdenganPeraturanBupati.  
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D. KetentuanSanksi 

DalamRancanganPeraturan Daerah inisanksi yang 

diaturadalahsanksiadministrasi dan sanksipidana.  

Sanksiadministrasi dan sanksipidana yang 

dapatdikenakanapabilaterjadipelanggaran.  

Sanksipidanaberupakurungan paling lama 3 (tiga) 

bulanataudendasebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima 

puluhjuta rupiah). 

Tindakpidanasebagaimanadimaksudadalahpelanggaran.  Oleh 

karenadalamPeraturan Daerah initerdapat Bab 

KetentuanPidana, 

makasesuaidengankaidahpembentukanperaturanperundang-

undanganperludilengkapi Bab 

KetentuanPenyidikan.Sedangkansanksiadministratifdapatberu

pa:  

a. teguranlisan; 

b. tegurantertulis; 

c. Pembatasankegiatanusaha; 

d. penghentiansementarakegiatan; 

e. penghentiantetapkegiatan; atau 

f. pencabutansementaraizin. 

 

 

E. KetentuanPenyidikan 

PejabatPegawai Negeri Sipiltertentu di 

lingkunganPemerintah Daerah 

diberiwewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidik

antindakpidanasesuaiPeraturan Daerah 
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inisebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangHukum Acara 

Pidana. Penyidiksebagaimanadimaksudadalahpejabatpegawai 

negeri sipiltertentu di lingkunganPemerintahDaerah yang 

diangkat oleh pejabat yang 

berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan. 

WewenangPenyidiksebagaimanadimaksuddi atasadalah: 

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

menelitiketeranganataulaporanberkenaandengantindakpidan

asesuaiPeraturan Daerah ini agar 

keteranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkap dan 

jelas; 

2. meneliti, mencari, dan mengumpulkanketeranganmengenai 

orang pribadiatau badan tentangkebenaranperbuatan yang 

dilakukansehubungandengantindakpidanasesuaiPeraturan 

Daerah ini; 

3. memintaketerangan dan bahanbuktidari orang pribadiatau 

badan sehubungandengantindakpidanasesuaiPeraturan 

Daerah ini; 

4. memeriksabuku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaandengantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini; 

5. melakukanpenggeledahanuntukmendapatkanbahanbuktipem

bukuan, pencatatan, dan dokumenlain, 

sertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebut; 

6. memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspe

nyidikantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini; 

7. menyuruhberhenti dan 

ataumelarangseseorangmeninggalkanruanganatautempat 

pada saatpemeriksaansedangberlangsung dan 
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memeriksaidentitas orang, benda, dan ataudokumen yang 

dibawa; 

8. memotretseseorang yang 

berkaitandengantindaksesuaiPeraturan Daerah ini; 

9. memanggil orang untukdidengarketerangannya dan 

diperiksasebagaitersangkaatausaksi; 

10. menghentikanpenyidikan; dan 

11. melakukantindakan lain yang 

perluuntukkelancaranpenyidikantindakpidanasesuaiPeratura

n Daerah inidenganketentuanperaturanperundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalammejalankantugasnya , Penyidiksebagaimanadimaksuddi 

atasmemberitahukandimulainyapenyidikan dan 

menyampaikanhasilpenyidikannyakepadaPenuntutUmummelalui

PenyidikPejabatPolisi Negara Republik Indonesia, 

sesuaidenganketentuan yang diaturdalamUndang-

UndangHukum acara Pidana. 

 

F. KetentuanPeralihan 

Bab inidimaksudkanadalah 

untukmenghindarikekosonganpengaturanmakaklausulatentangp

eralihandiperlukan dan merupakanketentuantransisional. 

SelengkapnyaketentuanperalihandalamRanperdainiadalahsebag

aiberikut: 

Pasal 51 
(1) DesaWisata yang 

sudahditetapkansebelumberlakunyaPeraturan Daerah 
inidinyatakanberlakusebagaiDesaWisata. 

(2) PenetapanDesaWisatasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakansesuaidenganketentuanPeraturan Daerah ini. 

 

G. KetentuanPenutup 
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KetentuanPenutupmerupakanbagianterakhirBatangTubuhPeraturan 

Daerah, yang 

biasanyaberisiketentuantentangsaatmulaiberlakunyaPeraturan 

Daerah dapatmelaluicara-carasebagaiberikut: 

1. PenetapanmulaiberlakunyaPeraturan Daerah pada 

suatutanggaltertentu; 

2. SaatmulaiberlakunyaPeraturan Daerah 

tidakharussamauntukseluruhnya 

(untukbeberapabagiandapatberbeda). 

SelengkapnyabunyiketantuanpenutupdalamRancanganPeratur

an Daerah lazimnyaadalahsebagaiberikut. 

Pasal58 

PeraturanpelaksanaanPeraturan Daerah 

KabupatenRembanginiharustelahditetapkandalamwaktu paling 

lambat 2 (dua) tahunsejakPeraturan Daerah inidiundangkan. 

Pasal59 

Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah 

inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah 

KabupatenRembang. 

BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkanuraiandalambab-babterdahulu dari 

NaskahAkademikini, makapenyusunanRancangan 

PeraturanDaerahKabupatenRembangtentangPemberdayaanDes

aWisatamemilikikelayakansecaraakademis.  
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Pokok-pokokmateripengaturan yang 

perludirumuskandalam draft Rancangan 

PeraturanDaerahKabupatenRembangtentangDesaWisatasehingg

aperaturandaerahdapatdiberlakukansecaraefektif dan 

efisenantara lain adalah sebagai berikut: 

1. ketentuanumum; 

2. strategipemberdayaan;  

3. penetapanDesaWisata;  

4. pengelolaDesaWisata;  

5. kategoriDesaWisata; 

6. pengembanganDesaWisata;  

7. pengembangandayatarikDesaWisata;  

8. usahapariwisata pada DesaWisata;  

9. pemberdayaan dan peransertamasyarakat;  

10. peranPemerintah Daerah; 

11. kewajibanPemerintah Daerah dan PemerintahDesa;  

12. hak, kewajiban, dan larangan; 

13. promosi Kawasan DesaWisata; 

14. pembiayaan;  

15. pembinaan dan pengawasan; dan  

16. ketentuansanksi. 

 

B. Saran 

Berdasarkansimpulandiatasmakadisarankan: 

1. Untuksegeradisusun/dibentukRancangan 

PeraturanDaerahKabupatenRembangtentangPemberdayaan

DesaWisatasesuaidenganketentuan yang terdapat 

dalamperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Untukmenghasilkan dokumen Rancangan 

PeraturanDaerahKabupatenRembangtentangPemberdayaan
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DesaWisatayangaspiratifdanpartisipatifsertaimplementatif, 

makapenyusunan Peraturan Daerah ini 

perlumemperhatikannilai-nilaibudaya dan 

kearifanlokalsertamelibatkansecaraaktifberbagai pihak(stake 

holder) terkait. 
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